
BAB II
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH


2.1. Aspek Geografis Dan Demografis
Aspek geografi dan demografi merupakan kondisi kewilayahan yang mutlak diperhatikan sebagai ruang dan subyek pembangunan. Berdasarkan uraian ini dapat dipetakan potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Donggala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
a). Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Donggala memiliki luas wilayah 5,275.69 kilometer persegi yang terbagi atas 16 (enambelas) Kecamatan dimana Kecamatan Rio Pakava merupakan Kecamatan terluas yaitu 872,16 km2 atau 16, 53% dari luas wilayah Kabupaten Donggala secara keseluruhan. SedangkanKecamatanyang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banawa Tengah memiliki luas 74,64 km2atau 1,41% dari wilayah Kabupaten Donggala. Adapun data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 2.1
Luas Wilayah menurut Kecamatan
Di Kabupaten Donggala tahun 2013
	No.
	Kecamatan
	Ibukota Kecamatan
	Luas
(km2)
	%

	1 .
	Rio Pakava
	Lalundu
	872,16
	16,53

	2 .
	Pinembani
	Gimpubia
	402,61
	7,63

	3 .
	Banawa
	Gunung Bale
	99,04
	1,88

	4 .
	Banawa Selatan
	Watatu
	430,67
	8,16

	5 .
	Banawa Tengah
	Limboro
	74,64
	1,41

	6 .
	Labuan
	Labuan
	126,01
	2,39

	7 .
	Tanantovea
	Wani
	302,64
	5,74

	8 .
	Sindue
	Toaya
	177,19
	3,36

	9 .
	Sindue Tombusabura
	Tibo
	211,55
	4,01

	10 .
	Sindue Tobata
	Alindau
	211,92
	4,02

	11 .
	Sirenja
	Tompe
	286,94
	5,44

	12 .
	Balaesang
	Tambu
	314,23
	5,96

	13 .
	Balaesang Tanjung
	Malei
	188,85
	3,58

	14 .
	Dampelas
	Sabang
	732,76
	13,89

	15 .
	Sojol
	Balukang
	705,41
	13,37

	16 .
	Sojol Utara
	Ogoamas
	139,07
	2,64

	Kabupaten Donggala
	5.275,69
	100


Sumber:Donggala Dalam Angka Tahun 2013


Secara administratif wilayah Kabupaten Donggala pada tahun 2013 terdiri dari 16(enam belas)Kecamatandengan 158 (seratus limapuluh Delapan) Desa, 9(sembilan) Kelurahan dan 2(dua) masih berstatus UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi). Dari jumlah 158(seratus limapuluh delapan)Desa dan 9 (Sembilan) Kelurahan tersebut terdapat 84(delapan puluh empat) Desamerupakan Desa pesisir  dan  83(delapan puluh tiga) Desa diantaranya merupakan Desa non-pesisir. Secaradetail aspek wilayah Kecamatan di Kabupaten Donggalasebagai berikut:

	Kecamatan Rio Pakava
	:
	Merupakan Kecamatan terluas di Kabupaten Donggala dengan Luas wilayah 872,16 km2 atau 16,53 persen dari luas Kabupaten Donggala berjarak 205 km dari Ibukota Kabupaten dengan 14 Desa yang seluruhnya merupakan Desa non-pesisir, Ibukota Kecamatan di DesaLalundu;

	Kecamatan Pinembani
	:
	Terdiri atas 9(sembilan) Desa non pesisir dengan ibukota Kecamatan Gimpubia dengan jarak 113 km dari Ibukota Kabupaten, memiliki Luas wilayah 402,61 km2 atau 7,63 persen dari wilayah Kabupaten ;

	Kecamatan Banawa
	:
	Kecamatan Banawa adalah ibukota Kabupaten terbagi dalam 9(sembilan) kelurahan dan 5(lima) Desa, dengan Luas wilayah sebesar 99,04 km2 atau 1,88 persen. Dimana, 5 (lima) desa dan 2 (dua) kelurahan berada di daerah pesisir sedangkan 7 (tujuh) kelurahan lainnya non-pesisir dengan ibukota kecamatan Gunung Bale;;

	Kecamatan Banawa Selatan
	:
	Sebagai IbukotaKecamatannya Desa Watatu dengan jarak 27 km dari ibukota Kabupaten Donggala terdiri atas 19 (sembilan belas) desa dengan luas wilayah sebesar 430,67 km2 atau 8,16 persen dari total luas wilayah dikabupaten Donggala. 5(lima) desa terletak didaerah pesisir dan 14 (empat belas) desa lainnya merupakan desa non-pesisir..

	Kecamatan Banawa Tengah
	:
	Merupakan Kecamatan yang terkecil wilayahnya dari seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala, dengan luas wilayah hanya 74,64 km2 atau 1,41 persen memiliki 8 (delapan) Desa, dimana 3(tiga) Desa diantaranya terletak di daerah pesisir dengan ibukota KecamatanDesa Limboro dengan jarak 9 km dari ibukota Kabupaten .

	Kecamatan Labuan
	:
	Luas wilayah 126,01 km2 atau 2,39 persen dari total luas wilayah kabupaten Donggala, berjarak tempuh 53 km dari Ibukota kabupaten Donggala dengan ibukota kecamatan di Labuan, terdiri dari 7 (tujuh) desa yang 4 (empat) desa diantaranya merupakan desa pesisir.

	Kecamatan
Tanantovea
	:
	Desa Wani I adalah ibukota kecamatan Tanantovea dengan luas wilayah 302,64 km2 atau 5,74 persen dariluas keseluruhan kabupaten Donggala dengan jarak 50 km dari Ibukota kabupaten Donggala terdiri dari 10 (sepuluh) desa yang 2 (dua) desa diantaranya merupakan desa pesisir.

	Kecamatan Sindue
	:
	Terdiri atas 13(tiga belas) desa yang 9 (sembilan) desa diantaranya merupakan desa pesisir dengan Luas wilayah 177,19 km2 atau 3,36 persen dari total luas wilayah adalah ibukota kabupaten Donggala berjarak 70km dari Ibukota, dengan Ibukota Kecamatan di desa Toaya;

	Kecamatan Sindue Tombusabura
	:
	berjarak 84 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dengan luas wilayah 211,55 km2 atau sebesar 4,01 persen dari total wilayah kabupaten Donggala, terdiri dari 6 (enam) desa yang 5 (lima) desa diantaranya merupakan desa peisisr, dengan Ibukota Kecamatan di desa tibo.

	KecamatanSindue Tobata
	:
	Luas wilayah 211,92 km2, berjarak 102 km dari Ibukota Kabupaten Donggala, terdiri dari 6 desa, 2 desa merupakan desa pesisir dan 4 desa lainnya Non pesisir dengan Ibukota Kecamatan di desa Alindau

	KecamatanSirenja
	:
	Terdiri dari 13 desa yang 9 (Sembilan) desa diantaranya merupakan desa pesisir dengan Luas wilayah 286,94 km2 atau 5,55 persen dari total luas wilayah Kabupaten Donggala berjarak 120 km dari Ibukota Kabupaten Donggala, dengan Ibukota Kecamatan di Desa Tompe

	Kecamatan Balaesang
	:
	dengan Ibukota Kecamatan di Desa Tambu memiliki Luas wilayah sebesar 314,23 km2atau 5,96 persen dari total wilayah kabupaten Donggala dengan berjarak 141 km dari Ibukota Kabupaten Donggalaterdiri atas 13 (tiga belas) desa yang 11 (sebelas) desa merupakan pesisir ;

	KecamatanBalaesang Tanjung
	:
	Merupakan kecamatan termuda di kabupaten Donggala, pemekaran dari kecamatan balaesang dengan luas wilayah 188,85 km2 atau 3,58 persen dari total wilayah kabupaten Donggala, terdiri atas7 (tujuh) desa pesisir dan 1(satu) desa non pesisir dengan Ibukota Kecamatan di Desa Malei, berjarak 150 km dari Ibukota Kabupaten Donggala

	Kecamatan Dampelas
	:
	Terdiri atas 13(tiga belas) desa yang mana 8(delapan) diantaranya terletak didaerah pesisir pantai dengan total Luas wilayah sebesar 732,76 km2 atau 13,89 persen berjarak berjarak 182 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dengan Ibukota Kecamatan Sabang;

	KecamatanSojol
	:
	Luas wilayah 705,41 km2 atau 13,37 persen terdiri atas 8(delapan) desa pesisir dan 1(satu) desa non pesisir dengan Ibukota Kecamatan di Balukang berjarak 228 km dari Ibukota Kabupaten Donggala;

	KecamatanSojol Utara
	:
	Ibukota Kecamatan Ogoamas, memiliki jarak 267 km dari Ibukota Kabupaten Donggala dengan Luas wilayah 139,07 km2 atau 2,64 persen. Terdiri atas 5 (lima) desa yang 3(tiga) diantaranya desa pesisir;


Berdasarkan data di atas, bahwa Kabupaten Donggalamerupakan salah satu Kabupaten di ProvinsiSulawesi Tengah, dengan total luas wilayah sebesar5.275,69 kilometer persegi dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:



b). Letak dan Kondisi Geografis
Berdasarkan letak dan kondisi geografis yang dimiliki Kabupaten Donggala dapat dipetakan menjadi dua wilayah yaitu; 1) wilayah Pantai Barat yang meliputi; Kecamatan Labuan, Tanantovea, Sindue, Sindue Tambusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung,Dampelas, Sojol dan Sojol Utara merupakan daerah pesisir pantai yang memiliki potensi sumber daya Laut khususnya perikanan serta potensi lahan perkebunan yang relatif subur; 2) wilayah Banawa antara lain; Kecamatan Banawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Pinembani dan Rio Pakava merupakan daerah yang relatif subur (Sektor Pertanian dan Perkebunan) dan potensi keLautan yang memiliki keragaman hayati. 
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Gambar 2.1
Peta Wilayah Kabupaten Donggala


c). Topografi
Kondisi topografis Kabupaten Donggala sangat bervariasi dengan kelerenganyang beragam.Puncak tertinggi pada kawasan TenggaraKabupaten dengan ketinggian di atas ±700 m dari permukaan Laut.
Sebaran permukiman khususnya Desa dan kelurahan pada Kabupaten ini mengikuti kondisi topografis yang ada, dari , dari 158 desa dan 9 kelurahan yang ada tercatatdesa/kelurahanberada pada daerah pedalaman dan selebihnya berada pada daerah pegunungan 84 desa dan pinggiran pantai sebanyak 83 desa.
Tabel 2.2
Jumlah Desa/Kelurahan/UPT menurut Letak Desa
Di Kabupaten Donggala
	Kecamatan
	Desa/
Kelurahan
	Letak

	
	
	Desa Pantai
	Desa Bukan Pantai

	01. Rio Pakava
	14
	-
	14

	02. Pinembani
	9
	-
	9

	03. Banawa
	14
	7
	7

	04. Banawa Selatan
	19
	5
	14

	05. Banawa Tengah
	8
	3
	5

	06. Labuan
	7
	4
	3

	07. Tanantovea
	10
	2
	8

	08. Sindue
	13
	9
	4

	09. Sindue Tombusabura
	6
	5
	1

	10. Sindue Tobata
	6
	3
	3

	11. Sirenja
	13
	9
	4

	12. Balaesang
	13
	11
	2

	13. Dampelas
	13
	8
	5

	14. Sojol
	9
	8
	1

	15. Sojol Utara
	5
	3
	2

	16. Balaesang Tanjung
	8
	7
	1

	Jumlah
	167
	84
	83


Sumber:Donggala Dalam Angka Tahun 2013

d). Geologi
Tatanan geologi Kabupaten Donggala merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan geologi Pulau Sulawesi. Bentuk pulau yang khas ini didasari oleh dinamika tektonis yang sangat kompleks yang merupakan implikasi dari interaksi lempeng Euroasia di bagian TimurLaut, Indo-Australia di bagian Selatan dan Pasifik di bagian Timur. Kondisi geologi; Tidak barada pada lokasi zona holocene fault; sertaTidak pula berada pada zona bahaya geologi.Berdasarkan struktur geologinya, wilayah Kabupaten Donggala didasari oleh sejumlah formasi seperti tertera pada gambar dan Tabel berikut ini.
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Sumber:Donggala Dalam Angka Tahun 2013
Gambar 2.2
Struktur Geologi Kabupaten Donggala

Gambar detail yang berupa tatanan dan struktur geologi Kabupaten Donggala disajikan sebagaimana berikut; 
Tabel 2.3
Keterangan Gambar Struktur Geologi Kabupaten Donggala
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e). Hidrologi
Sumber air telah banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik untuk air minum dan irigasi dan berbagai pemanfaatan lainnya. Dalam pemanfaatannya sumber air diatur sedemikian rupa, karena sumber air ini merupakan bagian terpenting untuk masyarakat Kabupaten Donggala sendiri serta masyarakat disekitar kawasan mata air terdekat yang dapat dilayani. Oleh karenaitu diperlukan pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang serta dilakukan pembinaan dan pelestarian sumber air.Demikian juga untuk sumber air yang ada di beberapa Kecamatan, yang harusdiatur komposisi antar wilayah dan pengaturan untuk kebutuhan irigasi sehingga tidak terjadi kekurangan air pada sawah beririgasi teknis dan setengah teknis. Bagitu juga dengan keberadaan sumber-sumber mata air baru agar dapat dijadikan sebagai alternatif sumber air minum di Kabupaten Donggala dimasa yang akan datang.
Di Kabupaten Donggala banyak terdapat sumber air kecil dan besar, serta cadangan air tanah yang cukup besar, karena menjadi daerah resapan air (catchmant area). Beberapapotensi air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan bila akan mengambil potensi air bawah tanah dalam jumlah besar, karena hal ini sangat mempengaruhi persediaan air pada bagian bawah, sehingga diperlukansuatu kajian terhadap kemampuan cadangan air bawah tanah disertai dengan AMDAL jika akan melakukan suatu eksplorasi dan eksploitasi. Pengaturan itu antara lain;

a. Tidak mempunyai muka air tanah < 3 m;
b. keluasan tanah tidak lebih dari 10- 6cm/det;
c. Jarak terhadap sumber air minum harus lebih dari 100 meter di hilir aliran;


f). Klimatologi
Kabupaten Donggalamengalami musim panas terjadi antara bulan April-September, sedangkan musim hujan terjadi pada bulan Oktober-Maret.Hasil pencatatan suhu udara pada Stasiun Udara Mutiara Palu Tahun2012, dimana suhu udara rata rata tertinggi terjadi pada bulan Oktober (28,80C) dan suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli (26,40C). Sementara kelembaban udara yang dicatat pada stasiun yang sama berkisar antara 72-82%. Kelembaban udara rata-rata tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 82%, sedangkan kelembaban udara rata-rata terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu 72%.
Curah hujan tertinggi yang tercatat pada Stasiun Mutiara Palu Tahun2012 terjadi pada bulan Juli 166,00 mm2, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulanSeptember yaitu 15,00 mm2. Sementara itu kecepatan angin rata-rata berkisar antara 3-4 knots. Pada Tahun 2012 arah angin terbanyak setiapbulannyadatang dari arah Barat Laut.Secara lengkap data tersebut tersaji pada Tabel berikut ;



Tabel 2.4
Keadaan Suhu, Tekanan dan Kelembaban Udara
Menurut Bulan Tahun 2010-2012
	Bulan
	Suhu Udara
(°C)
	Tekanan Udara
(mb)
	Kelembaban Udara
(%)

	Januari
	27,10
	1.009,90
	80,00

	Februari
	27,50
	1.009,60
	76,00

	Maret
	27,60
	1.009,60
	75,00

	April
	26,80
	1.010,70
	76,00

	Mei
	27,80
	1.009,90
	73,00

	Juni
	28,20
	1010.60
	74,00

	Juli
	26,40
	1010.30
	82,00

	Agustus
	27,30
	1.011,20
	78,00

	September
	27,90
	1.011,00
	74,00

	Oktober
	28,80
	1.011,50
	72,00

	Nopember
	28,30
	1.009,90
	75,00

	Desember
	27,90
	1.009,40
	77,00

	Tahun 2012
	27,70
	1.010,30
	76,00

	Tahun 2011
	26,10
	1.004,90
	78,60

	Tahun 2010
	27,71
	1.010,39
	76,67


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2013

g). Penggunaan lahan
Klasifikasi pola ruang penggunaan lahan di Kabupaten Donggalaterdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pengembangan penggunaan lahan di Kabupaten Donggala yang meliputi pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung dijelaskan sebagai berikut:

g.1) Kawasan Budidaya
Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.Rincianluas kawasan budi daya yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Donggala menurut penggunaan lahan adalah sebagai berikut:

g.1.1) Kawasan Hutan Produksi
Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan peruntukan hutan produksi terbatas, kawasan peruntukan hutan produksi tetap, dan kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi;
Rencana pengembangan hutan produksi diwilayah Kabupaten Donggala seluas kurang lebih 185.389 ha, meliputi pengembangan kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 158.884 ha, pengembangan kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 11.772 ha, dan pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan luas kurang lebih 14.733 ha. Sampai dengan akhir tahun perencanaan luas tersebut di atas harus tetap dipertahankan untuk mendukung pelestarian dan kelestarian alam.
g.1.2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas
Kawasan hutan produksi terbatas adalah kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan eksploitasi hasil hutan melalui sistem tebang pilih. Kriteria penetapan kawasan hutan produksi terbatas mencakup tingkat kelerengan; jenis tanah; curah hujan dengan nilai skor 125-174 dan berada di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam. Kawasan ini juga dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan budidaya non-kehutanan dengan kawasan lindung. 
Rencana pengembangan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 158.884 ha, meliputi:
· Kecamatan Balaesang, 
· Kecamatan Balaesang Tanjung, 
· Kecamatan Banawa Selatan, 
· KecamatanDampelas, 
· Kecamatan Labuan, 
· Kecamatan Pinembani, 
· Kecamatan Rio Pakava, 
· Kecamatan Sindue dengan, 
· Kecamatan Sindue Tobata, 
· Kecamatan Sindue Tambusabora.
· Kecamatan Sirenja, 
· Kecamatan Sojol, 
· Kecamatan Sojol Utara, 
· Kecamatan Tenantovea, dan 
g.1.3) Kawasan Hutan Produksi Tetap
Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi tetap yang dieksploitasi melalui sistem tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Kriteria penetapan kawasan hutan produksi tetap mencakup tingkat kelerengan; jenis tanah; curah hujan dengan nilai skor 124 atau kurang serta berada di luar suaka alam, hutan lindung, hutan wiisata, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan ini juga dapat berfungsi sebagai kawasan penyangga (buffer zone) antara kawasan budidaya non-kehutanan dengan kawasan lindung. 
Rencana pengembangan kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 11.722 ha, meliputi KecamatanDampelas dan Kecamatan Rio Pakava. Kawasan hutan ini secara ruang apabila digunakan untuk budidaya hutan alam atau hutan tanaman dapat memberikan manfaat: 
1. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta kegiatan ekonomi lainnya. 
2. Meningkatkan fungsi lindung. 
3. Meningkatkan upaya pelestarian kemampuan sumberday hutan 
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat terutama didaerah setempat. 
5. Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional. 
6. Meningkatkan kesempatan kerja terutama untuk masyarakat daerah setempat 
7. Meningkatkan ekspor 
8. Mendorong perkembangan usaha dan peran serta masyarakat terutama di daerah setempat.
g.1.4) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi 
Kawasan hutan produksi konversi adalah kawasan hutan yang dapat dialihfungsikan bila diperlukan. Kriteria penetapan kawasan hutan konversi adalah tingkat kelerengan; jenis tanah; curah hujan dengan nilai skor 120 atau kurang; dan berada di luar kawasan suaka alam, hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi tetap, dan hutan produksi terbatas. Bagi kawasan hutan lindung dan hutan wisata yang pada saat ini fungsinya tidak dapat dipertahankan oleh pemanfaatan kegiatan budidaya yang intensif, maka direncanakan sebagai holding zone untuk dialihkan statusnya menjadi hutan konversi. 
Rencana pengembangan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi di Kabupaten Donggaladengan luas kurang lebih 14.733 ha, meliputi:
· KecamatanBalaesang Tanjung;
· Kecamatan Banawa Selatan;
· Kecamatan Pinembani;
· Kecamatan Rio Pakava;
· Kecamatan Sindue Tobata;
· Kecamatan Sirenja.
Kawasan hutan ini secara ruang dapat dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, pemukiman, pertanian, perkebunan, industri dan lain-lain.

g.1.5) Kawasan Pertanian
Kawasan pertanian Kabupaten Donggalaterdiri atas:
a. Kawasan peruntukan tanaman pangan
b. Kawasan peruntukan hortikultura;
c. Kawasan peruntukan Perkebunan; dan
d. Kawasan peruntukan Peternakan.
Rencana pengembangan lahan pertanian Kabupaten Donggala dengan luas kurang lebih 93.147 ha, meliputi pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang ditetapkan juga sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutansesuai dengan daya dukung dan hasil studi dengan luas kurang lebih 14.632 ha dan pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 77.575 ha. Rencana wilayah pengembangan kawasan pertanian di Kabupaten Donggala meliputi:
(1) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan basah yang ditetapkan juga sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan dengan luas kurang lebih 14.632 ha meliputi Kecamatan Tanantovea 128 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.376 ha, Kecamatan Sojol 3.578 ha, Kecamatan Sirenja 1.302 ha, Kecamatan Sindue Tobata 181 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 83 ha, Kecamatan Sindue 542 ha, Kecamatan Rio Pakava 682 ha, Kecamatan Pinembani 66 ha Kecamatan Labuan 261 ha, Kecamatan Dampelas 3.266 ha, Kecamatan Banawa Tengah 55 ha, Kecamatan Banawa Selatan 955 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung  220  ha, Kecamatan Balaesang 1.937 ha
(2) Rencana pengembangan kawasan peruntukan pertanian lahan kering dengan luas kurang lebih 77.575 ha, meliputi Kecamatan Balaesang 5.454 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 2.025 ha, Kecamatan Banawa 3.904 ha, 

Kecamatan Banawa Selatan 4.319 ha, Kecamatan Banawa Tengah 1.852 ha, Kecamatan Dampelas 2.237 ha, Kecamatan Labuan 1.890 ha, Kecamatan Pinembani 1.495 ha, Kecamatan Riopakava 28.773 ha, Kecamatan Sindue 3.171 ha, Kecamatan Sindue Tobata 5.763 ha, Kecamatan Sirenja 1.348 ha, Kecamatan Sojol 4.790 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.013 ha, Kecamatan Tanantovea  3.781  ha, Kecamatan Tombusabora 5.213  ha.
(3) Rencana pengembangan kawasan peruntukan holtikultura meliputi seluruh Kecamatan yang menyatu dengan perkebunan rakyat terletak di Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Rio Pakava, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah.
(4) Kawasan peruntukan perkebunan seluas 70.944 ha terletak di Kecamatan Tanantovea 2.253 ha, Kecamatan Sojol Utara 1.069 ha, Kecamatan Sojol 5.344 ha, Kecamatan Sirenja 6.246 ha, Kecamatan Sindue Tobata 1.839 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora 1.664 ha, Kecamatan Sindue 876 ha, Kecamatan Rio Pakava 15.320 ha, Kecamatan Pinembani 195 ha, Kecamatan Labuan 1.668 ha, KecamatanDampelas 12.815 ha, Kecamatan Banawa Tengah 2.000 ha, Kecamatan Banawa Selatan 6.847 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung 4.560 ha, Kecamatan Balaesang 8.248 ha, dengan rencana pengembangan seluas kurang lebih 67.021 ha, meliputi: Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 4.791 ha, Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 6.545 ha, Kecamatan Banawa dengan luas kurang lebih 1.432 ha, Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 8.371 ha, Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 628 ha, KecamatanDampelas dengan luas kurang lebih 11.971 ha, Kecamatan Labuan dengan luas kurang lebih 571 ha, Kecamatan Pinembani dengan luas kurang lebih 1.010 ha,Kecamatan Rio Pakava dengan luas kurang lebih 2582 ha,Kecamatan Sindue dengan luas kurang lebih 4788 ha, Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 3.703 ha, Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 3.896 ha, Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 8.818 ha, Kecamatan Sojol Utara dengan luas kurang lebih 1.353 ha, Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 1.716 ha, Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 4.846 ha,
(5) Kawasan peruntukan peternakan terdiri dari ternak sapi di seluruh Kecamatan, ternak kambing dan Domba di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan, serta ternak babi di Kecamatan Rio Pakava dan KecamatanDampelas yang dikelola oleh rakyat dan saat ini ada pengembangan ternak sapi potong di KecamatanDampelas, Kecamatan Sojol, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sindue dan Kecamatan Sirenja yang dikelola dengan sistem intensif. Rencana pengembangan kawasan pertanian, meliputi:
· Pemantapan fungsi kawasan peruntukan pertanian irigasi teknis;
· Penetapan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
· Peningkatan produktivitas kawasan pertanian lahan basah dan beririgasi teknis melalui pola intensifikasi, diversifikasi, dan pola tanam yang sesuai dengan kondisi tanah dan perubahan iklim; dan
· Pengembangan infrastruktur sumber daya air yang mampu menjamin ketersediaan air.
Kegiatan pendukung untuk pertanian di Kabupaten Donggala di arahkan sebagai kawasan agropolitan yang meliputi kawasan agropolitan di KecamatanDampelas, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sindue dan Kecamatan Rio Pakava. Agropolitan merupakan penyediaan sentra untuk agropolitan dan pengembangannya dengan menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan dari hasil studi sebagai pemenuhan kebutuhan pangan. 
Pertanian di Kabupaten Donggala diarahkan pada pengembangan pertanian perkotaan dan peDesaan. Adapun kebijaksanaan penataan ruang untuk kawasan pertanian ini meliputi:
· Kawasan Pertanian PeDesaan
· Pengoptimalan area pertanian yang ada melalui usaha intensifikasi lahan.
· Perluasan area pertanian dengan merubah penggunaan lahan non produktif dan memperhatikan pola penggunaan lahan optimal.
· Areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak bisa dialihfungsikan menjadi penggunaan kegaiatan lain.
· Meningkatkan kualitas produksi melalui modernisasi teknologi pertanian.
· Memperbaiki saluran irigasi.
· Kawasan Pertanian Perkotaan
· Pengoptimalan lahan pertanian yang ada melalui kegiatan intensifikasi lahan.
· Pengembangan kawasan pertanian mempertimbangkan penataan ruang terbuka hijau yang ada.
· Areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak bisa dialihfungsikan menjadi penggunaan kegaiatan lain.

a) Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan
Produksi padi sawah di Kabupaten Donggala pada tahun 2013 mengalami penurunan produksi sebesar 3,66 % jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 116.785 ton (GKG) pada tahun 2012 menjadi 112.516 ton (GKG) pada tahun 2013. Untuk luas panen, terjadi peningkatan sebesar 1,55 % dimana pada tahun 2012 luas panen mencapai 24.466hektar dan pada tahun 2013 menjadi 24.844 Ha. Produktivitas padi sawah juga mengalami penurunan dari 47,73 Kw/Ha pada tahun 2012 menjadi 45,29 Kw/Ha pada tahun 2013 atau turun sebesar 5,12 %. Sedangkan produksi padi ladang tahun 2013 mencapai 1.257 ton GKG, dari luas panen 503 Ha dengan produktivitas 25,00 Kw/Ha. Dengan demikian Produksi padi di Kabupaten Donggala tahun 2013 mencapai 113.773ton GKG, dari luas panen 25.347 Ha dan Produktivitas 44,89 Kw/Ha.
Untuk komoditas jagung terjadi kenaikan produksi yang cukup signifikan, yakni mencapai 87,29% dari 7.784 ton pada tahun 2012 menjadi 14.578 ton pada tahun 2013 dengan produktivitas mencapai 46.16 Ku/Ha. Demikian pula dengan kedelai yang mengalami kenaikan mencapai 248,83% yakni dari 181 ton pada tahun 2012  menjadi 633 ton pada tahun 2013  dengan luas panen mencapai 511 ha dan produktivitas 12,38 Ku/Ha.
Rencana pengelolaan sawah di Kabupaten Donggala diarahkan sebagai berikut:
1. Sawah beririgasi teknis harus dipertahankan luasannya.
2. Perubahan fungsi sawah ini hanya diijinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialihfungsikan dalam pelayanan daerah irigasi yang sama.
3. Pada kawasan perDesaan alih fungsi sawah diijinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20% dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan daerah irigasi yang sama;
4. Pada sawah beririgasi teknis yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian tanaman pangan abadi maka tidak boleh dilakukan alih fungsi.
5. Sawah beririgasi sederhana dan setengah teknis secara bertahap dilakukan peningkatan menjadi sawah beririgasi teknis; serta
6. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktifitas tanaman pangan dengan mengembangkan kawasan cooperative farming dan holtikultura dengan mengembangkan kawasan good agriculture practices;
7. Perubahan sawah irigasi teknis menjadi kegiatan budidaya terbangun pada jaringan jalan yang memliki perkembangan sangat tinggi (misalnya jalan arteri dan jalan kolektor), maka peralihan fungsi dibatasi maksimal adalah 100 meter dari as jalan.

b) Kawasan peruntukan Hortikultura
Pencapaian hasil produksi tanaman sayuran pada tahun 2013 adalah sebesar 9.470 ton, dapat dikemukakan bahwa komoditas sayuran mengalami peningkatan produksi sebesar 10 ton atau naik sebesar 0,1 % dari tahun 2012 yang  mencapai 9.460 ton. Pencapaian luas tanam komoditi sayuran tahun 2013 adalah 1.773 ha, naik sebesar 30,75 % atau 417 Ha dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai 1.356 Ha. Pencapaian luas panen 1.733 ha tahun ini naik sebesar 38,97% atau 486 ha dari tahun sebelumnya yang mencapai 1247 ha.  Akan tetapi produktivitas tanaman sayuran ini mengalami penurunan. Tahun 2013 produktivitas tanaman sayuran adalah 54,65 ku/ha turun sebesar 27,95% dari tahun 2012 yang mencapai 75,86 ku/ha.
Perkembangan komoditas buah-buahan pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan baik untuk produksi, produktivitas luas tanam dan luas panen. Pencapaian produksi buah-buahan tahun 2013 sebesar 27.193 ton menujukkan peningkatan produksi sebesar 25,83% atau 5.583 ton dibandingkan pada tahun 2012 yang mencapai 21.610  ton. Luas tanaman 2.208 ha naik sebesar 7,18% atau 148 ha dari tahun sebelumnya yang mencapai luas tanam 2.060 ha. Pencapaian luas panen  mengalami kenaikan tahun ini adalah 1.885 ha naik sebesar 11,01%  atau  187 ha dari tahun 2012 yang luas panennya mencapai 1.698 ha demikian pula produktivitas buah-buahan mengalami peningkatan yakni dari 127,27 ku/ha tahun 2012 menjadi 144,26 ku/ha pada tahun 2013.


c) Kawasan Perkebunan 
Kawasan Perkebunan, merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk produksi tanaman tahunan yang menghasilkan bahan pangan, maupun bahan baku industri dengan kriteria kawasan: ketinggian lahan < 2.000 meter dpl; kelerengan < 40%; dan kedalaman efektif lapisan tanah atas > 30 cm. Kawasan perkebunan di Kabupaten Donggala selain diarahkan untuk pengembangan perkebunan skala besar yang diusahakan oleh kegiatan usaha berbadan hukum, juga diarahkan bagi pengembangan perkebunan rakyat. Pengembangan perkebunan rakyat dilakukan melalui perluasan dan peningkatan produktivitas lahan dengan beragam komoditi, antara lain jenis tanaman utama kelapa, kakao, dan kelapa sawit. 
Daerah yang saat ini memiliki potensi kawasan perkebunan adalah Kecamatan Sojol Utara, Sojol, Dampelas, Balaesang, Sindue, dan Rio Pakava. Sektor perkebunan merupakan salah satu andalan Kabupaten Donggala. Sebagian besar masyarakatnya berusaha di sector ini. Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Donggala tahun 2013 sebanyak 65.085 ton. Terdiri dari tanama cengkeh, Kopi Robusta, Cacao, Pala, Lada, Jambu Mete, Kapuk, Kelapa Sawit, dan Kemiri. Sedangkan untuk tahun 2012 sebanyak 50.732,43 ton. Terdiri dari tanaman cengkeh sebanyak 1006.57 ton, sebanyak 330.03 ton. Cacao sebanyak 22.161,57 ton, pala sebanyak 1.39 ton, lada sebanyak 119.32 ton, jambu mete sebanyak 90,59 ton, kapuk sebanyak 9,68 ton, kelapa sebanyak 27.842,79 ton, kelapa sawit 115 ton dan sagu sebanyak 65,36 ton. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di arahkan untuk:
a. Pengembangan perkebunan dilakukan dengan mengembangkan industri pengolahan hasil komoditi;
b. Pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi di pusat wilayah pengembangan;
c. Pengembangan perkebunan dengan merehabilitasi tanaman perkebunan yang rusak;
d. Pengembangan kawasan-kawasan potensi untuk pertanian pangan lahan kering;
e. Pengembangan pasar produksi perkebunan dan;
f. Pengolahan hasil perkebunan terutama dengan membentuk keterikatan antar produk.

d) Kawasan Peternakan 
Kawasan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan budidaya ternak besar, ternak kecil, dan padang penggembalaan, dengan kriteria ketinggian < 1.000 meter dpl;kelerengan <15%, dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Kawasan peternakan diarahkan bagi pengembangan peternakan skala besar dan kecil dengan jenis ternak antara lain sapi, kambing, ayam buras, dan ayam ras. Untuk mendukung kegiatan peternakan, di Kecamatan yang potensial bagi peternakan dikembangkan program pengembangan HMT (hijauan makanan ternak) melalui pemanfaatan limbah pertanian, seperti kacang-kacangan, batang jagung, tanaman gamal, rumput penguat teras, cover crop pada kawasan perkebunan, dan sebagainya. Pengembangan kawasan peternakan diantaranya di Kecamatan Dampelas, Balaesang, Sirenja dan Banawa namun masih berasosiasi dengan lahan yang potensial untuk peruntukkan lahan pertanian. 
 
Populasi ternak besar dan kecil yang terdiri dari Kerbau, Sapi, Kuda, Kambing, Domba, dan Babi di Kabupaten Donggala pada tahun 2013 adalah ; kerbau 28 ekor, sapi 36.328 ekor, kuda 82 ekor, kambing 28.927 ekor, domba 222 ekor dan babi 8.071 ekor.Populasi ternak unggas untuk jenis ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras dan itik adalah ; ayam ras pedaging 449.500 ekor, ayam ras petelur 78.703 ekor, ayam buras 221.184 ekor, dan itik 9.051 ekor.Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan peternakan di Kabupaten Donggala, yaitu:
a. Peningkatan produksi dan populasi ternak untuk pemenuhan pangan asal ternak  yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).
b. Meningkatkan pendapatan petani ternak dan pemerataan kesempatan kerja.

g.1.6) Kawasan Perikanandan Kelautan
Kawasan kelautan dan perikanan diperuntukkan bagi kegiatan  Perikanan Tangkap, Perikanan  Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) serta Kelautan. Sektor Kelautan dan Perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi  yang signifikan terhadap perekonomian wilayah, terutama pada Perikanan Tangkap melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan laut bagian utara Kabupaten Donggala yang memiliki garis pantai terpanjang. Potensi perikanan tangkap yang dimiki Kabupaten Donggala cukup besar, jika dikelola secara optimal, potensi lestari yang dapat dicapai  adalah sekitar 99.100,8 ton/tahun. Jenis ikan yang terdapat diperairan Selat Makasaar dan Laut Sulawesi meliputi ikan pelagis dan ikan demersal. Sedangkan hasil Perikanan Budidaya melalui kegiatan Usaha Perikanan Budidaya Air Tawar berbasis teknologi perkolaman, Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap Tancap, Usaha Perikanan Budidaya Air Payau berbasis teknologi Pertambakan serta Usaha Perikanan Budidaya Air Laut berbasis pada teknologi KJA dan Pen Cultuture. Untuk mendukung produksi hasil perikanan kegiatan Kelautan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan meliputi kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, mutlak dilakukan sebagai upaya untuk pelestarian dan pencegahan tindakan pencurian ikan atau penangkapan ikan dengan merusak ekosisistem sumberdaya kelautan dan perikanan. Pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di laksanakan oleh petugas PPNS (Penyidik pegawai Negeri Sipil) didampingi Polisi Perairan TNI AL. Selain itu kegiatan Pengelolaan sumberdaya laut pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan Sosialisasi dan Upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) memegang peranan penting  pada produksi hasil perikanan. Produksi komoditi perikanan merupakan komoditi yang cepat mengalami kerusakan (perishable) sehingga perlu dilakukan penanganan dengan baik untuk menjamin kualitas yang layak dikonsumsi oleh konsumen. P2HP dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana sistem rantai dingin (Cool Chain System-CCS) di TPI, selain penerapan CCS pada setiap kantong produksi perikanan dilakukan kegiatan pengolahan dan pengasapan ikan untuk mendapatkan hasil produk olahan dengan mutu yang lebih baik. Data potensi Kelautan dan Perikanan kabupaten Donggala disajikan pada tabel berikut:
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Tabel 2.5
Data Potensi Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Donggala
	Potensi
	Luas (Ha)
	Lokasi
	Usulan Pengembangan

	Perikanan Tangkap

	Ikan Pelagis 
	 
	Laut Sulawesi dan Selat Makassar.
	Pengembangan dan Peningkatan Armada Penangkapan berbasis kawasan minapolitan 

	Ikan Demersal
	
	
	Pengkayaan Stok Sumberdaya Ikan di Laut dan perairan umum

	
	
	Kecamatan Balaesang dan Kecamatan Sojol Utara
	Optimalisasi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana TPI 


	Perikanan Budidaya

	Budidaya Air Payau
	3.845
	Kec. Banawa Tengah, Banawa Selatan, Dampelas, Sojol dan Sojol Utara
	Pembangunan Tambak Percontohan di Kecamatan Sojol Desa Tonggolobibi.

	
	
	
	Pengembangan dan Peningkatan Budidaya Tambak Rakyat 

	
	
	
	Pengembangan UPP Budidaya di Kecamatan Banawa Selatan, Kec. Sojol

	
	
	
	Penciptaan dan Pengkajian kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya di Kecamatan Banawa Selatan.

	
	
	
	

	Budidaya Air Laut
	10.364,8 
	Kec. Banawa Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol dan Sojol utara


	Meningkatkan Pembenihan swasta ikan kerapu sebagai pusat produksi benih   

	
	
	
	Pengembangan budidaya Ikan Kerapu ekonomis penting.

	
	
	
	Pengembangan Budidaya Rumput Laut.

	
	
	
	Pembangunan Budidaya Taripang

	Budidaya Air Tawar
	2.189
	Kec. Rio Pakava,
Banawa Selatan, Labuan,
Sindue, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol
	Pembangunan Balai benih Ikan (BBI) Rano, BBI Talaga

	
	
	
	Pengembangan Budidaya Perkolaman.

	
	
	
	Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap 

	
	
	
	Pengembangan Buddidaya Ikan air tawar di Kec. Sirenja, Kec. Riopakava, Kec. Labuan.

	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) :

	Usaha Perikanan Konsumsi :

	Pengolahan Ikan 
	 
	Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sirenja
	Pembinaan Manajemen usaha dan Pemasarananya ikan olahan.

	
	
	
	Pembinaan Teknologi  pengolahan hasil Perikanan.

	Pengiringan Ikan Teri
	 
	Kecamatan BanawaSelatan dan Balaesang, Kec. Sindue Tombu sabora, kec. Sojol dan Kec. Sojol Utata
	Pembinaan Manajemen usaha dan Pemasarananya ikan olahan.

	
	
	
	Pembinaan Teknologi  pengolahan hasil Perikanan.

	Pengasapan Rono Tapa dan Ikan Roa 
	
	Kec. Sindue, Balaesang Tanjung dan Kec. Banawa Tengah.
	Pembangunan Sentra olohan berbasis komoditi lokal.

	Ikan Segar/ Ikan Basah
	
	Kec. Banawa Selatan,Sindue, Sirenja,Balaesang,Sojol, Sojol Utara
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System-CCS)

	
	
	
	Pengembangan dan Pembangunan prasarana pemasaran

	Usaha Ikan Non Konsumsi :

	Pengelolaan usaha ikan hias
	
	Kec.Banawa Selatan, Kec.Balaesang, Kec.Balaesang Tanjung
	Pembanguanan prasarana sentra pemasaran ikan hias

	
	
	
	Penguatan kelembagaan pengolah ikan hias

	
	
	
	Optimalisasi asosiasi ikan hias Kabupaten Donggala

	Pengelolaan Usaha Kerang – Kerangan
	
	Kec. Banawa, Kec. Balaesang dan Kec.Sojol


	Penguatan kelembagaan pengolah kerang-kerangan

	Kelautan : 

	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

	Ekosistem sumberdaya Perikanan Laut dan Perairan Umum
	 
	Kec.BanawaSelatan dan Balaesang, Balaesang Tanjung  Sindue Tombu sabora, Sojol dan Kec. Sojol Utata
	Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan sistem pengawasan.

	
	
	
	Pembangunan dan Peningkatan habitat Sumberdaya Perikanan.

	Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

	Panjan Pesisir Pantai 414 Km dengn ketersediaan 15 Pulau pulau kecil
	
	14 Kec. Wilayah Pesisir
	Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Pemanfaatan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

	
	
	
	Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil


Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Donggala, 2014

Potensi perikanan di Kabupaten Donggala meliputi Perikanan Tangkap, Perikanan  Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) dan Kelautan. 
Perikanan Tangkap :
Rencana pengembangan untuk perikanan tangkap meliputi :
· Pemberdayaan nelayan skala 3 s/d 10 Gros Ton (GT)
· Restruksturisasi armada > 10 GT 
· Fasilitasi Sarana Penangkapan Ikan program 1000 Katinting
· Pemulihan sumberdaya ikan (SDI) melalui Restocking 
· Peningkatan Sarana dan Prasarana dari TPI Menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
· Penciptaan kawasan minapolitan dan indutri perikanan tangkap terpadu pada PPI Balaesang.

Perikanan Budidaya:
1. Perikanan budidaya air payau.
Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau meliputi :
· Peningkatan tambak percontohan di Desa Tonggolobibi Kecamatan Sojol;
· Peningkatan teknologi produksi tambak rakyat sitem polikultur dan monokultur.
· Pengembangan Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)Perikanan Budidaya wilayah pantai barat
· Penciptaan dan pengkajian kawasan minapolitan perikanan budidaya di Kecamatan Banawa Selatan.

2. Perikanan budidaya air laut.
Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya air laut meliputi :
· Optimalisasi peran pembenihan swasta ikan kerapu sebagai sentra produksi benih
· Peningkatan budidaya ikan kerapu melalui teknologi Karamba Jaring Apung (KJA) di perairan laut pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
· Pembangunan budidaya teripang melalui teknologi pen culture
· Pengembangan budidaya rumput laut teknologi long line, lepas dasar dan rakit apung  
3. Perikanan budidaya air tawar.
Rencana pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar meliputi :
· Pembangunan dan Pengembangan balai benih ikan (BBI) Dinas sebagai produksi benih berkualitas.
· Pembangunan dan Pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) pada kawasan perikanan budidaya air tawar
· Pemanfaatan lahan kritis seperti eks lahan sawah yang produkstif dengan teknologi perkolaman usaha ikan konsumsi dan kolam pemancingan dan perairan umum  seperti danau rano dan danau talaga dengan teknologi keramba jaring apung/keramba tancap sebagai kawasan baru perikanan budidaya air tawar.

Pengelohan dan Pemasaran Hasil Perikanan(P2HP) :
Rencana pengembangan kawasan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP ) meliputi :
1. Usaha Perikanan Konsumsi :
· Pembinaan manajemen usaha dan pemasarananya abon ikan, bakso ikan, ikan Teri, ikan asin, ikan roa sistem pengasapan dan olahan lainnya pada sentra produksi hasil perikanan.
· Pembangunan Sentra olohan berbasis komoditi lokal khususnya rono tapa dan ikan roa.
· Penerapan Sistem Rantai Dingin (Cool Chain System-CCS) di sentra produksi hasil perikanan
· Pembangunan dan optimalisasi pabrik es dan cool storage
· Pembangunan  Pasar Ikan tradsional menjadi pasar ikan Modern.
2. Usaha Ikan Non Konsumsi :
· Pembangunan dan pengelolaan prasarana sentra pemasaran ikan hias di kawasan strategis wisata bahari 
· Penguatan kelembagaan pengolah ikan hias
· Optimalisasi asosiasi ikan hias Kabupaten Donggala
· Penguatan kelembagaan pengolah kerang dan kerangan

Kelautan :
Rencana pengembangan kawasan Kelautan meliputi :
1. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan :
· Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan kelompok pengawasa masyarakat (POKMASWAS)
· Operasi pengawasan rutin/berkala dan terpadu merupakan shock terapi kegiatan nelayan ilegal  melalui sistem pengawasan berbasis masyarakat (SISWASMAS)
· Konservasi terumbu karang berupa pembuatan rumah ikan (Fish Home).
2. Sumberdaya Laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
· Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau – pulau Kecil
· Peningkatan jalan produksi/jalan setapak di pulau-pulau kecil
· Peningkatan infrastruktur dasar di pulau-pulau kecil berupa jetty. Akses listrik dan air bersih
· Peningkatan rehabilitasi terumbu karang dalam mendukung kawasan wisata pesisir
· Penguatan kelembagaan kearifan lokal dalam pengelolaan laut pesisir dan pulau-pulau kecil
· Pemberdayaan masyarakat pesisir, sosialisasi dan upaya mitigasi bencana bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Upaya penanganan dan pengelolaan kawasan perikanan terpadu di Kabupaten Donggala:
· Memberdayakan potensi desa pesisir sebagai sumber pertembuhan ekonomi disektor kelautan dan perikanan melalui kegiatan Perikanan Tangkap, perikanan budidaya, pengeolahan dan pemasaran hasil serta membangun infrastruktur wilayah pesisir. 
· Revitalisasi fungsi Tempat Peleangan Ikan (TPI) menjadi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sebagai sarana pendukung pengelolaan dan pemafaatan usaha perikanan tangkap, Pelayanan PPI dapat menjamin harga jual produk perikanan tangkap yang menguntunkan nelayan produsen.
· Pembangunan tambatan perahu nelayan, sarana perbengkelan kapal motor perikanan dalam kawasan PPI
· Meningkatkan produksi hasil perikanan, melalui penerapan alat bantu teknologi penangkapan dengan memodifikasi alat tangkap ikan, pembuatan rumpon laut dangkal, rumpon laut dalam, penambahan armada penangkapan ikan.
· Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan untuk mengembangan perikanan budidaya air tawar melalui pembuatan kolam ikan, usaha kolam pemancingan, penebaran benih ikan air tawar diperairan umum seperti di waduk, sungai dan danau.
· Mengembangkan kawasan perikanan budidaya air laut (marine culture) untuk komoditi yang bernilai ekonomi tinggi seperti ikan kerapu macan dan tikus dengan sistem penerapan Keramba Jaring Apung.
· Rahabilitasi ekosistem perairan melalui pembangunan fish home, tranplantasi terumbu karang buatan, penanaman mangrove. 
· Meningkatkan pendapatan Nelayan, Pembudidaya, Pengolah dan Pemasar hasil perikanan, melalui pembangunan Pasar Ikan Higienis, TPI, Pemasaran antar pulau.
· Mempermudah koordinasi dalam pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, melalui lembaga usaha mikro (KUD) Mina di Sektor Perikanan. 
· Mengendalikan dan mengatur pemanfaatan potensi sumber daya perikanan agar lebih sesuai dengan kaidah pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (sustainable fisheries/MSY) serta prinsip keadilan melalui pengaturan jalur penangkapan ikan, pengendalian jumlah kapal, ukuran kapal, alat tangkap yang dipergunakan dan kuota jumlah tangkapan yang diperbolehkan.

g.1.7) Kawasan Industri
Kawasan industri diperuntukkan bagi pemusatan kegiatan industri dengan kriteria kawasan yang memenuhi persyaratan lokasi industri, yaitu memiliki prasarana eksternal yang memadai; tersedia sumber air untuk air baku industri; tersedia badan air permukaan untuk pembuangan limbah cair industri; tersedia sumber energi; memiliki kelerengan <8%; tidak berpotensi menimbulkan dampak sosial; dan bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis. Kawasan peruntukan industri, terdiri atas:
(1) Industri besar sebagaimana,direncanakan di Kecamatan Banawa, Kecamatan Tanantovea, dan Kecamatan Labuan.
(2) Industri kecil, yang telah ada di Kabupaten Donggala meliputi industri Tenun Sarung Donggala di Kecamatan Banawa,Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, industri makanan olahan dan industri makanan lainnya yaitu pembuatan bawang goreng, abon ikan dan gula aren yang terdapat di Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Banawa, Kecamatan Balaesang Tanjung, KecamatanDampelas dan Kecamatan Sindue, industri funiture dari kerajinan kayu eboni, meubel bambu dan meubel rotan yang terdapat dii Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Industri kerajinan dari kerajinan tempurung kelapa terdapat di Kecamatan Tanantovea dan Kecamatan Labuan, industri bahan bangunan dari batu bata bahan konstruksi bangunan rumah, toko, kantor dan lainnya yang terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan. Industri bumbu dan produk masak yaiu pembuatan garam beryodium yang terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue, Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, industri kopra, minyak goreng dan minyak mentah yaitu pengolahan kelapa dan kopra menjadi minyak goreng serta Virginn Coconut Oil (VCO) yang terdapat di Kecamatan Banawa dan Kecamatan Sindue, industri barang kimia lainnya yaitu pengolahan minyak atsiri, minyak pakanangi, minyak nilam sebagai bahan pembuatan parfum yang terdapat di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Riopakava, industri sabuk kelapa bahan pembuatan jok mobil, spring beat dan lainnya yang terdapat di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea. Industri penggergajian kayu untuk bahan pembuatan atap, ventilasi, pintu lainnya yang terdapat di KecamatanDampelas, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Riopakava dan Kecamatan Pinembani.
Pengembangan kawasan industri berskala besar diarahkan di Kecamatan Banawa, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea mendukung perkembangan pusat pertumbuhan utama Kota Donggala dan diharapkan mampu menggerakkan perekonomian Kabupaten Donggala secara menyeluruh. Pengembangan kawasan industri ini pada implementasinya perlu mempertimbangkan faktor-faktor teknis berkaitan dengan kepentingan operasional industri serta kelayakan lingkungan sekitar. Oleh karenanya, selain pertimbangan ketersediaan air baku, badan air penerima limbah cair, prasarana dan sarana transportasi, energi, dan telekomunikasi, serta insentif bagi investasi; perlu mempertimbangkan pula dampaknya terhadap kawasan lindung dan lingkungan di sekitarnya. Upaya Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Perindustrian di Kabupaten Donggala, yaitu:
a. Pengembangan kawasan sentra industri kecil dan industri sedang
b. Pengembangan kawasan sentra industri besar
c. Pengelolaan ekonomi dan perdagangan dengan pengutamaan UKM; dan
d. Penetapan skenario ekonomi wilayah yang menunjukkan kemudahan dalam berinvestasi dan Penjelasan tentang kepastian hukum yang menunjang investasi.
e. Penyediaan lahan untuk industri,
f. Penyediaan infrastruktur,
g. Pembuatan buffer zone, dan
h. Menyediakan perumahan dan berbagai prasarana untuk perumahan industri.

g.1.8) Kawasan Pariwisata
Kawasan pariwisata diperuntukkan bagi kegiatan pariwisata dengan kriteria memiliki obyek keindahan alam; kebudayaan dan peninggalan sejarah bernilai tinggi; dan keunikan alami sebagai suaka alam. Kawasan wisata di Kabupaten Donggala dapat digolongkan sebagai kawasan wisata alam karena sebagian besar objek/daya tarik wisata masih memanfaatkan sumberdaya alam sebagai objek utama, seperti kawasan wisata pegunungan; kawasan wisata pantai dan Laut; kawasan wisata danau dan kawasan wisata permandian. 
Kawasan wisata tersebar hampir di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Donggala karena secara umum kondisi alam di Kabupaten Donggala masih tergolong baik sehingga berpotensi sebagai objek dan daya tarik wisata (ODTW).Kawasan peruntukan pariwisata yang merupakan pariwisata alam terdiri atas:
a. Wisata Bahari Tanjung Karang, Boneoge di Kecamatan Banawa, Wisata Bahari Pusentasi di Kecamatan Banawa Tengah; Pantai Lembasada, Danau Lino, pantai Tosale, Pantai Hayalan, Pantai Surumanadi Kecamatan Banawa Selatan;Wisata Bahari Pantai Enu, Pantai Batusuyadi Kecamatan Sindue, Pasir Putih Pantai Parimpi Indah, Lende Toveadi Kecamatan Sirenja, Wisata Bahari Bambanamo, Pulau Taring (lenju), pantai Salur Sabang, Pulau Maputidi Kecamatan Damsol, Pulau Pasoso di Kecamatan Balaesang Tanjung, Pantai Seget di Kecamatan Sojol Utara.
b. Wisata Alam Air Terjun Loli Tasiburidi Kecamatan Banawa , Air Terjun Poweluadi Kecamatan Banawa Tengah,Tangga Bidadari di Kecamatan Banawa Selatan,Air Panas Sibado di Kecamatan Sirenja, Air Panas Marana di Kecamatan Sindue,; Tanjung Manimbaya di Kecamatan Balaesang Tanjung; Danau Rano, Air Terjun Walandanu,Air panas Tambu di Kecamatan Balaesang Tanjung, Danau Talaga, Air Terjun Bou di Kecamatan Damsol, Wisata Alam Camping Ground Nupabomba,Air Terjun Nupa Bomba , Pantai Salumbone, Air terjun Bale di Kecamatan Tanantovea, Air Terjun Palapi, Air Terjun Siombo di Kecamatan Sojol Utara,Pantai Majang di KecamatanDamsol.
Upaya Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Donggala, yaitu:
a. Pembenahan dan peningkatan kondisi objek wisata maupun pada sistem jaringan jalan yang menuju ke objek wisata. Disamping juga utilitas yang menunjang objek wisata tersebut.
b. Pengelolaan usaha pemasaran pariwisata pada masyarakat luas, baik berupa periklanan di media masa, bekerjasama dengan sekolah-sekolah, maupun kerjasama dengan para pengusaha biro perjalanan dengan menawarkan rute-rute wisata terutama pada objek wisata prioritas.
c. Membuka peluang kerjasama dalam hal pengelolaan objek-objek wisata prioritas.
d. Pengembangan wisata bahari 
e. Pengelolaan fasilitas wisata pada obiek-objek wisata prioritas.
f. Pengelolaan sistem transportasi yang menunjang aksesibilitas ke lokasi obiek wisata. 
g. Melakukan pembinaan pada penduduk setempat dengan membentuk kelompok sadar wisata (POKDARWIS) dan mengembangkan seni budaya pada lokasi-lokasi potensial, yaitu pada Desa di sekitar objek wisata.

g.1.9) Kawasan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Donggalaterdiri atas:
1. Kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam terdiri atas:
a. Pasir dan batu (sirtu) di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue,Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue Tombusabora, KecamatanSindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Sojol Utara;
b. Batu gamping di Kecamatan Banawa, Kecamatan Sindue dan Sindue Tambusabora
c. Lempung dan Napal di Kecamatan Banawa dan KecamatanDampelas; 
d. Pasir felspar-kuarsa Kecamatan sojol Utara, Kecamatan Sojol,Kecamatan Sindue Tambusabora, dan KecamatanSindue;
e. Granit di Kecamatan Sindue Tombusabora, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol, Sojol Utara dan Kec. Dampelas
f. Andesit di Kecamatan Banawa, 
g. Diorit di Kecamatan Banawa; 
h. Tras di Kecamatan Banawa Tengah; dan
i. Gabbro di Kecamatan Dampelas.
2. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, yaitu emas: 
a. Emas dan Biji besi di Kecamatan Balaesang Tanjung,Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, KecamatanSindue Tombusabora, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara dan Kecamatan Rio Pakava;
b. Tembaga di Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata, KecamatanSindue Tombusabora, KecamatanDampelas, Kecamatan Sojol, dan Kecamatan Sojol Utara;
c. Molibdenum di Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang dan KecamatanDampelas;
3. Kawasan peruntukan pertambangan batubara terdapat di Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tobata dan KecamatanSindue Tombusabora
4. Kawasan peruntukan pertambangan minyak terdapat Blok Dampelas, Blok Balaesang Tanjung dan Blok Surumana 
5. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi terdapat di Kecamatan Balaesang, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Labuan Kecamatan Sindue Tobata dan KecamatanSindue Tombusabora.
Jenis pertambangan di Kabupaten Donggala adalah:
· Kawasan pertambangan minyak bumi yang teridentifikasi di Kabupaten Donggala berada Blok Dampelas, Blok Balaesang dan Blok Surumana. Ketiga titik potensi minyak bumi tersebut terdapat berada di lepas pantai dan saat ini Blok Surumana dalam status eksplorasi. 
· Potensi biji besi yang berada di KecamatanDampelas dan Sojol yang saat ini masih dalam tahap eksplorasi. 
· Logam dan batu bara di Kecamatan Sojol Utara, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kecamatan sindue, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovean dan Kecamatan Banawa.
Upaya Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Pertambangan di Kabupaten Donggala, yaitu:
a. Pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
b. Melakukan rehabilitasi/reklamasi kawasan bekas pertambangan;
c. Setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan;
d. Pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai amdal, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas;
e. Menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat; serta
f. Pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal untuk pengembangan komoditas lahan dan memiliki nilai ekonomi seperti tanaman jarak pagar dan tanaman nilam.
Potensi biji emas sekunder, terdapat pada endapan placer di wilayah-wilayah bukit granit granodiorit hingga diorit dengan tingkat pelapukan tinggi. Saat ini sebagian telah di persiapkan sebagai wilayah pertambangan (WP) dan telah di terbitkan IUP untuk PT. Cahaya Manunggal Abadi 5000 Ha. Dan PT. Bina Alam Sukses 5000 Ha, yang berlokasi di wilayah Kecamatan Balaesang, Kawasan Tanjung Manimbaya.
Potensi biji besi dan mineral ikutannya saat ini telah dieksplorasi oleh PT. Aal Rizki Tadang Palie dan memasuki tahap persiapan Eksploitasi pada wilayah Kecamata Dampelas (Blok Rerang) 3000 ha, dan Sojol (Blok Balukang) 3000 ha. Potensi biji Gelana saat ini sementara dalam tahap penyelidikan umum dan telah diterbitkan IUP Eksplorasi antara lain, PT.Welsum Mineral Nusantara 5000 ha, PT. Central Union 5000 ha, PD. Kota Palu 4800 ha. Pada Kecamatan Sindue hingga Tobata.
Mineral Non-Logam pada umumnya terdiri dari batuan/Bahan Galian konstruksi (sebelumnya dinamakan Bahan Galian Golongan C). Potensi terbesar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala. Hingga saat ini telah dikelola secara aktif oleh sejumlah 20 perusahaan tersebar di kawasan Loli Kecamatan Banawa dan Kawasan sungai-sunga wilayah Pantai Barat dengan total wilayah 154 bukit, total luas sekitar 500 ha.
[bookmark: _Toc302387655]Pengembangan panas bumi saat ini telah selesai dari tahap survey awal dan telah dipersiapkan untuk eksplorasi. Target perolehan tenaga diperkirakan 20 MW. Penggunaan panas bumi secara tidak langsung, yang akan diubah dari tenaga uap panas bumi menjadi tenaga mekanik dan selanjutnya sebagai tenaga listrik. Sedangkan penggunaan langsung dipersiapkan untuk kebutuhan industri kecil, pengeringan kopra, pengolahan sabuk kelapa, dan sebagainya. Kawasan panas bumi saat ini yang dipersiapkan untuk eksplorasi adalah kawasan panas bumi marana sekitar 48.000 ha. Yang mencakup 3 wilayah Kecamatan Eksplorasi yaitu Labuan, Sindue, dan Tombusabora.
Tabel  2.6
Lokasi dan Perkiraan Cadangan bahan Tambang
[bookmark: _Toc302387656]Menurut Kecamatandi Wilayah Kabupaten Donggala
	Nama Galian
	Kecamatan
	Desa / Dusun
	Cadangan
	Kegunaan

	Sirtu, Pasir dan Batu
	Banawa
	Loli Oge, Loli Tasiburu, Loli Saluran, Loli pesua, Loli Dondo
	500 ha
	Dapat digunakan sebagai batu fondasi, batu pecah dan agregat beton

	
	
	
	
	

	
	Sindue
	Tibo, Toaya,Masaingi
	60 ha
	

	
	
	
	
	

	
	Sindue Tambusabora
	Tibo, Toaya, Masaingi, Batusuya, 
Kaliburu
	125 ha
	

	
	
	
	
	

	
	Sindue Tobata
	Alindau
	75 ha
	Dapat digunakan sebagai batu fondasi, batu pecah dan agregat beton

	
	Srenja
	Taipa, Sibado, Dampal
	75 ha
	

	
	Balaesang
	Tambu
	20 ha
	

	
	Sojol
	Balukang
	50 ha
	

	
	Sojol Utra
	Ogoamas I dan Ogoamas II
	50 ha
	

	Granit
	Sindue Tambusabora
	Batusuya
	125.000 M³
	Dapat digunakan sebagai batu fondasi, batu pecah dan agregat beton

	
	
	Tibo
	200.000 M³
	

	
	Sirenja
	Lende
	2.441.662 M³
	

	
	 
	Sibayu
	48.321.000 M³
	

	
	Balaesang
	Labean
	
	

	
	Balaesang Tanjung
	Walandano
	5.706.025 M³
	

	
	Sojol Utara
	Pamolulu
	3.010.96 M³
	

	
	
	Ogoamas
	
	

	
	Sojol
	Balukang
	
	

	
	
	Siboang
	
	

	
	Dampelas
	Sabang
	12.287.000 M³
	

	Batu Gamping
	Banawa
	Kabonga Kecil
	1.500.000.000 M³
	Bahan Baku Semen

	
	
	Maleni
	
	

	
	Sindue Tambusabora 
	Batusuya
	12.000.000 M³
	

	
	Sindue
	Lero
	
	

	Lempung dan Tanah Liat
	Banawa
	Maleni
	600.000 M³
	bahan semen dan bahan batu bata, genteng, body stone ware

	
	
	Ganti
	
	

	
	Dampelas
	Budi Mukti
	1.278.000 M³
	 

	
	
	Karya Mukti
	
	

	
	
	Lembah Mukti
	
	

	Andesit
	Banawa
	Lumbudolo
	200 .000 M³
	Fondasi bangunan, jalan raya, dan agregat beton

	
	
	
	
	

	Diorit
	Banawa
	Ganti
	400.000 M³
	Fondasi bangunan, jalan raya, dan agregat beton

	
	
	
	
	

	Tras
	Banawa 



Tengah
	Lumbudolo
	50.000.000 M³
	bahan pengikat 



pada bangunan, pengganti semen, batako

	
	
	
	
	

	Pasir feldspar
	Sojol Utara
	Ogoamas
	15.910.000 M³
	Bahan keramik porselen, yang bersifat isolator, keramik yang tegangan rendah

	Kuarsa
	Sojol 
	Tonggolobibi
	
	

	
	Sindue Tambusabora
	Kaliburu
	
	

	
	Sindue
	Lero
	
	

	Batu Bara
	Sindue
	Masaingi
	15 ha
	bahan bakar

	Emas
	Balaesang
	Balaesang
	5.000 ha-
	perhiasan dan industri kimia

	
	Balaesang Tanjung
	Balaesang Tanjung
	4.000 ha -
	

	
	Sirenja
	Tompe
	4.000 ha -
	

	
	Labuan
	-
	5.000 ha-
	

	
	Tanantovea
	Wombo
	
	


Sumber: RTRW Kabupaten Donggala

g.2) Kawasan Lindung
Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Donggala meliputi; kawasan sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, sempadan irigasi dan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya.

g.2.1) Kawasan Sempadan Pantai
Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Kriteria penetapan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan perlindungan sempadan pantai di Kabupaten Donggala berada di 14 (empat belas) Kecamatan dengan luas kawasan sempadan pantai kurang lebih 1.802 ha, yaitu:
· Kecamatan Balaesang dengan luas kurang lebih 167 ha;
· Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 368 ha;
· KecamatanBanawa dengan luas kurang lebih 117 ha;
· Kecamatan Banawa Selatan dengan luas kurang lebih 106 ha; 
· Kecamatan Banawa Tengah dengan luas kurang lebih 55 ha; 
· Kecamatan Labuan dengan luas kurang lebih 21 ha; 
· Kecamatan Tanantovea dengan luas kurang lebih 14 ha; 
· Kecamatan Sindue dengan luas kurang lebih 84 ha; 
· Kecamatan Sindue Tombusabora dengan luas kurang lebih 76 ha; 
· Kecamatan Sindue Tobata dengan luas kurang lebih 68 ha; 
· Kecamatan Sirenja dengan luas kurang lebih 95 ha; 
· KecamatanDampelas dengan luas kurang lebih 275 ha; 


· Kecamatan Sojol dengan luas kurang lebih 285 ha;
· Kecamatan Sojol Utara dengan luas kurang lebih 71 ha.
Pada kawasan lindung setempat sempadan pantai ini terdapat fungsi budidaya seperti perikanan, pariwisata, dan permukiman. Guna menjaga kawasan sekitar pantai dari kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem pantai, maka perlu adanya perlindungan terhadap sempadan pantai, untuk melindungi pantai dari kegiatan yang menganggu kelestarian fungsi pantai dan juga untuk mengantisipasi gelombang pasang. Sehingga dilakukan pembatasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Kawasan sempadan pantai, merupakan kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai, meliputi:
a. Wilayah yang mempunyai kawasan sempadan pantai di KecamatanBanawa, Banawa Selatan, Banawa Tengah, Labuan, Tanantovea, Sindue, Sindue Tombusabora, Sindue Tobata, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol, Sojol Utara;
b. Pengembangan kawasan hutan bakau; dan
c. Perlindunganekosistem pantai dengan pengendalian secara ketat untuk kegiatan budidaya di wilayah pesisir.

g.2.2) Kawasan Sempadan Sungai
Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Adapun kawasan perlindungan sempadan sungai di Kabupaten Donggala yaitu; 
1. Sungai besar di luar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 100 meter
2. Pada anak sungai besar diluar kawasan permukiman ditetapkan sekurang-kurangnya 50 meter
3. Pada sungai besar dan anak sungainya di kawasan pemukiman ditetapkan 15 meter.
4. Untuk sungai bertanggul diukur dari kiri dan kanan kaki tanggul bagian luar sepanjang tanggul sungai
5. Untuk sungai yang tidak bertanggul diukur dari titik banjir ke arah daratan 
Rencana perlindungan kawasan sempadan sungai merupakan kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan atau kanal yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai, meliputi:
a. Sungai; dan
b. Perlindungan sempadan sungai dengan pemanfaatan sebagai pariwisata alam melalui penataan kawasan tepian sungai.
Rencana penetapan kawasan sempadan sungai di Kabupaten Donggala seluas kurang lebih kurang lebih 59.932 ha meliputi:
· Kecamatan Balaesang 2513 ha
· Kecamatan Balaesang Tanjung 1519 ha
· Kecamatan Banawa 820 ha
· Kecamatan Banawa Selatan 4170 ha
· Kecamatan Banawa Tengah 866 ha
· KecamatanDampelas 9028 ha
· Kecamatan Labuan 897 ha
· Kecamatan Pinembani 6237 ha
· Kecamatan Riopakava 15188 ha
· Kecamatan Sindue 1521 ha
· Kecamatan Sindue Tobata 2391 ha
· Kecamatan Sirenja 2576 ha
· Kecamatan Sojol 5791 ha
· Kecamatan Sojol Utara 1239 ha
· Kecamatan Tanantovea 4.075 ha
· Kecamatan Tombusabora 1.101 ha

g.2.3) Kawasan Sempadan Danau 
Kawasan sekitar danau adalah kawasan tertentu di sekeliling danau yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau. Adapun kriteria penetapan sempadan danau adalah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Di Kabupaten Donggala terdapat 2 (dua) danau yaitu:
· Danau Dampelas di KecamatanDampelas;
· Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung;
Guna meminimasi adanya erosi dan sedimentasi pada danau, maka perlu upaya perlindungan sekitar danau dari kerusakan lingkungan. Rencana penetapan perlindungan danau di Kabupaten Donggala secara keseluruhan seluas kurang lebih 112 ha meliputi sempadan Danau Dampelas di KecamatanDampelas dengan luas kurang lebih 75 ha dan sempadan Danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung dengan luas kurang lebih 37 ha.
Kawasan sekitar danau merupakan kawasan tertentu di sekeliling waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau, meliputi:
a. Kawasan danau terdapat pada KecamatanDampelas dan Balaesang Tanjung;
b. Pelestariandanau beserta seluruh tangkapan air di atasnya yang dimanfaatkan untuk irigasi, pengendali banjir, perikanan, dan pariwisata.

g.2.4) Kawasan Sekitar Mata Air 
Kawasan perlindungan setempat sekiatar mata air yaitu: sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air.Kawasan sekitar mata air, berupa kawasan dengan jarak 200 (dua ratus meter) meter sekeliling mata air di luar kawasan permukiman dan 100 (seratus) meter sekeliling mata air di dalam kawasan permukiman.
· Kawasan Industri sekitar Sumber 
a. Penetapan kebijakan yang mengharuskan industri yang menggunakan air dalam jumlah besar untuk menggunakan air Laut sehingga tidak menggunakan air dari air tanah maupun air permukaan.
b. memberlakukan membuat sumur resapan bagi kegiatan yang diwajibkan melengkapi dokumen UKL-UPL
c. Perlunya peraturan yang mengikat khususnya terkait pengeboran air bawah tanah dalam skala besar yang dapat mempengaruhi kandungan sumber yang ada.
d. Pengawasan terhadap industri/pihak lain yang melakukan bor terhadap ABT (Air Bawah Tanah) perlu diperketat, karena pengeboran yang tidak terkendali dikhawatirkan akan mengurangi kandungan sumber mata air di tempat yang lain khususnya sumber yang dipakai oleh masyrakat secara luas.

g.2.5) Kawasan Sempadan Irigasi 
Kawasan sempadan irigasi adalah kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertangggul maupun tidak. Kawasan ini bermanfaat untuk pelestarian saliran irigasi, baik dari sisi kualitas air maupun manfaat bagi area yang diairi.
Kawasan sempadan irigasi, berupa kawasan sepanjang kanan-kiri saluran irigasi primer dan sekunder, baik irigasi bertangggul maupun tidak.Kawasan sekitar irigasi merupakan kawasan tertentu di sepanjang irigasi yang mempunyai manfaat penting untuk kebutuhan air baku pertanian, meliputi:
a. Kawasan sempadan irigasi berdasarkan daerah irigasi; 
b. Melestarikan kawasan sumber air untuk meningkatkan debit irigasi;
c. Pengembangan sistem saluran bagi sumber yang dimanfaatkan untuk irigasi.
g.2.6) Kawasan Suaka Margasatwa
Kawasan suaka margasatwa Kabupaten Donggala adalah suaka margasatwa Pulau Pasoso seluas kurang lebih 61 ha yang berlokasi di Kecamatan Balaesang Tanjung.

g.2.7) Kawasan Cagar Alam
Kawasan cagar alam ini merupakan kawasan lindung yang ditetapkan fungsinya untuk menjaga kelestarian alam terutama satwa langka dan dilindungi. Di Kabupaten Donggala hanya terdapat satu cagar alam yang terdapat di Kecamatan Sojol, Dampelas, Sojol Utara.
Kawasancagar alam yaitu kawasan yang ditunjuk mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan tipe ekosistem, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusun, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum terganggu manusia, mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas, mempunyai ciri khas dan dapat merupakan satu-satunya contoh disuatu daerah, serta keberadaanya memerlukan upaya konservasi. Rencana perlindungan kawasan cagar alam di Kabupaten Donggala, yaitu:Kawasan cagar alam Gunung Sojol dengan luas keseluruhan adalah kurang lebih 22.621 Ha yang terdapat di KecamatanSojol seluas kurang lebih 19.808 ha, Dampelasseluas kurang lebih 203 ha, Sojol Utaraseluas kurang lebih 2.610 ha.

g.2.8) Kawasan Pantai Berhutan Bakau
Kawasan pantai berhutan bakau yaitu kawasan pelestarian alam yang dimaksudkan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembangbiaknya berbagai biota Laut disamping sebagai pelindung pantai dan pengikisan air Laut, serta pelindung usaha budidaya dibelakangnya. Kawasan pantai berhutan bakau yang jaraknya dari garis air surut terendah ke arah darat sebesar 130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan, sepanjang pantai di wilayah pesisir Kabupaten Donggala. Kawasan pantai berhutan bakau ini memiliki fungsi penyeimbang lingkungan pantai sehingga harus dilestarikan, diperluas melalui reboisasi bakau. Potensi kawasan ini juga untuk tambak dan alih fungsi bakau untuk tambak direncanakan maksimum 20% dari total bakau yang ada.
Rencana penetapan untuk perlindungan kawasan hutan bakau di wilayah pesisir yang terdapat di Kabupaten Donggala, meliputi:
a. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang, luas kurang lebih 248,43 ha. 
b. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Balaesang Tanjung,luas kurang lebih 269 ha;
c. Kawasan hutan bakau di KecamatanDampelas, luas kurang lebih 137,03 ha; dan
d. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol, luas kurang lebih 546,91 ha;
e. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sojol Utara, luas kurang lebih 137,03 ha. 
f. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Sirenja, luas kurang lebih 35,34 ha. 
g. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa, luas kurang lebih 10,52 ha. 
h. Kawasan hutan bakau di Kecamatan Banawa Selatan,luas kurang lebih 147,21 ha. 
	
g.2.9) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
Kawasan Cagar Budaya Dan Ilmu Pengetahuan meliputi: lingkungan non bangunan, lingkungan bangunan non gedung, lingkungan bangunan gedung dan halamannya dan kebun raya yang telah memiliki umur lebih dari 50 tahun dan perlu dilestarikan.Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Donggala antara lain:
a. Makam di Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa, Desa Sipi dan Desa Tompe Kecamatan Sirenja, Desa Toaya Kecamatan Sindue, Desa Tonggolobibi, Desa Siwalempu Desa Balukang, Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol; 
b. Lumpang Batu di Kelurahan Ganti Kecamatan Banawa, Desa Lombonga Kecamatan Balaesang Tanjung, Desa Talaga dan Desa Sabang KecamatanDampelas; 
c. Masjid tua di Desa Toaya Kecamatan Sindue; 
d. Tapak kaki di Desa Kamonji Kecamatan Balaesang Tanjung dan Desa Talaga KecamatanDampelas;
e. Gua di Desa Talaga KecamatanDampelas;
f. Bangunan Kolonial di Desa Siwalempu Kecamatan Sojol;
g. Batu perahu Kecamatan Labuan

g.2.10) Kawasan Lindung Lainnya 
Kawasan lindung lainnya di Kabupaten Donggala meliputi kawasan terumbu karang dan padang lamun. Kawasan ini merupakan bagian dari ekosistem Laut dan pesisir. Terumbu karang dan padang lamun merupakan kawasan konservasi sumberdaya ikan yaitu kawasan perairan tepian pantai dan darat dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan secara berkelanjutan. Kawasan ini terletak di 14 Kecamatan wilayah pesisir di Kabupaten Donggala. Kawasan lindung lainnya berupa kawasan kawasan terumbu karang dan padang lamun terletak di Kecamatan Banawa, Kecamatan Banawa Selatan, Kecamatan Banawa Tengah, Kecamatan Labuan, Kecamatan Tanantovea, Kecamatan Sindue, Kecamatan Sindue Tombusabura, Kecamatan Sindue Tobata, Kecamatan Sirenja, Kecamatan Balaesang, Kecamatan Balaesang Tanjung, KecamatanDampelas, Kecamatan Sojol, Kecamatan Sojol Utara.
Rencana perlindungan, konservasi, pelestarian dan rehabilitasi kawasan terumbu karang dan kawasan padang lamun dengan luas kurang lebih 148 ha meliputi 14 Kecamatan pesisir melalui:
· Perlindungan terumbu karang dan padang lamun untuk peningkatan sumberdaya ikan dan melarang untuk kegiatan yang menyebabkan kerusakan kualitas sumberdaya alam tersebut.
· Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi sumberdaya ikan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Perbedaan kondisi geografis wilayah mengakibatkan perbedaan sumber daya alam yang dimiliki, sehinga berdampak pada perbedaan komoditi unggulan yang diusahakan di setiap wilayah. Oleh karena itu Kabupaten Donggala memiliki banyak komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, baik dari sector petanian maupun dari Sektor Industri Pengolahan yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian.

a). Pertanian
Pemerintah daerah Kabupaten Donggala pemerintah dalam tahapan pembangunan yang dilaksanakan diarahkan pada sektor industri dengan didukung oleh sektor pertanian yang tangguh. Perkembangan di sektor pertanian menjadi lebih penting lagi disebabkan jumlah penduduk yang berusaha di bidang pertanian masih sangat besar. Sehingga Sektor pertanian merupakan sektor paling spektakuler untuk wilayah Kabupaten Donggala.
Berdasarkan data BPS Tahun 2013, luas tanam padi selama Tahun 2013 mencapai 25.347 ha yang terdiri dari 25.250 ha padi sawah dan 597 ha padi ladang. Sementara itu pada periode yang sama terjadi panen seluas 25.347 ha yang terdiri dari padi sawah seluas 24.844 ha dan padi ladang mencapai 503 ha. Produktivitas tanaman padi pada Tahun 2013 sebesar 44,89 ku/ha dengan produksi sebesar 113.773 ton.
Tahun 2013 hasil produksi tanaman jagung di Kabupaten Donggala mencapai 14.578 ton, dengan luas panen sebesar 3.158 Ha dengan produtivitas sebesar 46,16 ku/ha.  Angka tersebut  menunjukkan peningkatan jika dibanding tahun sebelumnya dimana produksi  jagung seluas 2.176 Ha dengan total produksi sebesar 7.784 ton dengan produktivitas sebesar 35,77 ku/ha. Secara detail data mengenai luas panen, produksi dan produktivitas komoditi‐komoditi yang termasuk dalam subsektor tanaman bahan makanan (padi, palawija) disajikan pada Tabel berikut:
Tabel 2.7
Luas, Produksi dan Produtivitas Tanaman Bahan Makanan
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Jenis Tanaman
	Uraian
	Tahun

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Padi
	Luas Panen (Ha)
	23.128
	23.723
	23.893
	25.143
	25.347

	
	Produksi (Ton)
	103.095
	106.505
	111.861
	118.567
	113.773

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	44,58
	44,90
	46,82
	47,16
	44,89

	Jagung
	Luas Panen (Ha)
	3.113
	3.077
	1.818
	2.176
	3.158

	
	Produksi (Ton)
	10.704
	10.838
	6.492
	7.784
	14.578

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	34,38
	35,22
	35,71
	35,77
	46,16

	Kedelai
	Luas Panen (Ha)
	339
	111
	128
	138
	511

	
	Produksi (Ton)
	410
	159
	169
	181
	633

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	12,09
	14,37
	13,18
	13,14
	12,38

	Kacang Tanah
	Luas Panen (Ha)
	843
	515
	655
	482
	459

	
	Produksi (Ton)
	1.323
	836
	1.064
	861
	884

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	15,69
	16,23
	16,24
	17,86
	19,26

	Kacang Hijau
	Luas Panen (Ha)
	264
	198
	232
	160
	160

	
	Produksi (Ton)
	221
	166
	192
	134
	113

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	8,37
	8,40
	8,29
	8,39
	8,28

	Ubi Kayu
	Luas Panen (Ha)
	600
	531
	443
	310
	361

	
	Produksi (Ton)
	9.494
	11.162
	9.131
	6.173
	7.404

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	158,23
	210,20
	206,12
	199,13
	205,09

	Ubi Jalar
	Luas Panen (Ha)
	187
	187
	197
	149
	141

	
	Produksi (Ton)
	927
	1.978
	2.126
	1.617
	1.414

	
	Produktivitas (Ku/Ha)
	49,57
	105,77
	111,25
	108,52
	100,28


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Pada Tabel di atas terlihat jelas bahwa, Luas panen palawija Tahun 2013 untuk tanaman jagung sebesar 3.158 ha, tanaman kedelai sebesar 511 ha, tanaman kacang   tanah  sebesar    459 ha,  tanaman  kacang  hijau  sebesar  160 ha,  tanaman  ubi kayu sebesar 361 ha dan tanaman ubi  jalar  sebesar 141 ha,  dengan jumlah produksi tanaman Jagung sebesar 14.578  ton, tanaman Kedelai sebesar 633 ton, tanaman Kacang Tanah 884 ton, tanaman Kacang Hijau sebesar 113 ton, tanaman Ubi Kayu sebesar 7.404  ton dan tanaman Ubi Jalar sebesar 1.414  ton
Data dari tahun 2010 hingga tahun 2013 tanaman padi dan kedelai cenderung naik baik dari luas, produksi dan produktivitas. Tanaman ubi kayu pada tahun yang sama baik luas panen, produksi dan produktivitas menurun. Sementara untuk tanaman seperti jagung, kacang tanah, kacang hijau dan ubi jalar baik luas, produksi dan produktivitas cenderung naik turun dari tahun ke tahun.
Selain kelompok tanaman bahan pangan yang dicakup dalam sajian ini tidak hanya meliputi tanaman padi dan palawija juga disajikan produksi sayur-sayuran dan buah-buahan. Kelompok tanaman sayuran yang diproduksi sebanyak 18 (delapan belas) macam yaitu; Bawang Merah, Bawang daun, Bayam, Buncis, Cabe, Kacang Merah, Kacang Panjang, Kangkung, Kentang, Ketimun, Kubis, Labu Siam, Petsai/Sawi, Terung, Tomat, Wortel, Cabe Rawit dan Kembang Kol. Data produksi tanaman sayur-sayuran pada tahun 2013 baik dari sisi luas panen, produktivitas, maupun produksinya sebagaimana pada Tabel berikut.
Tabel 2.8
Luas, Produksi dan Produtivitas Tanaman Sayuran
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Tahun
	Luas Panen (Ha)
	Produksi (Ton)
	Produktivitas (Ku/Ha)

	2009
	1.089
	8.232
	75,59

	2010
	1.100
	8.369
	76,08

	2011
	1.060
	7.666
	72,32

	2012
	1.247
	9.460
	75,86

	2013
	1.773
	9.470
	54,65


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014

Tanaman buah-buahan yang diproduksi di Kabupaten Donggala terdiri atas 20 (dua puluh) jenis meliputi; Alpukat, Belimbing, Duku/Langsat, Durian, Jambu Biji, Jeruk Keprok, Jeruk besar, Mangga, Manggis, Nangka, Nanas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Salak, Sawo, Semangka, Sirsak, Jambu Air dan Sukun. Data luas, produksi dan produktivitas tanaman buah-buahan di Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 2.9
Luas, Produksi dan Produtivitas Buah-Buahan
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Tahun
	Luas Panen (Ha)
	Produksi (Ton)
	Produktivitas (Ku/Ha)

	2013
	1.885
	27.193
	144,26

	2012
	1.698
	21.610
	127,27

	2011
	1.956
	17.593
	89,94

	2010
	1.428
	11.328
	79,33

	2009
	1.228
	9.356
	76,19


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014
b). Peternakan
Potensi Sub-Sektor peternakan di Kabupaten Donggala terdiri atas ternak besar (Kerbau, Sapi, Kuda) dan ternak kecil (Kambing dan Babi). Jumlah ternak besar berdasarkan data Tahun 2013yang terbanyak adalah sapi sebanyak  36.328 ekor, disusul ternak Kerbau sebanyak 28 ekor dan ternak jenis Kuda sebanyak 82 ekor, sementara untuk jenis ternak kecil di dominasi Kambing sebanyak 28.927 ekor, kemudian Babi ebanyak 8.071 ekor dan Domba sebanyak 222 ekor. Angka tersebut mengalami peningkatan baik untuk jenis ternak besar maupun ternak kecil kecuali kerbau jika dibanding tahun sebelumnya tahun 2012, sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.10
Populasi Ternak Besar dan Kecil
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013 (ekor)
	Jenis Ternak
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ternak Besar
	
	
	
	
	

	- Kerbau
	54
	55
	42
	43
	28

	- Sapi
	28.685
	30.422
	33.301
	35.299
	36.328

	- Kuda
	84
	85
	26
	26
	82

	Ternak Kecil
	
	
	
	
	

	- Kambing
	19.742
	22.941
	23.567
	27.713
	28.927

	- Domba
	166
	170
	181
	188
	222

	- Babi
	4.780
	5.405
	3.935
	6.469
	8.071


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Sementara untuk Populasi ternak unggas untuk jenis ayam ras pedaging, ayam ras petelur, ayam buras dan itik adalah ; ayam ras pedaging 449.500 ekor, ayam ras petelur 78.703 ekor, ayam buras 221.184 ekor, dan itik 9.051 ekor.Data perkembangan populasi unggas di Kabupaten Donggala dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.11
Jumlah Populasi Unggas Di Kabupaten Donggala
Tahun 2009-2013 (ekor)
	Tahun
	Unggas

	
	Ayam Pedaging
	Ayam Petelur
	Ayam Buras
	Itik

	2009
	135.006
	37.417
	165.374
	6.447

	2010
	140.621
	34.275
	178.174
	7.352

	2011
	34.859
	64.250
	171.857
	13.393

	2012
	140.689
	38.741
	205.747
	12.580

	2013
	449.500
	78.703
	221.184
	9.051


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Dari keempat jenis unggas tersebut pada Tabel di atas, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah unggas Broiler dimana pada tahun sebelumnya tahun 2012 hanya sebanyak 140.689 ekor menjadi449.500ekor pada tahun 2013, sama halnya dengan ayam buras dan ayam petelur terjadi peningkatan dibanding tahun sebelumnya dalam kurun waktu yang sama. Unggas itik populasinya menurun dari tahun sebelumnya.

c). Perkebunan
Perkebunan di Kabupaten Donggala termasuk Sub Sektor Pertanian yangmemiliki peranan besar terhadap pendapatan masyarakat. Jenis tanaman yang telah diusahakan oleh masyarakatKabupaten Donggala secara turun temurun adalah tanaman Kelapa, Kelapa Sawit, Kakao, Cengkah, Kopi, Lada, Jambu mete, Pala, Vanillidan Kapuk.Pada Tahun 2013 produksi perkebunan Kelapa di Kabupaten Donggala mencapai 22.258 ton. Produksi Kelapa tersebut sebagian besar terdapat di pesisir Pantai BaratKabupaten Donggala.
Sementara untuk Produksi tanaman Kakao di Kabupaten Donggala pada Tahun 2013mencapai angka sebesar 19.076 ton, capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 30,67%jika dibanding produksi tahun sebelumnya pada Tahun 2012sebesar 20.388ton. Daerah-daerah di Kabupaten Donggala sebagai penghasil utama atau penghasil Kakao terbesar adalah Kecamatan Sindue Tambusabora, Kecamatan Sojol dan Kecamatan Rio Pakava. Data lengkap Produksi Hasil Perkebunan Menurut Jenis TanamanKabupaten DonggalaTahun 2009-2013disajikan sebagaimana pada Tabel berikut;

Tabel  2.12
Produksi Hasil Perkebunan Menurut Jenis Tanaman
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenis Komoditi
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kelapa
	27.843
	47.482
	45.297
	30.058
	22.258

	Kelapa Sawit
	115
	96.580
	96.580
	82.435
	83.515

	Kakao
	22.161
	14.414
	14.134
	20.388
	19.076

	Cengkeh
	905
	830
	1.376
	1.422
	1.460

	Kopi
	330
	321
	308
	356
	258

	Lada
	119
	60
	60
	57
	78

	Jambu Mete
	91
	159
	27
	157
	161

	Pala
	1
	1
	1
	3
	5

	Vanili
	4
	8
	8
	9
	9

	Kapuk
	10
	72
	44
	44
	44


Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Sebagaimana tersaji pada Tabel di atas, hampir semua jenis tanaman perkebunan mengalami peningkatan produksi. Tanaman perkebunan Cengkeh mengalami peningkatan produksi mencapai 38 ton, dimana produksi Cengkeh pada Tahun 2012sebesar 1.422 ton meningkat menjadi 1.460 ton pada tahun 2013.Berbeda dengan TanamanKopi, mengalami penurunan produksi mencapai98 ton, dimana produksi kopi pada Tahun 2012sebesar 356 ton menurun mejadi 258 ton pada tahun 2013. Daerah penghasil Kopi terbesar di Kabupaten Donggala adalah Kecamatan Pinembani dengan total produksi sebesar 87 ton tahun 2013.
Peningkatan produksi juga terjadi pada tanaman perkebunan lainnya, Produksi Jambu Mente mengalami peningkatan secara signifikan dimana produksi pada tahun 2012 mencapai 157 tonmeningkat menjadi 161 ton pada tahun 2013. Produksi Tanaman perkebunan lainnya yang menjadi andalan Kabupaten Donggalapada tahun 2013adalahLada 78 ton, Pala sebanyak 5 ton, Vanilli 9 ton, Kapuk 44 ton, Kelapa Sawit 83.515 ton.

d). Perikanan dan Kelautan
Potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Donggala terdiri dari Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan serta kelautan berada di 14 kecamatan wilayah Pesisirsehingga untuk menyesuaikan potensi kelautan dan perikanan, pengembangan dan intensifikasi difokuskan hampir semua pesisir pantai.Sedangkan untuk potensi perikanan tangkap  merata di semua semua pesisir pantai, selain itu potensi pengembangan perikanan budidaya adalah di Kecamatan Banawah Selatan, Banawah Tengah, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Dampelas, Sojol, Pinembani dan Kecamatan Rio Pakava  merupakan pengembangan usaha perikanan budidaya air payau, perikanan budidaya air laut dan perikanan budidaya air tawar. Berkaitan dengan potensi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) berupa : unit pengolahan ikan (UPI) yang mencakup industri produk segar, pembekuan, penggaraman/pengiringan, pemindangan, pengasapan dan pengolahan yang berada di Kecamatan Banawa Selatan, Banawa Tengah, Banawa, Sindue Induk, Sindue Tombusabora, Sirenja, Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol. Selanjutnya potensi kelautan yang sangat strategis berada di Kecamatan Banawa, Balaesang, Balaesang Tanjung, Sojol dan Sojol Utara. Potensi perikanan merupakan salah satu sektor usaha untuk meningkatkan  produksi perikanan Kabupaten Donggala dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut ini.
Gambar 2.13
Jumlah Produksi Perikanan Kabupaten Donggala (Ton)
Tahun 2009 – 2013
	Tahun
	Perikanan Laut
	Perairan Umum
	Budidaya
	Jumlah

	2013
	21.323,3
	10.651
	5.857,45
	37.873,75

	2012
	17.778,52
	22,10
	1.088,27
	18.888,89

	2011
	36.115,00
	-
	1.750,72
	37.865,735

	2010
	18.128,78
	-
	561,02
	18.689,79

	2009
	14.261,42
	-
	65,96
	14.327,37


Sumber: KDA Kabupaten Donggala Tahun 2009 - 2013 (diolah kembali)

Pada tabel di atas terlihat jelas bahwa Produksi Perikanan di Kabupaten Donggalacederung menurun tajam jika disandingkan data tahun 2012 dengan data tahun 2011. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, produksi perikanan kabupaten Donggala mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013, dimana Produksinya tercatat sebesar 37.873,75 ton.Produksi perikanan tersebut terdiri atas produksi perikanan laut sebesar 21.323,3 ton, produksi perairan umum sebesar 10,651 ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 5.857,45 ton.
e). Potensi Lahan Kabupaten Donggala
e.1) Potensi Hutan dan Non Hutan
Kawasan Hutan seluas sebesar 498,980 Ha mencakup antara lain; Hutan Areal pengunaaan Lain (APL) seluas 200146 Ha (40,11%), Hutan Lindung seluas 86,558 Ha (17,35%), Hutan Produksi Tetap seluas 11.772 Ha (2,36%), Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 158.884(31,84%), Hutan Konservasi seluas 14.733 Ha (2,95%), cagar Alam /KSA seluas 23.924 Ha (4,79%), dan Tubuh Air seluas 2.963 Ha(0,59%) dari total kawasan hutan di Kabupaten Donggala.

	APL
	200.146 
	40,11

	HPK
	14.733 
	2,95

	HPT
	11.772 
	2,36

	HUTAN PRODUKSI TERBATAS
	158.884 
	31,84

	HUTAN LINDUNG
	86.558 
	17,35

	CAGAR ALAM 
	23.924 
	4,79

	TUBUH AIR
	2.963 
	0,59

	
	498.980 
	100,00


Berdasarkan SK. Menteri kehutanan nomor. 635/menhut/II/2013 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas +94,759 (sembilan puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) Ha, perubahan fungsi kawasan hutan seluas + 8.409 (Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan) Ha, dan penunjukkan bukan kaawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas +91 (sembilan puluh satu) Ha.
Kawasan Non hutan yang merupakan pewilayahan komoditas sebagai suatu kesatuan fungsional kawasan yangmempunyai karakter kegiatan budidaya komoditi pertanian tertentu yang potensial dan prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi kawasan-kawasan sentral produksi dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan budidaya komoditas unggulan. Pewilayaan komoditas di daerah ditentukan atas dasar hasil penilaian kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas unggulan, keadaan wilayah secara umum serta kondisi penggunaan lahan saat ini. Dari hasil analisis dari penggunaan lahan antara lain; Perkebunan dengan luasan sebesar 89.929Ha, Sawah dengan luas 30.887 Ha yang terdiri atas; Sawah Tadah Hujan seluas 1.011 Ha dan Tanah Ladang seluas 77.889 Ha.

e.2) Potensi Wilayah Pesisir
Potensi Wilayah pesisir merupakan bagian dari kegiatan Kelautan dengan ketersediaan keragaman potensi berupa mangrove seluas ± 1.526 ha, potensi padang lamun dengan luas ± 148 ha dan potensi terumbu karang sepanjang pantai ± 99.900 km  serta potensi  pulau – pulau kecil berjumlah 15 buah dengan panjang garis pantai 414 km yang ada pada 14 Kecatanan di wilayah pesisir.  
Dengan potensi perikanan yang meliputi; Perikanan Tangkap dengan jumlah produksi yang merupakan hasil tangkapan tahun 2013 sebesar 21.323,32 Ton/tahun atau masih sekitar 21,51 % dari potensi lestari dengan keragaan potensi SDM. Nelayan/pelaku usaha penangkapan untuk terdapat sebanyak 3.845 rumah tangga perikanan (RTP). yang terdiri Nelayan tanpa perahu 1.179 RTP. 

Nelayan perahu jukung 1.322 RTP. Nelayan Motor tempel 1.121 RTP dan Nelayan Kapal Motor/Mesin dalam223 RTP. Produksi tersebut tersebar di 14 kecamatan wilayah pesisir dengan komoditas hasil tangkapan berupa ikan  pelagis  besar, ikan  pelagis  kecil dan ikan demersal yang berada pada  laut Sulawesi, Selat Makassar dan perairan Teluk Donggala. Adapun sarana penangkapan yang digunakan  oleh nelayan antara  lain; Perahu tanpa motor, motor tempel dan kapal motor.
Potensi Perikanan Budidaya;  yang terdiri dari ; Budidaya Air Payau Seluas 3.845 hektar, Budidaya Air Laut seluas 10.364,8 hektar  yang tersebar di 6 (enam) Kecamatan Pesisir dan Budidaya perikanan Air Tawar seluas 2.186 hektar di 8 (delapan) Kecamatan.
Potensi Pengolahan dan Pemasaaran hasil Perikanan (P2HP) di Kabupaten Donggala baik usaha perikanan konsumsi dan usaha perikanan non konsumsi di 6 (enam) kecamatan dengan kegiatan konsumsi olahan seperti pembuatan usaha bakso ikan, usaha abon ikan, pengasapan ikan Roa, Rono Tapa/rono panggang dan usaha perikanan non konsumsi antara lain; usaha ikan hias dan kerang-kerangan.

e.3) Potensi Air Bawah Tanah
Air sumber banyak dimanfaatkan untuk kepentingan air minum dan irigasi atau untuk berbagai pemanfaatan yang lainnya. Pemanfaatan sumber ini harus diatur untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Donggala sendiri atau digunakan untuk masyarakat di sekitar kawasan mata air terdekat yang dapat dilayani. Untuk hal ini diperlukan pengaturan dalam bentuk kerjasama dengan proporsi yang seimbang serta dilakukan pembinaan dan pelestarian air sumber. Demikian juga untuk sumber air yang ada di beberapa Kecamatan meliputi:
a. sumber mata air di Kecamatan Banawa Tengah;
b. air terjun di Kecamatan Sindue Tobata;
c. air terjun dan Danau Talaga di KecamatanDampelas;
d. air terjun Walandano di Desa Walandano Kecamatan BalaesangTanjung;
e. air terjun Bou di Desa Bou dan air terjun Ogololo di Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol;
f. air terjun di Desa Nupa Bomba,air terjun di Desa Bale, Aiir terjun WomboKecamatan Tanantovea;
g. air terjun Desa Loli Tasiburi Kecamatan Banawa; dan
h. danau Rano di Kecamatan Balaesang Tanjung
Harus diatur komposisi antar wilayah dan pengaturan untuk kebutuhan irigasi sehingga tidak terjadi kekurangan air bagi sawah beririgasi teknis dan setengah teknis. Begitu juga dengan keberadaan sumber-sumber mata air baru agar dapat dijadikan sumber air bersih bagi Kabupaten Donggala dimasa mendatang.
Kabupaten Donggala banyak memiliki sumber kecil dan besar, serta memiliki cadangan air tanah yang cukup besar, mengingat banyak kawasan yang mampu meresapkan air. Pola ini menjadikan terdapat beberapa potensi untuk memanfaatkan air tanah diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air minum dalam bentuk air kemasan. Meskipun demikian diperlukan pengaturan bila akan mengambil potensi air bawah tanah dalam jumlah besar, karena hal ini akan sangat mempengaruhi persediaan air pada bagian bawah. Dengan demikian diperlukan kajian kemampuan cadangan air bawah tanah disertai dengan AMDAL 

jika akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi. Rencana pengembangan jaringan air baku untuk air bersih meliputi perlindungan dan konservasi daerah resapan air, perlindungan sekitar mata air serta pengoptimalan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah.

e.3.1. [bookmark: _Toc302340440]Jaringan Air Minum
Pengembangan layanan air minum bagi masyarakat sangat perlu dilakukan mengingat fungsi dari air minum tersebut yang sangat penting. Untuk memenuhi kebutuhan akan air minum, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti pipa, tandon, reservoir, dan prasarana pendukung lainnya.
Rencana pengembangan jaringan air minum meliputi jaringan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) yang memanfaatkan mata air dan sumber air bawah tanah. Jaringan air minum ke kelompok pengguna berupa jaringan perpipaan air minum Palu dan Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum yang memanfaatkan mata air di Kecamatan Banawa Tengah dan sumber air bawah tanah di seluruh Kecamatan. Upaya penanganan untuk meningkatkan layanan fasilitas air minum di Kabupaten Donggala seperti:
1. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
2. Perluasan daerah tangkapan air;
Peningkatan pelayanan dan pengelolaan air minum oleh PDAM denganpeningkatan sistem jaringan air minum hingga ke wilayah perDesaan.
Tabel 2.14
Pemanfaatan Air  di Kabupaten Donggala
[image: C:\Users\ucer\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\New Picture (39).png]
Sumber: Hasil Analisis

e.4) Potensi Mineral
[image: PDVD_282.PNG]Kawasan pertambangan di wilayah Kabupaten Donggala terdiri dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Panas Bumi, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Batuan/Galian C sebesar 650,00 Ha atau 0,12%, Wilayah Pertambangan (WP) Mineral Logam dan Batubara.
Tembaga; Terdapat di 6 titik lokasi, kesemuanya masih berupa indikasi yang ditemukan pada bongkah- bongkah batuan intrusi granodiorit, diorit dan malihan yang dipotong oleh urat kuarsa.
Timbal; Berupa indikasi mineralisasi timbal/galena, ditemukan pada singkapan maupun bongkah-bongkah batuan intrusi granit dan granodiorit yang diterobos oleh urat-urat kuarsa, di 6 titik lokasi.
Bahan Galian Non Logam; Beberapa jenis bahan galian non-logam di daerah Kabupaten Donggala antara lain adalahgranit/diorit/andesit (16 titik lokasi dengan jumlah sumberdaya 281.873,93 juta ton), sirtu / pasir (29 titik lokasi sirtu/pasir, besar sumberdaya sebanyak 1.80 juta.ton), lempung (4 titik lokasi dengan potensi sumberdaya sebesar 12,65 juta ton), batugamping (potensi sumberdaya berjumlah 695,65 juta ton), sebahagian besar potensi tersebut berada di Kecamatan Banawa yang merupakan daerah konsesi PT. Cipta Cakra Murti, pasir kuarsa, (3 titik lokasi) dengan jumlah potensi sebesar 0,05 juta ton, felsfar (4 titik lokasi) dengan jumlah potensi sumberdaya sebesar 40,81 juta ton, kaolin (terdapat pada 1 titik lokasi), sumberdaya belum diketahui dan sampai sekarang belum diusahakan, mika (2 titik lokasi), potensi sumber dayanya belum diketahui, kalsedon (1 titik lokasi), berupa indikasi pada endapan alluvial yang terdiri dari bongkah-bongkah kalsedon bersama dengan rijang, agat dan jasper, potensi sumberdaya endapan ini belum diketahui.
Batubara; Ditemukan di Desa Toaya hingga Tamarenja, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, merupakan batu bara jenis “peat” hingga “lignit brown coal” dengan ketebalan 0,15-3,0 m, penyebarannya ± 15 ha, terdapat dalam Formasi Molasa berselang seling dengan lempung dan batupasir. Hasil analisa batubara tersebut yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Kabupaten Donggala menunjukkan komposisi dari kadar air 20,79%, abu 9,68%, fix carbon 29,55%, belerang 1,26% dan nilai kalori 4130 kkal. Potensi sumberdaya batubara belum diketahui.
Energi Listrik; Energi listrik di Kabupaten Donggala pada tahun 2012 masih disuplai dari PLTD Silae Kota Palu. Jumlah pelanggan PLN didaerah ini sebanyak 39.860 pelanggan dan gardu listrik sebanyak 390 unit. Jumlah tenaga listrik yang terpakai/terjual sebanyak 31.380.510Kwh.

e.5) Potensi Pariwisata
Donggala adalah sebuah kota tua yang terletak ± 34 Km TimurLaut dari Kota Palu. Dengan arsitektur Belanda yang masih menghiasi kota, Donggala juga mempunyai banyak obyek wisata yang sangat indah dan menarik untuk dikunjungi, antara lain Pantai Tanjung Karang, Pusentasi (kolam air asin), AirTerjun Pawelua, Pulau Pasoso, dan lain-lain. Selain wisata daratan, perairan Donggala juga memiliki pemandangan bawah Laut yang sangat indah dan baik untuk lokasi penyelaman (diving) antara lain di: Runeh Bupoti, Enu, Pasi pome, Batu Suya dan Atoll Besar.
Wisatawan yang berkunjung juga dapat membeli oleh-oleh berupa Kain Tenun Donggala, dengan sentra produksinya antara lain di Desa Towale. Kain tenun Donggala atau sarung sutra Donggala merupakan salah satu hasil kerajinan tradisional Kabupaten Donggala yang sudah terkenal di seluruhNusantara. Dikatakan tenun tradisional, karena proses pembuatannya dilakukansecara tradisional dengan peralatan yang tradisional dilakukan oleh kaum perempuan di Donggala.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Bencana alam pada dasarnya adalah gejala atau proses alam yang terjadi akibat upaya alam mengembalikan keseimbangan ekosistem yang terganggu baik oleh proses alam itu sendiri ataupun akibat ulah manusia dalam memanfaatkan sumberdaya alam ini. Kawasan rawan bencana alam meliputi kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir dan kawasan rawan abrasi pantai.

a) [bookmark: _Toc302387644]Rawan Bencana Longsor
Kawasan rawan longsor di Kabupaten Donggala pada umumnya di akibatkan ketinggian sangat curam diatas 2000 mdp dan jenis tanah yang labil pada saat hujan, tersebar hampir diseluruh Kecamatan, dengan luas kawasan rawan longsor tertinggi berada di Kecamatan Sojol, Balaesang Tanjung, Sindue, Banawa Tengah, Banawa Selatan, dan Kecamatan Pinembani. Untuk kawasan yang berpotensi terkena bencana tanah longsor akibat tebing-tebing di kawasan pesisir meliputi:
· Kecamatan Sojol Utara;
· Kecamatan Sojol;
· KecamatanDampelas;
· Kecamatan Balaesang Tanjung;
· Kecamatan Sindue;
· Kecamatan Labuan;
· Kecamatan Tanantovea;
· Kecamatan Banawa; dan
· Kecamatan Pinembani;
	
b. [bookmark: _Toc302387645]Banjir
Peristiwa banjir erat kaitannya dengan musim penghujan dan pola penggunaan/pengelolaan lahan atas hinterland-nya. Selain itu terjadinya banjir ini berhubungan pula dengan siklus pasang. Beberapa daerah di pesisir Kabupaten Donggala berisiko terkena banjir. Kawasan yang merupakan daerah rawan banjir:
· Kecamatan Sojol Utara;
· Kecamatan Sojol;
· KecamatanDampelas:
· Kecamatan Balaesang;
· Kecamatan Balaesang Tanjung
· Kecamatan Sirenja;
· Kecamatan Sindue Tobata;
· Kecamatan SindueTombusabora;
· Kecamatan Sindue;
· Kecamatan Labuan;
· Kecamatan Tanantovea;
· Kecamatan Banawa;
· Kecamatan Banawa Tengah;
· Kecamatan Banawa Selatan; dan
· Kecamatan Rio Pakava.
· Kecamatan Pinembani

c. [bookmark: _Toc302387646]Abrasi Pantai
Kawasan pesisir Kabupaten Donggala termasuk rentan terhadap abrasi pantai. Hal ini diperparah oleh penebangan vegetasi mangrove yang terus berlangsung, di samping faktor aksi Laut. Pantai yang terabrasi secara indikatif ditemui pada sepanjang pantai di Kabupaten ini, pada beberapa tempat mengancam jaringan jalan yang dibangun menyusur pantai. Lokasi yang sering terjadi abrasi meliputi:
· Kecamatan Banawa;
· Kecamatan Banawa Tengah;
· Kecamatan Banawa Selatan;
· Kecamatan Tanantovea;
· Kecamatan Labuan;
· Kecamatan Sindue;
· Kecamatan Sindue Tobata; 
· Kecamatan Sindue Tombusabora;
· Kecamatan Sirenja;
· Kecamatan Balaesang; 
· Kecamatan Balaesang Tanjung;
· KecamatanDampelas;
· Kecamatan Sojol; dan
· Kecamatan Sojol Utara

d. [bookmark: _Toc302387647]Erosi
Erosi yang umum berlangsung berupa erosi anthropic yang berasal dari lahan sekitar yang terangkut aliran air maupun tenaga eksogen lainnya. Gejala yang terlihat antara lain adalah adanya lidah pasir yang terbentuk di kebanyakan muara sungai disamping itu terjadi pendangkalan. Hal ini terdapat pada hampir semua muara sungai di Kabupaten Donggala. Selain itu, pada beberapa tempat yang berhadapan langsung dengan Laut bebas Selat Makassar dapat terjadi erosi tebing. Lokasi yang mendapatkan permasalahan ini meliputi Desa Alindau Kecamatan Sindue Tobata. Erosi berupa material pasir dan batu-batuan pada sungai musiman yang berpotensi meluas dan mengancam kawasan permukiman saat curah hujan tinggi di Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah.

e) Kejadian Bencana 
Tercatat pernah terjadi gempa tektonik di kawasan Teluk Tambu Kecamatan Balaesang sehingga menimbulkan gelombang tsunami yang menghantam Desa-Desa di kawasan pesisir Teluk Balaesang dan Teluk Dampelas. Kawasan yang mengalami kerusakan paling besar dan menimbulkan korban jiwa terbanyak berada di Desa Labean Kecamatan Balaesang yang merupakan wilayah yang paling dekat dengan episentrum gempa. 
Di Kecamatan Dampelas, tsunami hanya menerpa lahan perkebunan kelapa yang berada di Desa Kambayang dimana puluhan Ha kebun kelapa mati akibat kontaminasi air asin dan menyebabkan pindahnya jalur jalan trans Sulawesi bagian barat. Kawasan rawan bencana gempa dan tsunami secara keseluruhan seluas kurang lebih 6.371 ha. Daerah yang mempunyai potensi rawan bencana gempa dan tsunami meliputi: 
· Kecamatan Banawa;
· Kecamatan Banawa Tengah;
· Kecamatan Tanantovea;
· Kecamatan Sindue;
· Kecamatan Sindue Tobata; 
· Kecamatan Sindue Tombusabora;
· Kecamatan Sirenja;
· Kecamatan Balaesang; 
· Kecamatan Balaesang Tanjung;
· KecamatanDampelas;
· Kecamatan Sojol; dan
· Kecamatan Sojol Utara.

2.1.4. Aspek Demografis
Pendudukmerupakan faktor yang sangat dominan dalam pembangunan,, berperan sebagai pelaksana tetapi juga menjadi sasaran pembangunan itu sendiri. Untuk menunjang keberhasilan pembanguan nasional, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk tetapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang sangat besar akan menjadi beban pembangunan jika berkualitas rendah, apalagi distribusi geografis tidak merata dan komposisinya secara sosial dan budaya sangat beragam.
Istilah kependudukan (population) dihubungkan dengan hal-hal yang menyangkut perubahan-perubahan dalam struktur kependudukan, yang meliputi pertumbuhan penduduk, jumlah penduduk, komposisi, dan persebaran penduduk. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), perkawinan, perpindahan penduduk (migration) dan mobilitas sosial.
Masalah yang ditimbulkan akibat banyaknya jumlah penduduk tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok yang semakin besar, yaitu pangan, sandang dan papan, tetapi juga masalah dalam hal pemenuhan fasilitas kehidupan yang layak. Kemajuan zaman membuat tuntutan konsumsi semakin besar, dan tuntutan pemenuhannya pun semakin besar pula. Jika barang pemenuhan kebutuhan terbatas, akan terjadi persaingan untuk mendapatkannya. Akibatnya penduduk yang kemampuannya terbatas, terpaksa tidak mendapatkannya.
Hal yang demikian juga terjadi dalam penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang “kalah” dalam persaingan akan menjadi pengangguran dan tentunya menyusul rentetan dampak di bidang ekonomi dan sosial lainnya. Penduduk yang tidak bekerja akan menjadi miskin karena tidak mampu menopang kehidupannya. Akibatnya muncullah pemukiman-pemukiman kumuh, gangguan keamanan, kriminalitas meningkat, dan masalah sosial lainnya.
a). Jumlah dan Rasio Penduduk
Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tiga komponen pokok yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migration). Pertumbuhan alami akan meningkat apabila kelahiran lebih besar daripada kematian dan atau migrasi masuk (in migration) lebih besar daripada migrasi keluar (out migration).
Pemantauan laju pertumbuhan penduduk sangat penting sebagai penentu kebijakan di bidang kependudukan, yaitu untuk mengendalikan jumlah penduduk. Penduduk yang besar sebenarnya menjadi modal pembangunan yang potensial apabila kualitasnya baik. Namun, jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak diimbangi dengan tingkat produktifitas yang tinggi akan menimbulkan dampak yang kompleks di segala bidang.Data tren pertumbuhan penduduk Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 tersaji pada Tabel berikut.
Tabel 2.15
TrenJumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Kecamatan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Rio Pakava
	21.508
	22.153
	22.593
	22.702
	23.005

	Pinembani
	5.788
	5.978
	6.037
	6.066
	6.147

	Banawa
	31.810
	32.242
	32.564
	32.721
	33.158

	Banawa Selatan
	23.230
	23.844
	24.079
	24.195
	24.518

	Banawa Tengah
	9.988
	10.143
	10.244
	10.293
	10.429

	Labuan
	13.192
	13.413
	13.546
	13.611
	13.792

	Tanantovea
	15.053
	15.289
	15.441
	15.516
	15.725

	Sindue
	18.218
	18.565
	18.751
	18.842
	19.095

	Sindue Tombusabura
	11.236
	11.400
	11.512
	11.565
	11.712

	Sindue Tobata
	8.714
	8.837
	8.924
	8.967
	9.087

	Sirenja
	20.112
	20.348
	20.551
	20.650
	20.925

	Balaesang
	22.607
	22.957
	23.185
	23.297
	23.609

	Balaesang Tanjung
	10.266
	10.424
	10.526
	10.577
	10.719

	Dampelas
	28.787
	29.143
	29.431
	29.573
	29.968

	Sojol
	25.218
	25.598
	25.852
	25.977
	26.325

	Sojol Utara
	9.302
	9.422
	9.516
	9.561
	9.686

	Jumlah
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900


Sumber:Donggala Dalam Angka Tahun 2009-2014

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Donggaladari tahun 2009hingga tahun 2013terus memperlihatkan peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Donggalapada Tahun 2013 adalah sebesar 287.900 jiwa. Jumlah penduduk terbesar Tahun 2013adalah Kecamatan Banawa dengan jumlah penduduk sebanyak 33.158 jiwa dan Kecamatan yang terendah jumlah penduduknya adalah Kecamatan Pinembani sebanyak  6.147 jiwa.



b). Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Indikator yang digunakan untuk mengetahui komposisi penduduk menurut jenis kelamin adalah rasio jenis kelamin (sex ratio), yaitu perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin besar penduduk perempuan, potensi fertilitasnya semakin tinggi. Meskipun tinggi rendahnya fertilitas dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan karakteristik demografi.
Tabel 2.16
Jumlah dan Rasio Penduduk Kabupaten Donggala
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk
	Rasio Jenis Kelamin

	
	Laki-Laki
	Perempuan
	Jumlah
	

	Rio Pakava
	12.095
	10.910
	23.005
	111

	Pinembani
	3.169
	2.978
	6.147
	106

	Banawa
	16.932
	16.226
	33.158
	104

	Banawa Selatan
	12.686
	11.832
	24.518
	107

	Banawa Tengah
	5.407
	5.022
	10.429
	108

	Labuan
	7.147
	6.645
	13.792
	108

	Tanantovea
	7.971
	7.754
	15.725
	103

	Sindue
	9.659
	9.436
	19095
	102

	Sindue Tombusabora
	6.016
	5.696
	11.712
	106

	Sindue Tobata
	4.694
	4.393
	9.087
	107

	Sirenja
	10.632
	10.293
	20.925
	103

	Balaesang
	12.013
	11.596
	23.609
	104

	Balaesang Tanjung
	5.503
	5.216
	10.719
	105

	Dampelas
	15.366
	14.602
	29.968
	105

	Sojol
	13.510
	12.815
	26.325
	105

	Sojol Utara
	4.956
	4.730
	9.686
	105

	Jumlah
	147.753
	140.147
	287900
	105


Sumber:Donggala Dalam Angka Tahun 2013

Jika dilihat dari rasio jenis kelamin pada Tabel di atas, terlihat bahwa; jumlah penduduk Kabupaten Donggalapada tahun 2013 sebesar 287.900 jiwa terdiri atas 147.753 jiwa penduduk laki-laki dan 140.147 jiwa penduduk perempuan dengan Rasio jenis kelamin di sebesar 105. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Donggalasetiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki atau jumlah penduduk perempuan relatif lebih kecil daripada penduduk laki-laki. Pada tingkat Kecamatan Rio Pakava mempunyai rasio jenis kelamin tertinggi, yaitu 111% dan yang terendah rasionya adalah Kecamatan Sindue dengan rasio sebesar 102.

c). Tingkat Kepadatan Penduduk
Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumber daya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup berbagai aspek antara lainpersebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah.
Tabel 2.17
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Donggala
Menurut Kecamatan Tahun 2013
	No.
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk (Org)
	Luas Wilayah
(Km2)
	Kepadatan Penduduk
(Org/Km2)

	1.
	Rio Pakava
	23.005
	872,16
	26

	2.
	Pinembani
	6.147
	402,61
	15

	3.
	Banawa
	33.158
	99,04
	330

	4.
	Banawa Selatan
	24.518
	430,67
	56

	5.
	Banawa Tengah
	10.429
	74,64
	138

	6.
	Labuan
	13.792
	126,01
	108

	7.
	Tanantovea
	15.725
	302,64
	51

	8.
	Sindue
	19.095
	177,19
	106

	9.
	Sindue Tombusabura
	11.712
	211,55
	55

	10.
	Sindue Tobata
	9.087
	211,92
	42

	11.
	Sirenja
	20.925
	286,94
	72

	12.
	Balaesang
	23.609
	314,23
	74

	13.
	Balaesang Tanjung
	10.719
	188,85
	56

	14.
	Dampelas
	29.968
	732,76
	40

	15.
	Sojol
	26.325
	705,41
	37

	16.
	Sojol Utara
	9.686
	139,07
	69

	Kabupaten Donggala
	287.900
	5.275,69
	54


Sumber:Kabupaten Donggaladalam Angka 2013

Kepadatan Penduduk seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka tingkat kepadatan penduduk juga mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kabupaten Donggala sebanyak 287.900 jiwa dengan luas Kabupaten Donggala seluas 5.275,69 km². Dengan demikian kepadatan penduduk Kabupaten Donggala pada akhir tahun 2013 tercatat 54 jiwa/km². Kecamatan Banawa sebagai ibukota Kabupaten memiliki kepadatan penduduk tertinggi yaitu 330 jiwa/km² dan yang terendah tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pinembani sebesar 15 jiwa/km².

d). Komposisi Umur Penduduk
Komposisi atau struktur umur penduduk Kabupaten Donggala selama tahun 2013 hampir 67,89% berada pada kelompok umur 0-34 tahun, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Donggaladi dominasi kelompok penduduk usia muda.Penduduk yang didominasi oleh kelompok usia muda mengakibatkan besarnya kebutuhan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Daerah yang penduduknya lebih banyak yang berusia muda, berarti proporsi penduduk usia   produktifnya  relatif  kecil.  Hal ini akan berpengaruh secara ekonomis pada

 pendapatan yang dihasilkan. Sebaliknya, daerah yang usia produktifnya relatif besar dapat meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang memadai dan berupaya semaksimal mungkin meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang ada. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, diharapkan adanya kebijakan-kebijakan di bidang kependudukan akan lebih tepat sasaran.Tabel berikut akan disajikan jumlah penduduk menurut kelompok umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Donggala tahun 2013.
Tabel 2.18
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Donggala Tahun 2011-2013 (Orang)
	Kelompok Umur
	Jenis Kelamin
	Tahun

	
	Laki-laki
	Perempuan
	2011
	2012
	2013

	0-4
	17.473
	16.619
	33.482
	33.643
	34.092

	5-9
	19.123
	17.943
	36.406
	36.579
	37.067

	10-14
	16.393
	15.451
	31.286
	31.424
	31.843

	15-19
	12.694
	11.943
	24.190
	24.313
	24.637

	20-24
	10.776
	10.455
	20.845
	20.951
	21.230

	25-29
	11.529
	11.887
	22.990
	23.107
	23.415

	30-34
	11.780
	11.401
	22.765
	22.876
	23.181

	35-39
	11.329
	10.876
	21.805
	21.914
	22.205

	40-44
	9.863
	8.867
	18.394
	18.483
	18.729

	45-49
	7.474
	7.058
	14.271
	14.341
	14.532

	50-54
	6.180
	5.669
	11.639
	11.693
	11.849

	55-59
	4.439
	3.686
	7.981
	8.018
	8.125

	60-64
	3.414
	3.107
	6.406
	6.436
	6.521

	65-69
	2.337
	2.105
	4.364
	4.384
	4.441

	70-74
	1.496
	1.486
	2.930
	2.941
	2.981

	75+
	1.454
	1.596
	2.998
	3.011
	3.050

	Jumlah
	147.753
	140.147
	282.752
	284.114
	287.900


Sumber:Kabupaten Donggaladalam Angka 2011-2013 (diolah Kembali)

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan pada tahun 2013 yaitu sebesar 39,41%artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 39 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun ke atas.

e. Jumlah Penduduk Kabupaten Donggala berdasarkan Agama
Keberagaman agama yang dianut penduduk di kabupaten Donggala Adapun komposisi jumlah penduduk kabupaten Donggala berdasarkan  Agama tahun 2013 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut;




Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kabupaten Donggala Tahun 2013
	Kecamatan
	Jumlah Penduduk

	
	Islam
	Kristen Protestan
	Kristen Katolik
	Hindu
	Budha

	Rio Pakava
	13.147
	4.357
	301
	5.199
	

	Pinembani
	17
	6.130
	
	
	

	Banawa
	31.062
	1.595
	401
	
	103

	Banawa Selatan
	23.000
	1.380
	
	137
	

	Banawa Tengah
	9.791
	509
	130
	
	

	Labuan
	13.764
	28
	
	
	

	Tanantovea
	15.698
	27
	
	
	

	Sindue
	18.679
	361
	55
	
	

	Sindue Tombusabura
	11.446
	228
	36
	
	

	Sindue Tobata
	8.878
	180
	29
	
	

	Sirenja
	20.483
	312
	130
	
	

	Balaesang
	20.514
	3.036
	59
	
	

	Balaesang Tanjung
	9.304
	1.384
	31
	
	

	Dampelas
	24.436
	1.346
	396
	3.791
	

	Sojol
	24.653
	490
	11
	1.169
	

	Sojol Utara
	9.491
	188
	7
	
	

	Jumlah
	254.365
	21.549
	1.586
	10.296
	103


Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka 2013 (diolah Kembali)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah; Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB perkapita dan tingkat inflasi.

a). Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan Indikator Makro ekonomi jangka panjang sehingga ditekankan pada prosesnya pencapaiannya, tidak sekedar pada output (nilai pertumbuhan itu sendiri). Tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh sumber-sumber yang dimiliki daerah antara lain, peranan modal (investasi).Laju perkembangan ekonomi secara nasional dan regional selalu mengalami perubahan sebagai akibat terjadinya peningkatan skala ekonomi, teknologi serta kemampuan SDM sebagai salah satu faktor produksi.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala yang dicapai selama Tahun 2013 tumbuh sebesar 9,04% (angka sangat sementara) lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012yang mencapai 8,95 %dan pada tahun 2013 tumbuh menjadi 9,04%. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Donggala Tahun 2013Atas Dasar Harga Konsttan sebesar 2.198.967 juta rupiah. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang nilainya sebesar 2.016.656 juta rupiah Tahun 2012.Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggala, dalam kurun waktu 2008-2013 disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 2.20
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Donggala
Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun 2008-2013
	Lapangan Usaha
	Tahun
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	1. Pertanian
	5,33
	7,19
	9,74
	10,65
	14,22
	13,18

	2. Penggalian
	9,41
	11,41
	61,79
	28,18
	31,75
	26,23

	3. Industri Pengolahan
	6,41
	7,66
	4,97
	14,18
	10,40
	11,72

	4. Listrik dan Air Bersih
	3,45
	10,40
	18,74
	7,02
	11,53
	10,62

	5. Bangunan
	6,43
	8,77
	37,98
	22,05
	19,54
	20,19

	6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
	7,53
	7,40
	13,21
	17,66
	15,83
	15,30

	7. Angkutan dan Komunikasi
	11,39
	8,79
	20,09
	18,48
	15,93
	17,87

	8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	14,11
	8,48
	21,05
	14,05
	10,14
	13,26

	9. Jasa-jasa
	13,97
	8,69
	23,17
	16,78
	17,70
	21,79

	Donggala
	7,87
	7,92
	7,60
	8,81
	8,95
	9,04

	Sulawesi Tengah
	7,78
	7,71
	8,75
	9,16
	9,27
	11,03

	Nasional
	6,10
	4,70
	6,20
	6,46
	6,23
	5,92


Sumber:	PDRB Kabupaten Donggala,tahun 2008-2014 (diolah kembali)

Laju pertumbuhan PDRB riil Tahun 2011 mencapai 8,81%. Sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 8,95% kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 9,04. Kondisi ini disebabkan beberapa sektor mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, utamanya sektor primer dan tersier. Sektor ekonomi mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2013 dengan pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 4,09%. Sektor yang mengalami pertumbuhan terbesar kedua adalah sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan yaitu sebesar 3,02%, kemudian disusul sektor Angkutan dan komunikasi dengan nilai sebesar 1,94%. Sedangkan yang mengalami pertumbuhan terendah Tahun 2013 adalah sektor Industri Pengolahan yakni sebesar 1,32% dan bangunan sebesar 1,90%.
Peningkatan sektor bangunan dipicu oleh pertumbuhan bangunan khususnya pembangunan milik pemerintah seperti; penambahan luas dermaga 3 (tiga) pelabuhan yakni Pelabuhan Ogoamas, Pelabuhan Wani dan Pelabuhan Donggala. Begitu pula halnya dengan pertumbuhan sektor Penggalian, dimana kapasitas produksiGalian C (26 perusahaan galian C) mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini memicu pertumbuhan sektor Penggalian.
Bila sektor ekonomi dibagi dalam tiga sektor yaitu sektor primer (pertanian), sektor sekunder (penggalian, industri pengolahan, listrik dan air bersih, serta sektor bangunan), dan sektor tersier (perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa), maka ketiga sektor tersebut Tahun 2013 mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya dimana pertumbuhan terbesar terjadi pada sektor Sekunder sebesar 13,88%, disusul sektor Tersier sebesar 10,22% dan terakhir sektor primer yang hanya mencapai pertumbuhan sebesar 5,23%
Peningkatan nilai tambah sektoral ditentukan oleh perkembangan masing-masing sub sektor, yang berasal dari komoditi-komoditi yang termasuk dalam klasifikasi sektor tersebut. Sebagai contoh, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi hasil hutan serta padi dan hotikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya (multiplier effect). Semakin beragamnya produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan.
Demikian juga pembangunan infrastruktur dapat menjadi sumber pertumbuhan pada sektor lainnya. Peningkatan nilai tambah pada sektor barang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi peningkatan pada sektor jasa. Perkembangan yang pesat pada Sub Sektor Komunikasi ditambah dengan bertambahnya output pada sektor-sektor lainnya menyebabkan pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dancukup tinggi. Pengeluaran pemerintah pun memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan yang tinggi pada Sektor Jasa-jasa melalui Sub Sektor Pemerintahan Umum.
Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Donggala hingga tahun 2013 sebesar 9,04% berada di bawah pertumbuhan PDRB provinsi Sulawesi Tengah yaitu 11,03% pada tahun yang sama. Namun, jika dibanding dengan PDRB Nasional capaian Kabupaten Donggala berada di atas Nasional yang hanya sebesar 5,92% pada tahun 2013.

b). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah. Semakin besar kemampuan suatu daerah menghasilkan barang dan jasa, secara agregat semakin besar pula kemampuan ekonomi di wilayah tersebut. Kemampuan ekonomi sangat penting dalam menopang pembangunan karena sumber daya ekonomi itulah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Walaupun prestasi pembangunan bisa juga dilihat dari pendekatan non ekonomi, namun tolok ukur dari sisi pendapatan tetap saja relevan dan paling lazim diterapkan.
Angka PDRB secara keseluruhan menunjukkan kemampuan suatu wilayah dalam memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan perekonomian. Tinggi rendahnya kemajuan daerah yang diukur dengan nilai PDRB diyakini akan memberikan peluang ekonomi yang akhirnya menumbuhkan berbagai kondisi sektoral yang diperlukan sehingga distribusi pendapatan sektoral di daerah tersebut mencerminkan struktur ekonominya. Pemerintah dan investor menggunakan struktur ekonomi wilayah untuk menentukan prioritas pembangunan sektoral dan memantau perkembangannya dengan melihat pergeseran struktur ekonomi dari tahun ke tahun.
Tabel 2.21
Nilai AbsolutSektor PDRB ADH Berlaku
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013 (Jutaan Rupiah)
	Lapangan Usaha
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Pertanian
	1.254.783
	1.405.947
	1.542.817
	1.707.062
	1.949.739
	2.206.682

	Penggalian
	97.899
	119.602
	193.501
	248.030
	326.779
	412.493

	Industri Pengolahan
	129.488
	151.464
	158.992
	181.542
	200.421
	223.918

	Listrik dan Air Bersih
	7.641
	9.252
	10.986
	11.757
	13.112
	14.505

	Bangunan
	186.986
	217.690
	300.358
	366.599
	438.250
	526.750

	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	387.704
	437.934
	495.805
	583.352
	675.681
	779.083

	Angkutan dan Komunikasi
	180.713
	210.732
	253.067
	299.837
	347.590
	409.699

	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	59.553
	69.298
	83.888
	95.678
	105.379
	119.349

	Jasa-jasa
	494.121
	577.113
	710.857
	830.109
	977.047
	1.189.977

	PDRB
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456


Sumber:	PDRB Kabupaten Donggala, 2008-2014

PDRB Kabupaten Donggalatahun 2012 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 5.033.999juta rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yang hanya sebesar 4.323.966juta rupiah. Dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 5.882.456 juta rupiah.  
PDRB Perkapita Kabupaten Donggala juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 PDRB perkapita ADH berlaku mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2012 PDRB perkapita Kabupaten Donggala sebesar Rp. 17.676.000,- maka pada tahun 2013 menjadi Rp. 20.432.000,- atau meningkat sebesar 15,60%.Dengan demikian secara umum PDRB Kabupaten Donggalatahun 2013 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun konstan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sebagaimana tersaji pada Tabel berikut;
Tabel 2.22
Nilai Absolut Sektor PDRB ADH Konstan
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013 (Jutaan Rupiah)
	Lapangan Usaha
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Pertanian
	631.490
	676.904
	686.989
	718.042
	772.007
	829.651

	Penggalian
	57.412
	63.965
	75.075
	83.697
	98.217
	109.072

	Industri Pengolahan
	73.324
	78.935
	77.420
	83.373
	87.084
	91.853

	Listrik dan Air Bersih
	3.776
	4.169
	4.643
	5.036
	5.436
	5.844

	Bangunan
	108.292
	117.792
	142.249
	161.549
	178.552
	195.911

	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	218.568
	234.739
	255.374
	288.720
	316.545
	343.178

	Angkutan dan Komunikasi
	101.646
	110.581
	126.088
	143.517
	156.048
	169.092

	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	26.243
	28.470
	31.690
	35.412
	37.423
	40.156

	Jasa-jasa
	244.133
	265.359
	301.600
	331.729
	365.343
	414.211

	Total PDRB
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967


Sumber:PDRB Kabupaten Donggala, 2008-2014
Sebagaimana pada Tabel di atas terlihat bahwa, peningkatanyang signifikan juga terjadi pada Produk Domestik Regional Bruto riil ADH Konstan yang mencapai 2.198.967 juta rupiah pada tahun 2013 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2.016.656 juta rupiah pada tahun 2013. Dengan demikian secara umum PDRB Kabupaten Donggala tahun 2012 baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun konstan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

c). Kontribusi Sektor PDRB
Peningkatan nilai tambah sektoral ditentukan oleh perkembangan masing-masing sub sektor, yang berasal dari komoditi-komoditi yang termasuk dalam klasifikasi sektor tersebut. Sebagai contoh, pertumbuhan Sektor Pertanian bersumber dari peningkatan produksi hasil hutan serta padi dan hotikultura. Peningkatan salah satu sektor ekonomi juga memberikan daya dorong pergerakan ekonomi pada sektor yang lainnya yang disebut sebagai multiplier effect. Semakin beragamnya produk hasil industri terutama industri makanan menjadi pendorong pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan. Demikian juga pembangunan infrastruktur dapat menjadi sumber pertumbuhan pada sektor lainnya. Peningkatan nilai tambah pada sektor barang secara langsung dan tidak langsung memengaruhi peningkatan pada sektor jasa. Perkembangan yang pesat pada Sub Sektor Komunikasi ditambah dengan bertambahnya output pada sektor-sektor lainnya menyebabkan pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel danRestoran sangat tinggi. Pengeluaran pemerintah pun memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan yang tinggi pada Sektor Jasa-jasa melalui Sub Sektor Pemerintahan Umum.
Nilai tambah terbesar berasal dari Sektor Pertanian. Hal ini sesuai dengan mata pencaharian utama penduduk yang masih mengidolakan sektor primer ini menjadi tulang punggung ekonomi. Sub sektor yang dominan dalam sektor ini adalah Subsektor Tanaman Bahan Makanan dengan komoditas unggulan padi dan palawija, dengan distribusi Persentase yang lebih tinggi terhadap total nilai tambah bruto dibandingkan dengan Sub Sektor Perkebunan dengan komoditas unggulan kakao, kelapa dan cengkeh. Pada tahun ini distribusi Persentase Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan meningkat, sementara Sub Sektor Perkebunan mengalami penurunan. Walaupun produktivitas padi menurun tajam pada tahun 2012, hal ini diimbangi dengan peningkatan luas lahan padi dan penurunan produksi hasil perkebunan tanaman kakao, kelapa dan cengkeh. Sub Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebagai dampak kenaikan produksi pada sektor unggulan juga memberikan sumbangan yang berharga dalam struktur ekonomi Kabupaten Donggala. Dengan peningkatan pada sektor barang, maka sektor jasa pun juga semakin meningkat.Data perkembangandistribusi PDRBsetiap sector usaha Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.23
 Persentase Kontribusi Sektor PDRB ADH Berlaku
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013 (%)
	Lapangan Usaha
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Pertanian
	44,83
	43,95
	41,14
	39,48
	38,73
	37,51

	Penggalian
	3,5
	3,74
	5,16
	5,74
	6,49
	7,01

	Industri Pengolahan
	4,63
	4,73
	4,24
	4,20
	3,98
	3,81

	Listrik dan Air Bersih
	0,27
	0,29
	0,29
	0,27
	0,26
	0,25

	Bangunan
	6,68
	6,80
	8,01
	8,48
	8,71
	8,95

	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	13,85
	13,69
	13,22
	13,49
	13,42
	13,24

	Angkutan dan Komunikasi
	6,46
	6,59
	6,75
	6,93
	6,90
	6,96

	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	2,13
	2,17
	2,24
	2,21
	2,09
	2,03

	Jasa-jasa
	17,65
	18,04
	18,95
	19,20
	19,41
	20,23

	Jumlah
	100.00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber:PDRB Kabupaten Donggala, 2008-2014

Peranan sektoral yang paling besar dalam PDRB Kabupaten Donggala berasal dari sektor pertanian yang mencapai hampir separuh dari keseluruhan PDRB, yaitu sebesar 37,51%. Peranan terbesar urutan kedua pada sektor jasa-jasa yaitu sebesar 20,23%. Sedangkan peranan terbesar ketiga pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran, yang mencapai 13,24% dan sektor bangunan sebesar 8,95% dengan urutan keempat.
Sekalipun peranan lima sektor yang lain tidak terlalu besar, yaitu kurang lebih dari 7% pada masing-masing sektor, tetapi tidak dapat diabaikan. Misalnya sektor angkutan dan komunikasi masih cukup besar peranannya 6,96%, serta sektor Penggalian sebesar 7,01%. Sedangkan sektor-sektor yang lain peranannya di bawah 5% saja. Rincian lengkapnya adalah sebagai berikut; sektor industri pengolahan 3,81%; sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 2,03%; serta sektor listrik dan air bersih sebesar 0,25%.
Ada hal yang menarik dari Tabel di atas, dimana dari Tahun 2008-2013 kontribusi sektor pertanian memiliki kecenderungan menurun setiap tahunnya. Sementara itu untuk sektor jasa-jasa kontribusinya terhadap total PDRB dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan meningkat. Berarti sedikit demi sedikit telah terjadi pergeseran struktur ekonomi yang cukup berarti di Kabupaten Donggala, dari struktur ekonomi peDesaan (pertanian) ke struktur ekonomi khas daerah perkotaan, yaitu sektor jasa-jasa.Sementara data perkembangan distribusi setiap sector usaha terhadap PDRB atas dasar konstan Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 secara detail dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 2.24
 Persentase Kontribusi Sektor PDRB ADH Konstan
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013 (%)
	Lapangan Usaha
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Pertanian
	43,11
	42,82
	40,38
	38,79
	38,28
	37,73

	Penggalian
	3,92
	4,05
	4,41
	4,52
	4,87
	4,96

	Industri Pengolahan
	5,01
	4,99
	4,55
	4,50
	4,32
	4,18

	Listrik dan Air Bersih
	0,26
	0,26
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	Bangunan
	7,39
	7,45
	8,36
	8,73
	8,85
	8,91

	Perdagangan, Hotel dan Restoran
	14,92
	14,85
	15,01
	15,60
	15,70
	15,61

	Angkutan dan Komunikasi
	6,94
	6,99
	7,41
	7,75
	7,74
	7,69

	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
	1,79
	1,80
	1,86
	1,91
	1,86
	1,83

	Jasa-jasa
	16,67
	16,79
	17,73
	17,92
	18,12
	18,84

	Jumlah
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber:PDRB Kabupaten Donggala, 2008-2014

Dari data yang disajikan pada Tabel di atas terlihat bahwa, jika kontribusi dibagi dalam tiga sektor, sektor tersier mempunyai peranan yang paling besar dibanding sektor lain. Pada Tahun 2013, sektor ini peranannya mencapai 42,85%. Dimana selama ini sektor primer selalu mempunyai peranan yang terbesar dalam urutan tiga sektor ekonomi tersebut. Pada tahun 2013 sektor primer mempunyai peranan sebesar 36,45% disusul oleh sektor sekunder sebesar 20,70%.
Berdasarkan lima sektor ekonomi, diperoleh bahwa sektor produk dari alam (sektor pertanian dan sektor penggalian) ternyata masih memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2013, sama dengan tahun-tahun sebelumnya walaupun Persentasenya cenderung mengecil yaitu sebesar 48,33% pada tahun 2008 menjadi 43,48% pada tahun 2013. Pada urutan kedua, produk Perantara (sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor Angkutan dan Komunikasi) mempunyai peranan sebesar 23,30% dan produk muara (jasa-jasa) mempunyai sumbangan sebesar 18,84%, terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Donggala Tahun 2013. Sementara sumbangan yang diberikan produk Pengolahan (sektor Industri Pengolahan, Listrik dan Air Bersih serta Bangunan) dan produk pendorong (sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan) terhadap PDRB masing-masing sebesar 13,36% dan 1,83%.

d). PDRB per Kapita
Penduduk merupakan subyek dan obyek pembangunan yang paling penting, karena untuk itulah pembangunan dilaksanakan. Penghitungan PDRB yang melibatkan adanya penduduk di dalamnya disebut PDRB perkapita, sebab dihitung dengan membagi nilai PDRB total dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun, dengan harapan dapat mewakili jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan.
PDRB perkapita digunakan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan penduduk. Walaupun angka ini menunjukkan ukuran secara agregat, namun sampai sekarang masih dianggap sebagai ukuran yang cukup relevan. Berikut ini disajikan data PDRB Perkapita penduduk Kabupaten Donggala terus meningkat dari tahun ke tahun, baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 tahun 2008-2013 sebagaimana berikut.
Tabel 2.25
Nilai dan Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita 
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	PDRB Perkapita
	Tahun
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	ADH Berlaku (Rp)
	10.393.117
	11.728.095
	13.461.823
	15.344.000
	17.676.000
	20.432.000

	Pertumbuhan (%)
	18,54
	12,10
	15.71
	13.99
	15.19
	15.60

	ADH Konstan (Rp)
	5.439.558
	5.749.715
	6.106.592
	6.569.375
	7.081.000
	7.638.000

	Pertumbuhan (%)
	5,01
	5,69
	6,21
	7,58
	7,80
	7,87


Sumber:PDRB Kabupaten Donggala,tahun 2008-2014(diolah kembali)

Dari tabel di atas, terlihat PDRB perkapita tahun 2013 atas dasar harga berlaku meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. dimana pada tahun 2012, PDRB perkapita Kabupaten Donggala masih sebesar Rp.17.676.000, maka pada tahun 2013 menjadi Rp. 20.432.000 atau meningkat sebesar 15,60%. jika dihitung Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000, nilai ini pun meningkat sebesar 7,80, yaitu dari Rp. 7.081.000  pada tahun 2012 menjadi Rp. 7.081.000 pada tahun 2013.Dibawah ini akan disajikan data peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Donggala sebagai berikut;
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Sumber:PDRB Kabupaten Donggala,tahun 2008-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.3
Persentase Peningkatan Pendapatan Perkapita 
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Sebagaimana tersaji pada gambar di atas, PDRB perkapita Atas Dasar Harga BerlakuKabupaten Donggala terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2013, PDRB perkapita Kabupaten Donggalasebesar 20,43 juta rupiah, capaian tersebut peningkatan sebesar 2,76 juta rupiah jika dibanding capaian PDRB perkapita Kabupaten pada tahun sebelumnya hanya sebesar 17,67 juta rupiah.

e). Tingkat lnflasi
Pengumpulan data IHK di Kabupaten Donggala mencakup perkembangan harga322 jenis komoditas barang dan jasa, dan setiap jenis komoditas barang dan jasa dipantau2 atau 3 kualitas/merk yang merupakan spesifikasi dari komoditas tersebut. Pengumpulandata dilakukan di pasar Ibukota Kabupaten Donggala dengan frekuensi yang harian sesuaidengan sifat dan fluktuasi harga masing-masing barang dan jasa yang dicakup. Pencatatanharga bahan pokok dan bahan strategis lainnya yang perubahannya relatif cepat dilakukansetiap minggu, sedangkan pencatatan komoditas lainnya yang perubahan harganya relativelebih lambat dilakukan dalam periode dua mingguan atau bulanan.Di Kabupaten Donggalasendiri pencacahan dilakukan di pasar Banawa. Data berikut disajikan perkembangan inflasi Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan Nasional sebagaimana berikut;
Tabel 2.26
Tingkat Inflasi Kabupaten Donggala, Provinsi dan Nasional
Tahun 2008-2013 (%)
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	10,91
	6,05
	6,41
	3,52
	4,50
	6.88

	Sulawesi Tengah
	10,40
	5,73
	6,40
	4,47
	5,87
	7,57

	Nasional
	11,06
	2,78
	6,96
	3,79
	4,3
	-


Sumber:PDRB Kabupaten Donggala, Prov. Sulteng dan Nasional tahun 2008-2014 (diolah kembali)

Tabel di atas terlihat Karena IHK mengukur perubahan harga secara periodik dengan paket komoditasyang tetap, maka penghitungannya menggunakan rumus Modifikasi Laspeyers (ModifiedLaspeyers) dengan tahun dasar tertimbang.Besarnya nilai perubahan indeks (inflasi/deflasi) yang terjadi setiap bulansesungguhnya merupakan gabungan sumbangan atau andil dari jenis barang dan jasa yangmengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.
Selama kurun waktu lima tahun terakhir, inflasi di kabupaten donggala mengalami fluktuasi hal ini juga sama kondisinya dengan inflasi yang terjadi ditingkat Provinsi Sulawesi tengah dan nasional untuk tahun pngukuran yang sama. Angka inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 10,91 hal ini lebih disebabkan krisi ekonomi nasional yang berimbas juga pada situasi ekonomi daerah. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing sebesar 3,52 dan 4,50. Sementara Inflasi pada tahun 2013 dan lajuinflasi tahun sebesar 6,88 tercatat sebagai yang tertinggidibandingkan dengan tahun 2012. Sementara laju inflasi “Year on Year”tahun 2011 sebesar 3,52% adalahyang terendah dibandingkan tahun 2012 dan tahun 2013 sebagaimana dalam tabel diatas. Sementara kondisi inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah jauh lebih besar angkanya dibanding dengan kondisi inflasi di Kabupaten Donggala pada periode 2012-2013. Dengan demikian pengendalian inflasi di Kabupaten Donggala pada dua tahun terakhir lebih baik dibanding provinsi Sulawesi Tengah.
f). Angka Kemiskinan
Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan dan pengembangan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dengan pihak perbankan, kelompok dunia usaha, LSM maupun dengan Perguruan Tinggi. Pemda Kabupaten Donggala telah membentuk Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kabupaten Donggala, berikut kelompok kerja (POKJA) yang sudah terbentuk di daerah, yang mempunyai peran dan fungsi untuk Mengkaji Indeks keparahan kemiskinan daerah dan kedalaman kemiskinan sebagai bahan awal untuk memetakan program-program penanggulangan kemiskinan dan menyusun kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders khsususnya masyarakat miskin. Dalam mengentaskan penduduk miskin, pemerintah Kabupaten Donggalatengah menyusun berbagai strategi dan program pengentasan kemiskinan di berbagai bidang kehidupan yang dapat dilaksanakan secara efektif. Berkaitan hal dimaksud, seperti pada tahun-tahun sebelumnya maka dalam Tahun 2014 ini berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan diantaranya: Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin/Keluarga Miskin, Pembinaan, pengawasan dan Pengelolaan Distribusi RASKIN, Fasilitasi dan Stimulasi pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu,PAMSIMAS, Fasilitasi Dukungan system penanggulangan kemiskinan daerah, Pengembangan Sarana Pemasaran Produk UMKM, Pembinaan Petani Bantuan Permodalan Lembaga Mikro, Pengendalian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM-PPK) Mandiri Pendampingan,Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin), Pendamping program usaha agribisnis perdesaan.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (68).png]
Sumber: LP2KD Kabupaten Donggala Tahun 2014(diolah Kembali)
Gambar 2.4
 Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Donggala,
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2008-2013

Secara keseluruhan sebagaimana tersaji pada gambar di atas, selama periode 2008-2013tingkat kemiskinan di Kabupaten Donggalaterus mengalami perkembangan yang relevan dengan perkembangan yang dialami oleh provinsi dan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata penurunan Persentase kemiskinan yang searah baik Kabupaten, provinsi maupun nasional dan jika dirata-ratakan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013  maka penurunan Persentase kemiskinan baik Kabupaten, provinsi maupun nasional tidak terjadi perbedaan yang menyolok dimana untuk Kabupaten Donggala sebesar 0,95%, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 1,35% dan untuk nasional sebesar 0,83%. Namun angka persentase kemiskinan pada tahun terakhir berbeda capainnya khususnya tahun 2013 dimana provinsi Sulteng telah mencapai 14,32%  sementara nasional telah mencapai 11,47%, hal ini tetntunya menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi pemrintah Kabupaten Donggala pada masa yang akan datang untuk dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

g). Tingkat Kriminalitas
Untuk mengetahui tingkat kriminalitas yang sebenarnya sangatlah sulit, mengingat cukup banyak kejadian/tindak kriminal yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib yang berwenang menangani masalah-masalah kriminalitas. Data dari Polres Donggala jenis-jenis tindak kriminal yang terjadi antara lain; Penganiayaan Berat, Penganiayaan Ringan, Pengeroyokan, Perzinahan, Perkosaan, Pencabulan, Pembunuhan, Pelecehan Seksual, Penculikan Anak, Asusila, KDRT, Kesopanan, Pencurian dengan kekerasan dan Percobaan Pembunuhan. Berikut ini Tabel angka krimanilitas yang ditangani Polres Donggala tahun 2009-2013.
Tabel 2.27
Rasio Tindak Kriminal Tertangani
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Tindak kriminal tertangani (kasus)
	129
	118
	115
	391
	391

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Rasio
	4,69
	4,22
	4,07
	13,76
	13,58


Sumber: Donggala dalam Angka 2008-2013 (diolah Kembali)

Sebagaimana pada Tabel di atas menunjukkan rasio tindak kriminal di Kabupaten Donggaladari tahun 2009 sebesar 4,69 atau sebanyak 129 kasus. Rasio tersebut terus memperlihatkan penurunan hingga tahun 2011 menjadi 4,07 atau 115 kasus. Namun pada tahun 2013 rasio tindak kriminal di Kabupaten Donggala keningkat mencapai 13,58 atau 391 kasus. Kondisi ini menunjukkan menunjukan bahwa keikutsertaan penduduk dalam menjaga kantibmas didaerahnya ikut berpengaruh terhadap perekonomian suatu daerah, dengan asumsi makin rendah rasio tindak kriminal makin meningkat perekonomian seluruh penduduk.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial
Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia yaitu sejak dalam kandungan hingga lanjut usia. Upaya tersebut dilandasi pertimbangan bahwa kualitas manusia yang baik ditentukan oleh pertumbuhan dan perkembangannya sejak dalam kandungan, pembangunan manusia yang baik merupakan salah satu kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Selama periode 2008-2013 berbagai program yang telah dilaksanakan dapat meningkatkan sember daya manusia Kabupaten Donggala yang ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan penduduk yang berangsur meningkat.
Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang antara lain yaitu; Pendidikan (indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi murni),Kesehatan (angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup dan angka kematian bayi),dan Indeks daya beli(Persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja)

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya adalah kemiskinan, pengangguran, buta huruf, ketahanan pangan, dan penegakan demokrasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai keberhasilan pembangunan manusia secara keseluruhan.
Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan manusia telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar Negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan kemampuan daya beli. Indikator angka harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan output dari dimensi pengetahuan. Adapun indikator kemampuan daya beli digunakan untuk mengukur dimensi hidup layak.
Luasnya cakupan pembangunan manusia menjadikan peningkatan IPM sebagai manifestasi dari pembangunan manusia dapat ditafsirkan sebagai keberhasilan dalam meningkatkan kemampuan dalam memperluas pilihan-pilihan (enlarging the choices of the people). Seperti diketahui, beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembagunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Dua faktor penting ini merupakan kebutuhan dasar manusia yang perlu dimiliki agar mampumeningkatkan potensi bangsa itu. Ditengah eskalasi persaingan global,tuntutan terhadap kapabilitas dasar itu dirasakan semakin tinggi, jika tidak demikian maka bangsa tersebut akan kalah bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang lebih maju.
Untuk meningkatkan IPM semata-mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pembangunan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu pemerataan pembangunan. Dengan pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat menikmati hasil-hasil pembangunan.
Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal, yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan. Korea Selatan sebagai Negara contoh sukses, tetap konsisten melakukan dua hal tersebut, sebaliknya Brazil mengalami kegagalan karena memiliki distribusi pendapatan yang timpang dan alokasi belanja publik yang kurang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004)
Saat ini tampaknya pemerintah sangat perhatian dengan isue pembangunan manusia. Hal ini ditandai dengan diikutkannya IPM sebagai salah satu alokator dana alokasi umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah (fiscal gap). Alokator lainnya adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup (e0), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.Komponen IPM adalah usia hidup (longevity), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent living). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau e0 yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. 
Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas/BPS menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.
Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (adjusted real GDP per capita) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.Untuk lebih jelasnya posisi relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Kabupaten Donggala dibanding ProvinsiSulawesi Tengahdapat dilihat dalam Tabel berikut.







Tabel  2.28
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Donggala dibanding 
ProvinsiSulawesi Tengah dan NasionalTahun 2008-2012
	Indeks Pembangunan Manusia
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Donggala
	68,73
	69,4
	69,78
	70,32
	70,94

	Sulawesi Tengah
	70,09
	70,7
	71,14
	71,62
	72,15

	Nasional
	71,17
	71,76
	72,27
	72,77
	72,77*)


Sumber: Profil Kabupaten Donggala2013 (diolah kembali)

Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui pembangunan fisik, melainkan juga pencapaian pembangunan non fisik yang lebih menekankan pada aspek pembangunan manusia. Secara umum Capaian pembangunan mutu modal manusia di Kabupaten Donggala cenderung meningkat, hal ini terindikasi dari nilai IPM Kabupaten Donggala, yakni dari 70,32 pada tahun 2011 meningkat menjadi 70,94 pada tahun 2012, dengan posisi peringkat ke-limadi Sulawesi Tengah. walaupun terjadi kenaikan setiap tahunnya namun perkembangan atau peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM)Kabupaten Donggala masih dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah dan Nasional.

a1). Pendidikan
Bidang pendidikan merupakan salah satu variabel penting dari beberapa variabel untuk mencapai masyarakat yang maju, cerdas, dan mandiri. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Olehnya itu upaya peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa terus dilakukan guna setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pendidikan. Sebagai konsekuensi dari komitmen tersebut, setiap warga negara tanpa mengenal latar belakang, baik yang normal maupun yang berkelainan, yang berkemampuan cerdas maupun rendah, berstatus sosial ekonomi tinggi, menengah maupun rendah, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan fungsional setidak-tidaknya selama 9 Tahun.
Berkaitan dengan hal tersebut, capaian pelayanan bidang pendidikan yang meliputi angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan dan angka partisipasi murni dijelaskan sebagaimana berikut.

a1.a) Angka Melek Huruf
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ditandai oleh semakin meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia yang dapat terlihat dari tiga indikator utama, yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Dalam indikator pendidikan dapat diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lain yang berpengaruh terhadap kualitas pendidikan adalah belum idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah dan rasio guru terhadap sekolah.
Data dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Donggala terus mengalami peningkatan. Dengan demikian terlihat nyata bahwa meskipun secara keseleruhan belum mecapai nilai sempurna akan tetapi capaian terus mengalami peningkatan karena kesadaran masyarakat Kabupaten Donggalatentang pentingnya pendidikan makin meningkat.
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Sumber: Profil Kabupaten Donggala2013 (diolah kembali)
Gambar 2.5
Angka Melek Huruf Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan 
Nasional Tahun 2008-2013

Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Donggala memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat.

a1.b) Angka Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan salah satu sub-komponen yang mempengaruhi penilaian pembangunan manusia. Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa, tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Donggala. Pada indikator ini terlihat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Donggala pada keadaan tahun 2009 tercatat 7,52 tahun, angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,13 menjadi 7,65 tahun keadaan tahun 2013.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Donggala memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terutama pada kelompok usia produktif memiliki rata-rata lama sekolah lebih tinggi dan makin meningkat. Dengan kata lain penduduk usia produktif di Kabupaten Donggala memiliki jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat seperti pada Tabel berikut.


Tabel  2.29
Rata-Rata Lama Sekolah
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	7,52
	7,52
	7,54
	7,65
	7,65

	Sulawesi Tengah
	7,89
	8,00
	8,03
	8,13
	-

	Nasional
	7,72
	7,92
	7,94
	7,97
	-


Sumber: Profil Kabupaten Donggala2013 (diolah kembali)

Seperti tersaji pada Tabel di atas, Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Donggala mengalami peningkatan tahun ke tahun, dimana pada tahun 2008 sebesar 7,81 meningkat menjadi 7,95  pada tahun 2012. Data tersebut berada dibawah capaian provinsi Sulawesi Tengah sebesar 8,13 dan Nasional 7,97. Dengan demikian capaian Kabupaten Donggalamasih perlu untuk ditingkatkan.

a1.c) Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Donggala dari tiap jenjang pendidikan meningkat setiap tahunnya. Gambaran mengenai angka partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Donggala, dalam Tabel berikut:
Tabel 2.30
Capaian APK Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	APK/Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	
	
	
	
	

	SD/MI/Paket A
	118,96
	111,42
	104,75
	104,81
	119,00

	SMP/MTs/Paket B
	70,63
	64,46
	77,23
	77,41
	81,00

	SMA/MA/SMK
	48,10
	53,65
	43,64
	69,90
	51,00

	Sulawesi Tengah
	
	
	
	
	

	SD/MI/Paket A
	113,80
	112,10
	103,13
	103,80
	-

	SMP/MTs/Paket B
	76,69
	74,46
	84,94
	79,22
	-

	SMA/MA/SMK
	59,35
	60,32
	65,95
	69,73
	-

	Nasional
	
	
	
	
	

	SD/MI/Paket A
	110,42
	111,68
	102,58
	102,60
	-

	SMP/MTs/Paket B
	81,25
	80,59
	89,58
	89,57
	-

	SMA/MA/SMK
	62,55
	62,85
	64,66
	64,66
	-


Sumber: LP2KDKabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah kembali)

Dari gambaran data diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar SD/MI di-Kabupaten Donggala kondisinya membaik mencapai 104,81% dan berada diatas rata-rata provinsi sebesar 103,80% maupun rata-rata nasional sebesar 102,60%. Lain halnya dengan Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs diKabupaten Donggala kondisinya masih belum membaik hanya mencapai 77,41% dan berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 79,22% maupun rata-rata nasional sebesar 89,57%, demikian pula halnya dengan Angka Partisipasi Kasar SMA/MA di Kabupaten Donggala kondisinya belum membaik mencapai 69,90% dan sedikit berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 69,73%serta lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 64,66%. Gambar berikut akan disajikan posisi APK Kabupaten Donggala dan Kabupaten /kota di provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut. 
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Sumber: LP2KDKabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah kembali)
Gambar 2.6
Posisi Angka Partisipasi Kasar (APK)
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2011

Sebagaimana tersaji pada gambar di atas, Dari analisa diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar SD/MI di-Kabupaten Donggala kondisinya membaik mencapai 104,76%dan berada diatas rata-rata provinsi sebesar 103,13% maupun rata-rata nasional sebesar 102,58%. Angka Partisipasi Kasar SD/MI dengan membandingkan antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Buol menempati posisi pertama sebesar 106,79%, disusul yang kedua Kabupatern Sigi sebesar 106,69%, yang ketiga Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 105,71%, yang keempat Kabupaten Donggala sebesar 104,75%, yang kelima Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 103,13%, yang keenam Kabupaten Banggai sebesar 103,12%, yang ketujuh Kabupaten Parigi Moutong sebesar 102,44%, yang kedelapan Kabupaten Morowali sebesar 102,40%, yang kesembilan Kabupaten Poso sebesar 101,37%, yang Kota palu sebesar 100,78% dan yang kesebelas Kabupaten Toli-Toli sebesar 100,39%. 
Berdasarkan data BPS Tahun 2011 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, Kabupaten Donggala tercatat menempati posisi ke 4 di Sulawesi Tengah yakni sebesar 104,75% (angka tersebut berada diatas rata-rata Provinsi sebesar 103,13% dan angka rata-rata Nasional sebesar 102,58%). Secara keseluruhan APK SD/MI Kabupaten Donggala lebih baik dibandingkan 7 Kabupaten lainnya di Sulawesi Tengah.
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah, maka Kabupaten Poso menempati posisi pertama sebesar 103,14%, disusul yang kedua Kabupatern Banggai sebesar 95,84%, yang ketiga Kota Palu sebesar 95,09, yang keempat Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 94,93%, yang kelima Kabupaten Morowali sebesar 90,05%, yang keenam Kabupaten Buol sebesar 86,54%, yang ketujuh Kabupaten Donggala sebesar 77,23% yang kedelapan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 75,85%, yang kesembilan Kabupaten Toli-Toli sebesar 75,53%, yang kesepuluh Kabupaten Sigi sebesar 74,65%, dan yang kesebelas Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 69,03%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Donggala kondisinya belum membaik hanya mencapai 77,23% dan berada dibawah rata-rata provinsi sebesar 84,94% maupun rata-rata nasional sebesar 89,59%. 
Untuk Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA dengan membandingkan antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat Kota Palu menempati posisi pertama sebesar 80,45%, disusul yang kedua Kabupaten Poso sebesar 75,87%, yang ketiga Kabupaten Banggai sebesar 74,23%, yang keempat Kabupaten Toli-Toli sebesar 73,06%, yang kelima Kabupaten Buol sebesar 71,04%, yang keenam Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 69,72%, yang ketujuh Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 68,46% yang kedelapan Kabupaten Morowali sebesar 62,95%, yang kesembilan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 61,96%, yang kesepuluh Kabupaten Sigi sebesar 45,27%, dan yang kesebelas Kabupaten Donggala sebesar 43,64%. 
Selanjutnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA (BPS, 2010) Kabupaten Donggala yang memiliki APK SMA/MA terendah yakni sebesar 43,64%, berada di bawah angka rata-rata provinsi 69,95% dan angka rata-rata nasional 64,66%. Artinya APK SMA/MA Kabupaten Donggala lebih buruk dibanding dengan Kabupaten lainnya. Dari analisa diatas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar SMA/MA di-Kabupaten Donggala kondisinya belum membaik mencapai 43,64% (zona merah) dan berada paling dibawah rata-rata Kabupaten, provinsi sebesar 84,94% maupun rata-rata nasional sebesar 89,59%.

a1.d) Angka Partisipasi Murni
Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Donggala dari tiap jenjang pendidikan meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2008 terjadi penurunan terutama pada jenjang Perguruan Tinggi. Hal tersebut terjadi, karena adanya krisis ekonomi yang berpengaruh pada tingginya angka drop out (DO). Kondisi tersebut didukung oleh kurang meratanya kesempatan penduduk dipeDesaan dalam mengakses pendidikan. Hal ini terjadi karena gencarnya promosi program pendidikan dasar yang dilakukan pemerintah di berbagai daerah secara luas dengan disertai oleh bermacam-macam kucuran dana bantuan pendidikan mulai terbatas pada kelompok masyarakat miskin hingga yang sifatnya menyeluruh seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Gambaran mengenai angka partisipasi murni (APM) di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan Nasional disajikan dalam Tabel berikut:
Tabel 2.31
Capaian APM Menurut Jenjang PendidikanKabupaten Donggala,
Sulawesi Tengahdan Nasional Tahun 2009-2013
	Uraian
	APM/Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	SD/MI/Paket A

	Donggala
	95,15
	93,25
	91,00
	91,71
	97

	Sulawesi Tengah
	92,98
	93,54
	90,00
	91,08
	-

	Nasional
	93,99
	94,37
	91,03
	92,49
	-

	SMP/MTs/Paket B

	Donggala
	63,60
	62,99
	53,27
	58,93
	70

	Sulawesi Tengah
	59,73
	60,22
	60,83
	61,75
	-

	Nasional
	66,90
	67,39
	67,43
	68,12
	-

	SMA/MA/SMK/Paket C

	Donggala
	33,21
	31,13
	34,77
	34,45
	47,47

	Sulawesi Tengah
	39,39
	39,52
	40,23
	46,98
	-

	Nasional
	44,84
	44,97
	45,11
	47,97
	-


Sumber: LP2KDKabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah kembali)

Seperti terlihat pada Tabel di atas, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kabupaten Donggala kondisinya membaik mencapai 91,00% (zona kuning) dan berada dibawah provinsi sebesar 91,03% dan diatas rata-rata nasional sebesar 90% dan Angka Partisipasi Murni SMP/Mts di Kabupaten Donggala kondisinya belum membaik mencapai 58,93% (zona merah) dan berada dibawah provinsi sebesar 61,75% dan diatas rata-rata nasional sebesar 68,12% serta Angka Partisipasi Murni SMA/MA di-Kabupaten Donggala kondisinya belum membaik mencapai 34,45% (zona merah) dan berada dibawah provinsi sebesar 46,98% maupun nasional sebesar 47,97%. Pencapaian APM baik SD/MI, SMP/Mts dan SMA/MA masih perlu dipacu agar lebih meningkat lagi. Untuk lebih jelasnya posisi APM Kabupaten Donggala dan Kabupaten /kota di provinsi Sulawesi Tengah disajikan pada gambar sebagai berikut. 
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Sumber: LP2KDKabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah kembali)
Gambar 2.7
Posisi Angka Partisipasi Murni (APM) Se-Sulawesi TengahTahun 2012

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, data perbandingan APM SD/MI antar wilayah Kabupaten /Kota se-Sulawesi Tengah tercatat Kabupaten Donggala menduduki peringkat kelima untuk APM SD/MI yakni sebesar 91,00%. (Angka tersebut masih berada di bawah Rata-Rata Nasional tercatat sebesar 91,03% namun lebih baik dibandingkan Rata-Rata Provinsi tercatat sebesar 90%.Dari 11 Kabupaten /Kota di Sulawesi Tengah tercatat Kabupaten yang memiliki nilai terendah untuk pencapaian APM SD/MI yakni Kabupaten Sigi sebesar 87,05%.
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat Tojo Una-Una menempati posisi pertama sebesar 93,73%, disusul yang kedua Kabupaten Morowali sebesar 91,77%, yang ketiga Kabupaten Parigi moutong sebesar 91,30%, yang keempat Kabupaten Buol sebesar 91,02%, yang kelima Kabupaten Donggala sebesar 91,00%, yang keenam Kabupaten Banggai sebesar 90,56%, yang ketujuh Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 89,34% yang kedelapan Kabupaten Toli-Toli sebesar 88,57%, yang kesembilan Kabupaten Poso sebesar 88,06%, yang kesepuluh Kota Palu sebesar 87,73%, dan yang kesebelas Kabupaten Sigi sebesar 87,05%.
Data selanjutnya adalah Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs jika dilakukan perbandingan antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat Kabupaten Banggai menempati posisi pertama sebesar 69,04%, disusul yang kedua Kabupaten Poso sebesar 69,29%, yang ketiga Kabupaten Morowali sebesar 66,99%, yang keempat Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 66,69%, yang kelima Kota Palu sebesar 63,35%, yang keenam Kabupaten Parigi Moutong sebesar 60,44%, yang ketujuh Kabupaten Buol sebesar 60,39% yang kedelapan Kabupaten Donggala sebesar 58,93%, yang kesembilan Kabupaten Sigi sebesar 56,67%, yang kesepuluh Kabupaten Toli-Toli sebesar 53,67%, dan yang kesebelas Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 50,71%.
Kemudian Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat Kota palu menempati posisi pertama sebesar 56,38%, disusul yang kedua Kabupaten Banggai sebesar 54,66%, yang ketiga Kabupaten Morowali sebesar 53,18%, yang keempat Kabupaten Poso sebesar 50,38%, yang kelima Kabupaten Buol sebesar 49,57%, yang keenam Kabupaten Parigi Moutong sebesar 48,13%, yang ketujuh Kabupaten Toli-Toli sebesar 44,02% yang kedelapan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 43,84%, yang kesembilan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 43,54%, yang kesepuluh Kabupaten Donggala sebesar 34,45%, dan yang kesebelas Kabupaten Sigi sebesar 31,01%.

a2). Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan diarahkan pada upaya agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah banyak dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Donggala. Pelayanan di bidang kesehatan di upayakan dapat menyentuh lapisan masyarakat hingga ke pelosok Desa. Upayayang telah dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain dengan melakukan penyuluhan kesehatan, menambah tenaga kesehatan dan penyediaan fasilitas kesehatan seperti puskesmas, posyandu, pos obat Desa serta penyediaan sarana air bersih. Capaian pembangunan bidang kesehatan mencakup sebagaimana berikut;

a2.a) Angka Usia Harapan Hidup
Untuk usia harapan hidup di Kabupaten Donggala Tahun 2009 (64,90 tahun) lebih rendah dari rata-rata usia harapan penduduk Sulawesi Tengah 66,35 tahun. Pada Tahun 2010 terjadi peningkatan sebesar 0,37 tahun untuk penduduk Kabupaten Donggala sedangkan Sulawesi Tengah sebesar 0,25 tahun, sehingga usia harapan hidup masing-masing menjadi 65,27 tahun dan 66,60 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Donggala telah memberi dampak positif pada perbaikan umur hipotesis yang makin panjang.Perkembangan angka usia harapan hidup Kabupaten Donggala berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan BPS disajikan sebagaimana Tabelberikut:
Tabel 2.32
Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Donggala tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	64,90
	65,27
	67,93
	66,01
	66,82

	Sulawesi Tengah
	66,35
	66,60
	66,86
	66,86*)
	66,86*)

	Nasional
	69,20
	69,40
	70,76
	70,76*)
	70,76*)


Sumber: LP2KDKabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah kembali)

Situasi Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Donggala dapat diukur dari Umur Harapan Hidup (UHH). Mencermati perkembangan Umur Harapan Hidup Masyarakat dalam 5 Tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang berarti. Untuk Tahun 2009 UHH mencapai 64,90 mengalami peningkatan pada Tahun 2013 mencapai 66,82. Dalam rangka meningkatkan UHH tersebut berbagai upaya dilakukan Pemerintah Daerah terutama untuk menekan Angka Kematian Ibu melahirkan.
Jika dilihat dari klasifikasi komponen indeks Harapan Hidup yang dicapai maka Kabupaten Donggala pada lima tahun terakhir ini (2009-2013) berada pada kategori sedang (antara nilai 64,99-69,69). Demikian juga indeks harapan hidup penduduk Sulawesi Tengah dengan nilai 66,35 pada tahun 2009 dan tahun 2013 mencapai nilai 66,86 berada pada kategori sedang (antara nilai 64,99-69,69). Dengan demikian melihat kenyataan tersebut baik rata-rata Kabupaten Donggala maupun di Sulawesi Tengah, indeks peluang umur panjang dan sehat tidak ada yang masuk kategori tinggi (antara nilai 69,70-74,40).
Factoryang mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia adalah terletak pada keadaan kesehatannya sendiri. Rendahnya kondisi kesehatan (gizi dan kalori) akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif dengan mental yang kurang bagus sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan tingkat output yang dicapai tidak optimal. Dengan demikian aspek kesehatan dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, misalnya perbaikan kesehatan seseorang dapat menyebabkan peningkatan dalam partisipasi tenaga kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan, bahkan perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk produktif yang dapat meningkatkan partisipasi angkatan kerja, semua itu dapat berpengaruh terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi.
Faktor lain yang memberikan sumbangan positif dalam meningkatnya angka harapan hidup adalah kesadaran masyarakat dalam membudayakan pola hidup sehat. Pergeseran nilai budaya tradisional menuju hidup sehat yang lebih modern, akan menentukan kemampuan mental dan fisik penduduk.

a2.b)  PersentaseBayi Gizi Buruk
 Persentase Bayi Gizi BurukKabupaten Donggalamengalami fluktuasi setiap tahunnya,dimana Persentase balita gizi buruk tahun 2010 adalah sebesar 0.43%, angka tersebut mengalami peningkatan hingga tahun 2013 menjadi 2,13%.Lebih detail Data Persentase Bayi Gizi BurukKabupaten Donggala tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:
Tabel  2.33
 Persentase Bayi Gizi Buruk
Kabupaten Donggala tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	-
	0,43
	1,05
	3,45
	4,08


Sumber: LP2KDKabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah kembali)

a2.c) Angka Kematian Bayi
Angka kematian ibu dan bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan, pendarahan dan prevalensi anemia menjadi penyebab utama kematian ibu dan bayi pada saat melahirkan. Pantauan kesehatan ibu semasa kehamilan baik keadaan normal maupun darurat serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih memainkan peran penting dalam menekan angka kematian ibu. Data tahun 2011, masih ada sekitar 53,48% proses kelahiran di Kabupaten Donggala yang dilakukan bukan oleh tenaga kesehatan terlatih.Tabel berikut ini akan disajikan Angka kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup) Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013 sebagaimana gambarberikut:
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Sumber: LP2KD Kabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah Kembali)
Gambar 2.8
Angka kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Berdasarkan data yang tersaji pada gambar di atas, perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Donggala periode waktu 2008-2013, terus mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2008 sebesar 62,20% terjadi penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Donggala sebesar 13,32% hingga tahun 2011 yaitu menjadi 48,88%per 1000 KH.
Data Angka Kematian Bayi Per 1000 KH Kabupaten Donggalasecara umum relevan atau searah dengan pencapaian Angka Kematian Bayi Per 1000 KH (AKB) Provinsi maupun Nasionalwalaupun terjadi fluktuasi namun kurang signifikan. Dari gambaran data di atas dapat pula dijelaskan bahwaintervensi program untuk menurunkan Angka Kematian Bayi Per 1000 KH Kabupaten Donggala(AKB) dari tahun 2008 sampai 2011 berjalan efektif meskipun kontribusi program tersebut masih berjalan lamban.

b. Pertanahan
Data jumlah penduduk yang memiliki lahan di Kabupaten Donggala hingga tahun 2013 sebanyak 2.750 bidang terdiri atas; tanah hak milik sebanyak 2.597 bidang (6.109.914 M²), hak guna bangunan sebanyak 9 bidang (1.200 M²), hak guna usaha 54 buah dan hak pakai sebanyak 90 bidang (103.273 M²). 

c. Ketenagakerjaan
Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya dapat mengakibatkan timbulnya masalah sosial. Gambaran kondisi ketenagakerjaan seperti Persentase angkatan kerja yang bekerja dan distribusi lapangan pekerjaan sangat berguna dalam melihat prospek ekonomi suatu daerah.
Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan output dan pendapatan. Peningkatan output dan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (kenaikan daya beli). Gambar berikut akan disajikan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 sebagai berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka Tahun 2011-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.9
Jumlah Angkatan Kerja
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Berdasarkan gambar di atas, perkembangan angkatan kerja di Kabupaten Donggala periode 2008-2013tampak bahwa terjadi penurunan yang signifikan tahun 2009-2011. Halini menunjukkan masih perlu peningkatan pelaksanaan program pembangunan dalam menurunkan tingkat pengangguran sehingga dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mengatasi pengangguran terbuka. Data berikut akan menyajikan perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah dan Nasional tahun 2009-2013 sebagai berikut.
Tabel 2.34
 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Donggala,
Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2009-2013 (%)
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	3,39
	3,77
	3,14
	4,06
	4,84

	Sulawesi Tengah
	5,43
	4,61
	4,01
	3,93
	-

	Nasional
	7,87
	7,14
	6,56
	6,14
	-


Sumber: LP2KD Kabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah Kembali)

Berdasarkan data pada Tabel di atas, TPT di Kabupaten Donggalamenunjukkan hasil yang cukup baik dengan angka yang terus menurun dari tahun ke tahun walaupun terjadi fluktuasi. Pada Tahun 2011 TPT Donggala mencapai 3,14%dan pada Tahun 2012 meningkat menjadi 4,06% lebih tinggi dari TPT Sulteng dan lebih rendah dari TPT Nasional. Capaian tersebut dibawah TPT nasional yaitu sebesar 6,56% tahun 2011, sebesar 6,14% tahun 2012.Dari pencapaian tersebut diatas menunjukkan bahwa 11 Kabupaten /Kota di Provinsi Sulawesi Tengah memiliki tingkat pengangguran terbuka masih dibawah tingkat penggangguran rata-rata nasional sebesar 6,14%. Namun empat Kabupaten memiliki angka pengangguran terbuka berada diatas provinsi 4,01% yaitu Kota palu, Kabupaten Parigi Moutong,Kabupaten Toli-Toli dan Kabupaten Banggai sementara tujuh Kabupaten termasuk Kabupaten Donggaladan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Banggai, sertaKabupaten Posoberada dibawah rata-rata provinsi Sulawesi tengah. Data berikut akan menyajikan Persentase tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten /kota se-Sulawesi Tengah sebagaimana gambar berikut.
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Sumber: LP2KD Kabupaten Donggala Tahun 2013 (diolah Kembali)
Gambar 2.10
 PersentaseTingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Donggala
Dan Kabupaten /Kota Se-Sulawesi Tengah, Tahun 2013

Sebagaimana data tersaji pada gambar di atas, tingkat pengangguran terbuka Kabupaten /Kota, tercatat Kota Palu menempati posisi pertama sebesar 5,40%, disusul yang kedua Kabupaten Parigi Moutong sebesar 4,89%, yang ketiga Kabupaten Toli-Toli sebesar 4,82%, yang keempat Kabupaten Banggai sebesar 4,08%, yang kelima Kabupaten Buol sebesar 3,76%, yang keenam Kabupaten Kabupaten Morowali sebesar 3,58%, yang ketujuh Kabupaten Tojo Una-Una sebesar 3,41%, yang kedelapan Kabupaten Sigi sebesar 3,25%, yang kesembilan Kabupaten Banggai Kepulauan 3,18%, yang kesepuluh Kabupaten Donggalasebesar 3,14%, yang kesebelas Kabupaten Poso sebesar 2,92%.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga
a) Seni Budaya
Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Donggala ditujukan untuk melestarikan kebudayaan daerah serta mempertahankan nilai-nilai budaya daerah di tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh budaya global yang cukup negatif. 

a.1) Jumlah Grup Kesenian
Pembangunan bidang seni budaya di Kabupaten Donggala terus mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari makin bertambahnya jumlah grup kesenian yang ada di daerah tersebut. kemajuan ini juga menandakan makin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya dan penggunaan bahasa daerah (Kaili). Upaya ini dilakukan dalam rangka peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Donggala dalam hal kebersamaan dan kemandirian yang selama ini dirasakan makin memudar sehingga solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong dalam masyarakat.
Tabel  2.35
Rasio Sanggar Seni Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Sanggar seni
	29
	32
	35
	38
	38

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Rasio
	1,05
	1,14
	1,24
	1,34
	1,32


Sumber: Donggala dalam Angka 2008-2014 (diolah kembali)

Pada Tabel di atas terlihat, Rasio Grup Kesenian Terhadap Jumlah PendudukKabupaten Donggala Tahun 2009-2013 terus mengalami peningkatan. Rasio grup kesenian terhadap penduduk tahun 2009 sebesar 1,05 dengan jumlah grup kesenian sebanyak 29grup. Capaian tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan rasio sebesar 1,32 atau sebanyak 38 grup kesenian.

a.2) Jumlah Gedung Kesenian
Peningkatan rasio dan jumlah grup kesenian di Kabupaten Donggala tidak sejalan dengan ketersediaan gedung kesenian, dimana sejak tahun 2009 hingga 2013 jumlah gedung kesenian di Kabupaten Donggala tersedia 1(satu) gedung. Perubahan angka rasio dari tahun ke tahun hanya di pengaruhi oleh jumlah penduduk. Untuk lebih jelasnya lihat data pada Tabel berikut ini.
Tabel  2.36
Rasio Grup Kesenian Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Gedung Kesenian
	1
	1
	1
	1
	1

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Rasio
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2014 (diolah kembali)

b) Olahraga
Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Pembinaan Generasi muda dilaksanakan melalui berbagai macam kegiatan kepemudaan. Pembinaan olahraga dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan olahraga pelajar dan pembinaan olahraga masyarakat yang meliputi pengadaan sarana dan prasarana olahraga, penyelenggaraan Olahraga tingkat SD, SMP hingga SMA. 

b.1) Jumlah Klub Olahraga
Untuk menjawab pembangunan olahraga ditengah minimnya kemampuan anggaran, pemerintah daerah senantiasa terus berupaya meningkatkan prestasi pemuda dengan melakukan pembenahan pada berbagai aspek, baik infrastruktur maupun suprastruktur. Selain itu, dilakukan pula fasilitasi dan dukungan terhadap organisasi induk olah raga beserta organisasi cabang olah raga, penyelenggaraan pertandingan olahraga antarsekolah, serta pertandingan olahraga antar klub serta antar Kecamatan. Berikut ini disajikan data jumlah klub olahraga di Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013, sebagai berikut.
Tabel   2.37
Rasio Klub Olahraga Terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Klub Olahraga
	48
	48
	52
	54
	54

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	0,017
	0,017
	0,018
	0,019
	0,019


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)

b.2) Jumlah Gedung Olahraga
Rasio klub olah raga pada tahun 2013 sebesar 10,53 menunjukkan bahwa tersedia sebanyak 10 klub olahraga tiap 10.000 penduduk, hanya tersedia sebanyak 1 lapangan olahraga untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk kondisi tersebut, di masa mendatang diperlukan peningkatan peran masyarakatdan dunia usaha disamping pemerintah daerah. Selanjutnya rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk di Kabupaten Donggala disajikan sebagai berikut.
Tabel  2.38
Rasio Gedung Olahraga Terhadap Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Gedung Olahraga
	4
	8
	8
	8
	
8

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	0,145
	0,286
	0,283
	0,282
	0.280


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)

Data pada Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan rasio lapangan olah raga per 10.000 penduduk di Kabupaten Donggala setiap tahunnya, meskipun secara umum rasio tersebut sangat rendah. Ini berarti masih diperlukan peningkatan ketersediaan lapangan olahraga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga.

2.3. Aspek Pelayanan Umum
Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2(dua) fokus layanan, yaitu; Fokus Layanan Urusan Wajib dan Fokus Layanan Urusan Pilihan. Kedua fokus tersebut diuraikan secara detail sebagaiman berikut.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah terdiri dari 26 (Duapuluh Enam) urusan, yaitu:

1). Pendidikan
Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti.Urusan wajib bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten adalah mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar hingga pada jenjang pendidikan menengah.Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pendidikan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

1.a) Pendidikan Dasar
1.a.1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Angka partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan menunjukkan proporsi penduduk usia tertentu dan sesuai dengan usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tersebut. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, yang dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu.
Untuk kawasan pedalaman dan daerah pegunungan beberapa faktor yang melatar belakangi kondisi Angka Partisipasi Sekolah antara lain; 1) Kondisi geografis, hambatan geografis dan artian wilayah Kota yang cukup luas, dengan topografinya sehingga menyebabkan jarak tempuh dalam mengakses fasilitas sekolah jauh lebih sulit, 2) Kemampuan ekonomi masyarakat yang relatif masih rendah, dan 3) Masih terdapat hambatan budaya, di mana kesadaran untuk mencapai pendidikan yang lebih tinggi belum merupakan kebutuhan.
Harus diakui pemerataan kesempatan pendidikan pada tingkat sekolah dasar (SD) telah meningkat secara tajam. Hal ini ditunjukkan oleh angka partisipasi murni yang mendekati 100. Jadi program pendidikan selama ini telah melipat gandakan angka partisipasi pada jenjang sekolah dasar. Angka partisipasi murni pada sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) pun mengalami perkembangan yang cukup berarti. Akan tetapi angka partisipasi ini harus ditingkatkan, mengingat masih relatif kecilnya jika dihubungkan dengan program wajib belajar 9 tahun.Untuk melihat angka partisipasi sekolah di Kabupaten Donggala sebagai salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan wajib belajar 9 tahun, maka disajikan angka pasrtisipasi sekolah pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs pada Tabelberikut.
Tabel 2.39
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 dan 13-15 Tahun
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013 (%)
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	
	
	
	
	

	Tingkat SD/MI
	94,61
	89,58
	103,04
	111,62
	111,62

	Tingkat SMP/MTs
	78,81
	63,23
	64,23
	58,70
	58,70

	Sulawesi Tengah
	
	
	
	
	

	Tingkat SD/MI
	97,22
	97,52
	96,58
	96,58*
	96,58*

	Tingkat SMP/MTs
	83,41
	84,17
	84,14
	84,14*
	84,14*


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, Rasio Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI (usia 7-12 tahun) di Kabupaten Donggala pada tahun 2008mencapai 96,09 sementara untuk jenjang pendidikan SMP/MTs (usia 13-15 tahun) adalah 74,56 Angka rasio APS SD/MI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga pada data terakhir tahun 2012, mencapai 111,62, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs (usia 13-15 tahun) mengalami penurunan hingga mencapai 58,70 pada tahun yang sama tahun 2012.
Capaian tersebut menarik untuk diteliti dalam mengukur tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten Donggala dalam melaksanakan pendidikan dasar 9 tahun. Jika dicermati dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12tahun (SD/MI), posisi Kabupaten Donggala berada masih di bawah ProvinsiSulawesi Tengah. Capaian sejak tahun 2008 Angka Partisipasi Sekolah (APS) provinsi Sulawesi Tengah adalah 97,16 sementara capaian Kabupaten Donggala sebesar 96,09 pada tahun yang sama. Kemudian data terakhir tahun 2012, Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-12tahun (SD/MI) Kabupaten Donggala mencapai 111,62 sedangkan Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) provinsi Sulawesi Tengah sebesar 96,58.
Seperti halnya capaian pemerintah Kabupaten Donggala dalam bidang pendidikan khususnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia13-15 tahun (SMP/MTs), posisi Rasio APS Kabupaten Donggala juga berada di bawah ProvinsiSulawesi Tengah. Capaian tahun 2008 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia13-15 tahun (SMP/MTs) provinsi Sulawesi Tengah adalah 84,14 dibanding Rasio APS Kabupaten Donggala sebesar 18,13 pada tahun yang sama. Kemudian data terakhir tahun 2012, Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia13-15 tahun (SMP/MTs) Kabupaten Donggala mencapai 58,70 sedangkan Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia13-15 tahun (SMP/MTs) provinsi Sulawesi Tengah sebesar 84,14.

1.a.2) Ketersediaan Sekolah
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasarjumlah sekolah jenjang pendidikan dasar per 10.000 jumlah baik penduduk usia SD/MI dan maupun SMP/MTs yang sesuai dengan jenjang pendidikan dasar.
Tabel 2.40
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Donggala tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	
	
	
	
	

	Tingkat SD/MI
	78,89
	76,78
	77,08
	75,68
	75,68

	Tingkat SMP/MTs
	46,19
	46,86
	45,59
	47,51
	47,51

	Sulawesi Tengah
	
	
	
	
	

	Tingkat SD/MI
	75,78
	73,28
	74,78
	74.78*
	

	Tingkat SMP/MTs
	-
	44,09
	63,11
	63.11*
	


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, Rasio ketersediaan sekolah pada jenjang dasar di Kabupaten Donggala yaitu pendidikan SD/MI pada tahun 2008mencapai 73,86 dan pendidikan SMP/MTs (usia 13-15 tahun) adalah 35,04 Angka rasio tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada data terakhir tahun 2012, mencapai 75,68 untuk jenjang pendidikan SD/MI, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs (usia 13-15 tahun) adalah 47,51 pada tahun yang sama tahun 2012. Capaian tersebut sedikit berdata riil tahun 2010 dan tahun 2011.

1.a.3) Rasio Guru/Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu orang guru agar tercapai mutu pengajaran.Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio guru terhadap siswa selama tahun 2009 hingga tahun 2013 terlihat bahwa rasio guru terhadap siswa mengalami peningkatan.Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kualitas pelayanan pendidikan karena jumlah guru yang menanggung sejumlah murid menjadi semakin banyak.Kondisi rasio guru terhadap murid dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.41
Rasio Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Guru SD/MI
	2.451
	3.164
	1.660
	2.571
	2.993

	Jumlah Murid SD/MI
	46.810
	50.449
	44.750
	42.157
	40.157

	Rasio SD/MI
	19
	16
	27
	16
	13

	Jumlah Guru SMP/MTs
	756
	441
	1.099
	1.097
	1.090

	Jumlah Murid SMP/MTs
	14.866
	12.171
	12.616
	11.764
	10.764

	Rasio SMP/MTs
	20
	28
	11
	11
	10


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, selama kurun waktu tahun 2009-2013ketersediaan guru di Kabupaten Donggalapada jenjang pendidikanSD/MI dan SMP/MTs terus meningkat, dari data di atas terlihat bertambahnya jumlah tenaga guru pada masing-masing jenjang pendidikan tersebut. Namun jika dilihat dari angka rasionya tiap tahun terus mengalami penurunan rasio guru terhadap siswa. Angka rasio tersebut menurun disebabkan oleh makin tingginya jumlah murid pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Dari data tersebut terlihat jelas tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Donggala akan pentingnya pendidikan sudah terbangun.

1.b) Pendidikan Menengah
1.b.1) Angka Partisipasi Sekolah
Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur partisipasi pendidikan murid, diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). Indikator ini menunjukkan seberapa besar anak usia menurut tingkat pendidikan tertentu berada dalam lingkup pendidikan dan penyerapan dunia pendidikan formal terhadap penduduk usia sekolah. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.
Angka partisipasi menurut jenjang pendidikan adalah ukuran banyaknya penduduk yang bersekolah dalam suatu jenjang pendidikan. Untuk mengetahui besarnya tingkat partisipasi/kesempatan/daya serap penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA. Besarnya angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan SMA/SMK/MA di Kabupaten Donggala dibawah 100%. Pola umum terjadi, di mana jenjang sekolah Menengah mempunyai angka partisipasi tinggi. Partisipasi Murni merupakan indikator yang baik. Angka ini selalu lebih kecil dari angka partisipasi kasar. Tabel berikut akan disajikan Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-19 tahun kabupaten Donggala tahun2008-2012 sebagai berikut.




Tabel 2.42
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16-19 Tahun
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Murid Usia 16-19 Tahun
	8.402
	7.461
	9.855
	8.262
	7.975

	Jumlah Penduduk kelompok Usia 16-19 Tahun
	14.572
	14.869
	15.173
	15.483
	15.625

	Donggala
	57,66
	50,18
	64,95
	53,36
	51,04


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Seperti terlihat pada Tabel di atas, posisi Rasio APS Kabupaten Donggalakelompok usia16-19 tahun (SMA/MA) berbeda dengan capaian APS Kabupaten Donggalakelompok usia13-15 tahun (SMP/MTs). Dimana capaian capaian APS Kabupaten Donggalausia13-15 tahun (SMP/MTs) mengalami peningkatan Rasio tetapi APS Kabupaten Donggalausia16-19 tahun (SMA/MA) megalami penurunan rasio. Capaian tahun 2008 Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia16-19 tahun (SMA/MA) Kabupaten Donggala tahun 2008 sebesar 58,83% menjadi 57,66% pada tahun 2009 dan tahun 2010 kembali menurun menjadi 50,18, kemudian tahun 2012 mencapai 53,36%, meskipun pada tahun sebelumnya meningkat menjadi 64,95% pada tahun 2011.

1.b.2) Rasio Ketersediaan Sekolah
Tingginya tingkat pemakaian Bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, tidak berarti relatif homogen masyarakat Kabupaten Donggala, atau semakin lunturnya indentitas sukubangsa. Justru dengan cukup beragam suku bangsa sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi antara mereka mejadi lebih efektif untuk kegiatan sosial ekonomi. Apalagi dalam penyelenggaraan pendidikan, selain Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar, Bahasa Indonesia diakui sebagai salah satu pengetahuan atau keterampilan dasar yang diajarkan. Dengan demikian jika kemampuan baca tulis mencerminkan kemampuan untuk berkomunikasi secara tertulis, maka kemampuan berbahasa Indonesia mecerminkan kemampuan berkomunikasi verbal.
Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah ketersediaan sekolah pada jenjang tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan tertentu yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Data rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Donggala disajikan sebagai berikut;






Tabel 2.43
Rasio Ketersediaan Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Sekolah SMA/MA/ SMK
	37
	19
	29
	27
	29

	Jumlah penduduk usia (16-19) Tahun
	14.572
	14.869
	15.173
	15.483
	15.625

	Donggala
	25,39
	12,78
	19,11
	17,44
	19,02

	Sulawesi Tengah
	13,25
	14,26
	27,66
	27.66*
	-


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Merujuk hal diatasRasio ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan menengah pada tahun 2013 sebesar 19,02. Artinya tersedia sebanyak 19 unit sekolah pada jenjang pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia 16-19 tahun. Angkat tersebut cenderung tidak menetap karena dipengaruhi kelompok umur penduduk pendidikan yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

1.b.3) Rasio Guru Terhadap Murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar pada jenjang pendidikan menengah juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.Selama kurun waktu tahun 2009-2013 rasio ketersediaan guru di Kabupaten Donggala untuk jenjang pendidikan menengah, SMA/MA/SMK per jumlah murid menunjukan grafik yang naik turun tahun ke tahun, rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK pada tahun 2011 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2009 dan 2010, sementara data tahun 2012kembali mengalami penurunan dengan rasio ketersediaan guru SMA/MA/SMK. Data rasio murid terhadap guru di Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 disajikan pada Tabel berikut;
Tabel 2.44
Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Menengah
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Guru SMA/MA/ SMK
	333
	356
	495
	472
	460

	Jumlah Murid SMA/MA/ SMK
	8.402
	7.461
	9.855
	8.262
	7.975

	Donggala
	25
	21
	20
	18
	18


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Tabel di atas menunjukan, Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah di Kabupaten Donggala pada tahun 2009 sebesar 25. Artinya setiap guru pada 

jenjang pendidikan menegah mengajar 25 orang murid. Rasio tersebut pada tahun 2010, dan tahun 2011 menjadi 21dan 20 dan rasio tahun 2012 dan 2013 hanya 18. Dengan demikian, gambaran mengenai kondisi ketersediaan guru/murid jenjang pendidikan Menengah di Kabupaten Donggala jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu tahun 2009-2013 terus mengalami penurunan.

1.c) Fasilitas Pendidikan
Tersedianya fasilitas pendidikan yang memadahi di Kabupaten Donggala merupakan faktor pendukung dalam rangka meningkatkan capaian pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan berupaya meningkatkan pelayanan bidang pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan mulai tingkat pendidikan dini, pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sangat mempengaruhi kelancaran proses belajar mengajar pada sebuah lembaga pendidikan. Data ketersediaan gedung sekolah dalam kondisi baik menurut jenjang pendidikan disajikan pada data berikut ini;
Tabel 2.45
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
	299
	307
	317
	307
	317

	Jumlah Seluruh Sekolah SD/MI
	340
	337
	320
	310
	325

	 Persentase
	87,94
	91,10
	99,06
	99,03
	99,03


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2009-2013 (diolah kembali)

Seperti yang terlihat pada Tabel di atas, jumlah gedung sekolah SD/MI di Kabupaten Donggala terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2013 jumlah Sekolah Dasar (SD) mencapai 325 buah yang tersebar di Desa dan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Donggala. Dari jumlah tersebut sebanyak 99,03% dalam kondisi baik dan layak digunakan untuk proses belajar mengajar.

Tabel 2.46
Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
	55
	61
	75
	69
	75

	Jumlah Seluruh Sekolah SMP/MTs
	102
	64
	76
	71
	90

	Presentase
	53,92
	95,31
	98,68
	97,18
	83,33


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2009-2013 (diolah kembali)

Seperti pada Tabel di atas, Data Jumlah gedung sekolah SMP/MTs di Kabupaten Donggala tahun 2009 sebanyak 102 unit dari jumlah tersebut terdapat 55 unit atau 53,92% diantaranya dalam kondisi baik. kemudian Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik meningkat menjadi 95,31% pada tahun 2010. Peningkatan yang signifikan terjadi dalam kurun waktu 2011 yaitu mencapai 98,68%. Capaian tersebut cenderung menurun pada tahun 2012 dan 2013  yaitu sebesar 97,18%dan 83,33% gedung sekolah dalam kondisi baik. 
Tabel 2.47
Sekolah Pendidikan SMA/MA/SMK Kondisi Bangunan Baik
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Sekolah Pendidikan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik
	7
	9
	12
	14
	16

	Jumlah Seluruh Sekolah SMA/SMK/MA
	37
	19
	29
	27
	29

	Presentase
	18,92
	47,37
	41,38
	51,85
	55,17


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2009-2013 (diolah kembali)

Data jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK di Kabupaten Donggala seperti yang tersaji pada Tabel di atas, hingga tahun 2013 hanya tersedia 55,17% gedung sekolah dalam kondisi baik atau 16 gedung sekolah dari 29 gedung sekolah buah dari 54 buah SMA/MA/SMK yang ada di Kabupaten Donggala. Secara keseluruhan, dari tahun ke tahun gedung sekolah dalam kondisi baik di Kabupaten Donggala mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs maupun SMU/MA/SMK terus mengalami peningkatan baik dalam jumlah gedung maupun Persentase gedung sekolah dalam kondisi baik.

1.d) Pendidikan Usia Dini
Pendidikan usia dini merupakan dasar pembentukan karakter dan budi pekerti bagi anak untuk kemudian memeasuki jenjang pendidikan dasar. Tabel berikut akan menyajikan dataketersediaan sekolah TK/RA/Penitipan Anak pendidikan usia dini di Kabupaten Donggalatahun 2009-2013.

Tabel 2.48
Ketersediaan Sekolah TK/RA/Penitipan AnakPendidikan Usia Dini
di Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak
	3.914
	4.059
	3.665
	4.987
	5.225

	Jumlah anak usia 4-6 Tahun
	0
	33.125
	33.482
	33.643
	33.743

	Donggala
	0
	8,16
	9,14
	6,75
	6,46


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2008-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana terlihat pada Tabel di atas, selama kurun waktu tahun         2009-2013jumlah siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak di Kabupaten Donggalaterus meningkat, dari data di atas terlihat bertambahnya jumlah siawa pada jenjang pendidikan tersebut. Namun jika dilihat dari angka rasionya tiap tahun terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2013 menurun rasio Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak terhadap jumlah anak pada usia 4-6 tahun. Angka rasio tersebut menurun dikarenakan makin tingginya jumlah murid pada jenjang pendidikan TK/RA/Penitipan Anak. Hal ini menunjukan tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Donggala akan pentingnya pendidikan usia dini bagi generasi penerus sudah sangat baik.

1.e) Angka Putus Sekolah
Tingkat Angka drop out (angka putus sekolah), merupakan salah satu indikator dampak yang menggambarkan tingkat keberhasilan bidang pendidikan atau capaian kinerja bidang pendidikan dalam satu daerah. Secara umum tingkat Angka Putus Sekolah seluruh jenjang pendidikan penduduk Kabupaten Donggaladilihat dari tahun ke tahun relatif semakin membaik.Cakupan pendidikan mengenai Angka drop out (angka putus sekolah) pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 disajikan sebagai berikut.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (3).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.11
Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Di Donggala Tahun 2008-2013

Seperti yang terlihat pada gambar di atas, capaian Angka Putus Sekolah jumlah gedung sekolah SD/MI di Kabupaten Donggala terus mengalami penurunan tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2008 sebesar 14,58% turun menjadi 9,58% pada tahun 2013. Capaian Angka Putus sekolah pada tingkat pendidikan SMA/SMK/MA relatif cukup tinggi jika dibanding APS tingkat SD/MI dan APS SMP/MTs. APS SMP/MTs tahun 2008 sebesar 20,69% mengalami peningkatan hingga tahun 2013 mencapai 31,63%. Sementara Angka Putus Sekolah APS SMU/SMK/MA tahun 2008 sebesar 52,12% meningkat menjadi sebesar 42,40% pada tahun 2013.

1.f) Angka Kelulusan
Capaian Angka kelulusan pada tingkat SD/MI di Kabupaten Donggala, tahun ke tahun terus mempelihatkan hasil yang menggembirakan meskipun belum mencapai angka yang sempurna namun terus memperlihat peningkatan dari tahun ke tahun. Sementara Angka kelulusan pendidikan tingkat SMP/MTsdan tingkat SMA/SMK/MA menunjukan Persentase yang tetap bahkan cenderung mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya data Capaian Angka Kelulusan menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 secara tersaji pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.12
Capaian Angka Kelulusan Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Sebagaimana tersaji pada gambar di atas, Angka Kelulusan jenjang pendidikan SD/MI tahun 2008 sebesar 70,75% meningkat hingga 70,77% pada tahun 2013. Sedangkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA cukup stabil meskipun pada tahun 2013 terjadi penurunan angka kelulusan sebesar 1,71% dari tahun sebelum yaitu tahun 2012.

1.f.1) Angka Melanjutkandari SD/MI ke SMP/MTs
Sebagaimana telah diketahui sebelumnya bahwa Penduduk Kabupaten Donggala tergolong penduduk muda, berarti pada umumnya penduduknya masih berada pada usia sekolah. Sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar9 tahun.Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah kabupaten Donggala terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan khususnya bidang pendidikan. Data kondisi pendidikan terkait dengan perkembangan Angka Melanjutkandari SD/MI ke SMP/MTsdi Donggala tahun 2008-2013tertuang dalam Tabel berikut:
Tabel 2.49
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMP/MTs
	7.081
	7.189
	7.297
	7.406
	7.506

	Jumlah Lulusan pada Jenjang SD/MI Tahun Ajaran Sebelumnya
	8.185
	8.239
	8.363
	8.488
	8.525

	Presentase
	86,51
	87,26
	87,25
	87,25
	88,05


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
1.f.2) Angka Melanjutkandari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA
Kondisi pendidikan yang berhubungan terkait dengan Angka Melanjutkandari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MAdi Donggala tahun 2009-2013 tertuang dalam Tabel berikut:
Tabel 2.50
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Siswa Baru Tingkat I pada Jenjang SMA/SMK/MA
	3.736
	3.793
	3.850
	3.908
	3.975

	Jumlah Lulusan pada Jenjang SMP/MTs Tahun Ajaran Sebelumnya
	3.801
	3.859
	3.917
	3.976
	4.026

	Presentase
	98,29
	98,29
	98,29
	98,29
	98,73


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

1.f.3) Kualifikasi Guru yang Memenuhi S1/D-IV
Kualifikasi Guru sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Untuk itu perlunya tingkat kualifikasi tenaga pengajar yang berkualitas pada setiap jenjang pendidikan. Kondisi pendidikan yang berhubungan Kualifikasi Guru di Donggala tahun 2009-2013tertuang dalam Tabel berikut:
Tabel 2.51
Jumlah Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV
Di Donggala Tahun 2009-2013
	Jenjang Pendidikan
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV
	3.107
	3.154
	3.201
	3.249
	3.314

	Jumlah Seluruh Guru
	3.540
	3.961
	3.254
	4.140
	4.211

	Donggala
	87,77
	79,63
	98,37
	78,48
	78,70


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Pada Tabel di atas terlihat, selama kurun waktu tahun 2009-2013jumlah guru di Kabupaten Donggala hingga tahun 2013 sebanyak 4.211 orang dari jumlah tersebut terdapat 3.314 orang atau 78,70% yang berijasah kualifikasi S1/D-IV.

2). Kesehatan
Pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Donggala hingga tahun 2012 terus menunjukkan perkembangan dari tahun ke tahun.Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan salah satunya dapat dilihat kondisi ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan perkembangan akses kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut:

2.a) Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita
Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi; peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik dibeberapa tempat menunjukan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.
Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Tabel 2.52
Rasio posyandu per satuan balita
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Posyandu
	446
	442
	457
	450
	447

	Jumlah Balita
	34.597
	36.065
	35.907
	33.481
	30.459

	Donggala
	12,89
	12,26
	12,73
	13,44
	14,67


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

2.b) Pelayanan Puskesmas dan Pustu
Puskesmas dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah sarana kesehatan seperti Puskesmas dan Pustu, maka semakin memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Gambar berikut akan disajikan ketersediaan Puskesmas dan Pustu dalam upaya meningkatkan pelayanan bidang kesehatan kepada masyarakat.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.13
Rasio Ketersediaan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

Bila dilihat penyebarannya per Kecamatan terlihat bahwa pada hampir semua Kecamatan telah terdapat minimal satu buah puskesmas, dan puskesmas pembantu paling sedikit terdapat 4 sampai 5 unit serta ketersediaan Poskesdes sudah hampir tersedia di setiap Desa. Secara lengkap data ketersediaan sarana kesehatan seperti Puskesmas, Pustu dan Poskesdesdi Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 sebagai berikut.
Tabel 2.53
Ketersediaan Puskesmas, Pustu dan Poskesdes
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Puskesmas
	14
	14
	14
	14
	15

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	Sulawesi Tengah
	0,06
	0,06
	0,07
	0.06*
	0,06*

	Jumlah Pustu
	72
	73
	73
	74
	72

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,25

	Sulawesi Tengah
	0,29
	0,28
	0,26
	0.25*
	0,29

	Jumlah Poskesdes
	58
	56
	68
	63
	58

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	0,21
	0,20
	0,24
	0,22
	0,33


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana pada Tabel di atas, Jumlah Puskesmas, Pustu dan Poskesdes terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Donggala bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih luas sehingga ketersediaan sarana kesehatan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Berdasarkan data yang ada, hingga tahun 2012 di Kabupaten Donggalatelah tersedia ebanyak 186 unit sarana pelayanan pelayanan kesehatan baik di Kecamatan hingga daerah peDesaan yaitu; terdapat 14 buah Puskesmas, 74buah Puskesmas Pembantu dan 63 buah Poskesdes.

2.c) Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Kabupaten Donggalasejak tahun 2008 sampai tahun 2012 memiliki 1 (satu) rumah sakit. Adapun data rasio ketersediaan rumah sakit per penduduk dari tahun 2008-2013 tersaji pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.14
Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Dari gambar grafik di atas terlihat cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Donggala tahun 2008 mencapai 0,0034. Hal ini berarti bahwa untuk 1.000 jumlah penduduk Kabupaten Donggala pada tahun 2008 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,0034, angka tersebut stabil hingga tahun 2010 yang kemudian meningkat menjadi 0,0035 per 1.000 penduduk pada tahun 2012 dan tahun 2013 rasio tersebut meningkat menjadi 0,0040. 
Rasio ketersediaan Rumah Sakit Umum per penduduk di Kabupaten Donggalasemakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan pembangunan rumah sakit baru yang cenderung stagnan. Namun demikian, keberadaan puskesmas, puskesmas pembantu, dan sarana pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Donggalamerata dan terjangkau baik secara jarak maupun sarana prasarana pendukung.

2.d) Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
Indikator ini dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk.
Jumlah dokter di Kabupaten Donggala pada tahun 2012 sebanyak 35 orang, adapun Jumlah penduduk sebanyak 284.113 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui rasio ketersediaan dokter terhadap 1.000 jumlah penduduk mencapai 0,08. Hal ini berarti bahwa dari 1.000 jiwa penduduk dapat dilayani oleh dokter sebanyak 0,08. Rasio dokter terhadap jumlah penduduk Kabupaten Donggala tahun 2012 adalah 1: 8.000. Ini artinya 1 dokter melayani 8.000 jiwa penduduk. Jumlah ini lebih besar bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Gambar grafik berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Donggala selama kurun waktu tahun 2008-2013.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.15
Rasio Dokter Per Jumlah Penduduk
di Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

2.e) Rasio ketersediaan Tenaga Medis
Pelayanan kesehatan selain ditentukan oleh ketersediaan tenaga dokter juga dipengaruhi oleh ketersediaan tenaga medis. Rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Donggala tahun ke tahun terjadi peningkatan meskipun tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkat pula ketersediaan Sumber Daya Manusiauntuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Donggala.Perkembangan rasio ketersediaan tenaga medis di Kabupaten Donggala terhadap penduduk pada beberapa tahun terakhir sebagai berikut.
Tabel 2.54
Rasio Ketersediaan Tenaga Medis Per Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Tenaga Medis
	272
	295
	310
	455
	447

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	0,99
	1,05
	1,10
	1,60
	1,55

	Sulawesi Tengah
	1,5
	1,41
	1,65
	1.65*
	1.65*


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Pada tahun 2013, secara umum rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedis di Kabupaten Donggala mencapai 1,55. Ini berarti bahwa tersedia 2(dua) tenaga untuk melayani setiap 1.000 penduduk. Angka tersebut sedikit meningkat jika dibandingkan dengan rasio pada tahun 2012 yang mencapai 1,60; Ini berarti bahwa ketersediaan tenaga medis 1(satu) tenaga untuk melayani setiap 1.000 penduduk.
Secarastatistik rasio ketersediaan tenaga medis dan paramedic pada masing-masing Kecamatan sudah cukup merata. Adanya perbedaan antarKecamatan dipandang tidak terlalu signifikan dan untuk Kecamatan-Kecamatan yang  karena  kondisi  geografis   cukup  sulit  serta aksesibilitas  yang 

rendah perlu mendapat perhatian di masa mendatang. Langkah terpenting yang tetap perlu dikembangkan adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat, selain upaya fasilitasi yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

2.f) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Data jumlah cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di Kabupaten Donggalatahun 2009 sampai tahun 2013 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun jika dilihat dari Persentasenyacenderung bervariasi, hal tersebut disebabkan Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidananjuga cukup variatif. Komplikasi kebidanan yang tidak ditangani akan menyebabkan resiko kematian ibu yang akan berdampak pada angka kematian ibu. Tabel berikut akan disajikan jumlah ibu hamil resiko tinggi yang ditangani di Kabupaten Donggalatahun 2009 sampai tahun 2013 sebagai berikut.
Tabel 2.55
 Persentase Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Komplikasi Kebidanan yang Mendapat penanganan 
	172
	328
	752
	1.118
	1.114

	Jumlah Ibu dengan Komplikasi Kebidanan
	246
	1.287
	1.231
	1.288
	1.244

	Donggala
	69,92
	25,49
	61,09
	86,80
	89,54


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

2.g) Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
Berdasarkan data dari Dinas kesehatan Kabupaten Donggala, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan di Kabupaten Donggala mencapai 94,47%tahun 2013 meningkat jika dibanding tahun tahun 2009 sebesar 73,87%. Secara keseluruhan dari tahun ke tahun, cakupan pertolongan oleh tenaga kesehatan berada pada posisi tertinggi. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompentensi kebidanan mengalami penurunan jika dilihat data yang tersedia 2009-2013secara Persentase. Namun jika dilihat Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Satu Wilayah Kerja pada Kurun Waktu Tertentu dan Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin di Satu Wilayah Kerja dalam Kurun Waktu yang Sama secara keseluruhan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar persalinan di Kabupaten Donggaladitolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain akses terhadap sarana dan pelayanan kesehatan khususnya pertolongan persalinan semakin mudah dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tabel berikut menunjukkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013.

Tabel 2.56
 Persentase Pertolongan Persalinan oleh Bidan
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan
	4.897
	5.265
	5.614
	5.754
	5.610

	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin
	6.629
	6.142
	5.893
	6.198
	5.938

	Donggala
	73,87
	85,72
	95,27
	92,84
	94,47

	Sulawesi Tengah
	80,10
	85,60
	83,20
	83,20*
	83,20*


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

2.h) Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
UCI (Universal Child Immunization) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), Ibu hamil, WUS dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, 1 dosis Campak. Ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT. Anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak, dan 2 dosis TT. Pada Tabelberikut akan digambarkan cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 sebagai berikut:
Tabel  2.57
 Persentase Universal Child Immunization (UCI) Terhadap Desa
Kabupaten Donggala Tahun  2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Desa / Kelurahan UCI
	97
	106
	123
	121
	129

	Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan
	149
	149
	150
	150
	150

	Donggala
	65,10
	71,14
	82,00
	80,67
	86,00

	Sulawesi Tengah
	69,50
	60,20
	78,10
	82,00
	82,00


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Data menunjukan peningkatan cakupan Desa/kelurahan Universal Child ImmunizationKabupaten Donggala mencapai angka 86%. Hal ini berarti tujuan Universal Child Immunizationbelum tercapai sempurna.

2.i) Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan mencapai angka 100, hal ini berarti bahwa semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan medis di sarana pelayanan kesehatan. Upaya Pemerintah Kabupaten Donggala dalam penanganan balita gizi buruk diantaranya dengan pemberian makanan tambahan, penyediaan posyandu dan peran kader gizi di posyandu dalam deteksi dini balita gizi buruk. Tabel berikut menunjukkan cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan pelayanan kesehatan Kabupaten Donggala tahun 2009-2013.

Tabel  2.58
 Persentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan di Sarana Pelayanan Kesehatan
	94
	75
	77
	203
	68

	Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk yang ditemukan di Satu Wilayah Kerja
	94
	75
	77
	203
	68

	Donggala
	100
	100
	100
	100
	100


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

2.j) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
Berdasarkan data dari Dinas KesehatanKabupaten Donggala, pola penyakit yang masuk dalam sepuluh besar penyakit (Puskesmas) pada tahun 2013 adalah influenza, diare, hipertensi, Tifus, tersangka TB Paru, DBD dan infeksi saluran pernapasan. Dari data yang didapat, menunjukkan terjadi transisi epidemilogi di Kabupaten Donggala dengan menonjolnya penyakit-penyakit tidak menular seperti penyakit hipertensi dan diabetes melitus di Puskesmas.
Beberapa penyakit telah menjadi perhatian global dan dituangkan dalam komitmen bersama melalui Millennium Development Goals (MDGs) antara lain: TBC, HIV AIDS, dan malaria. Selain itu, Penyakit TBC BTA juga menjadi perhatian yang serius.Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala, angka penemuan TBC (Case Detection Rate/CDR) di Kabupaten Donggala dari tahun 2009 sampai dengan 2013memperlihatkan data yang relatif tetap yaitu sebesar 100% atau sudah sesuai dengan SPM Bidang Kesehatan. Kunci utama dalam penyembuhan dan pengendalian penyakit TBC adalah penemuan penderita mengingat TBC yang tidak ditangani akan menimbulkan kematian.
Tabel 2.59
 Persentase Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA 
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penderita Baru TBC BTA Positif yang ditemukan dan diobati
	272
	249
	308
	244
	254

	Jumlah Perkiraan Penderita Baru TBC BTA Positif
	272
	249
	308
	244
	254

	Donggala
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)


2.k) Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Jumlah kasus DBD di Kabupaten Donggala pada tahun 2013yang ditemukan sebanyak 67 kasus penderita DPD dan sebanyak 67 penderita yang mendapat penangan, dengan demikian mencapai 100%. Meskipun demikian pada data berikut terlihat masih tingginya prevalensi penyakit DBD yang dipengaruhi oleh tingginya resiko penularan di masyarakat seperti disajikan pada Tabel berikut.
Tabel 2.60
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penderita Baru DBD yang ditangani sesuai SOP
	14
	89
	112
	108
	67

	Jumlah Penderita DBD yang ditemukan
	14
	89
	112
	108
	67

	Donggala
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

2.l) Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Berbagai kebijakan terkait penanganan masalah kesehatan bagi masyarakat miskin telah dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kabupaten dan kota. Salah satunya adalah pelaksanaan jamkesmas diKabupaten Donggala yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) adalah sistem jaminan kesehatan yang pengelolaanya secara bersama dan terkoordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi terkait, dalam hal ini dinas kesehatan dan rumah sakit beserta jajarannya.
Tabel 2.61
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kunjungan Pasien Miskin di Sarana Kesehatan Strata 1
	48.802
	88.807
	77.493
	77.218
	75.721

	Jumlah seluruh miskin di Kabupaten 
	125.356
	125.356
	125.356
	125.356
	125.356

	Donggala
	38,93
	70,84
	61,82
	61,60
	60,40

	Sulawesi Tengah
	93,55
	98,68
	81,36
	81,36*
	81,36*


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

2.m) Cakupan Kunjungan Bayi
Cakupan kunjungan Bayi (Neonates) lengkap pada tahun 2013di Kabupaten Donggala tergolong tinggi yaitu 85,72%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua ibu hamil di Kabupaten Donggalamelakukan kunjungan neonatus lengkap. Tabel berikut menunjukkan cakupan kunjungan neonatus lengkap Kabupaten Donggala tahun 2009-2013.
Tabel 2.62
Cakupan Kunjungan Bayi (Neonates)
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Kunjungan Bayi Memperoleh Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
	4.899
	3.118
	2.352
	5.588
	4.848

	Jumlah Seluruh Bayi Lahir Hidup
	5.260
	5.632
	5.787
	5.899
	5.655

	Donggala
	93,14
	55,36
	40,64
	94,73
	85,72

	Sulawesi Tengah
	75,01
	80,5
	93,72
	93,72*
	93,72*


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

2.n) Cakupan Puskesmas
Gambaran lain mengenai akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan adalah cara pengobatan yang ditempuh, apakah melalui konsultasi ke tenaga medis atau mengobati sendiri terhadap penyakit yang diderita. Pada umumnya penduduk yang mampu membiayai pengobatan secara medis akan pergi ke tenaga medis apabila mengalami serangan penyakit, kecuali bila dianggap ringan. Sebaliknya penduduk yang kemampuannya rendah belum tentu segera pergi ke tenaga medis. Mereka akan pergi ke tenaga medis apabila penyakitnya cukup serius karena tidak ada pilihan lainnya. Alternatif ditempuh dengan membeli obat yang tersedia di warung-warung atau toko obat/apotek yang tentunya nilainya lebih murah dibandingkan dengan tenaga medis kesehatan.
Cakupan Puskesmas di Kabupaten Donggala tahun 2013mencapai 93,75% capaian tersebut mengalami kenaikan jika di banding tahun 2009 sebesar 87,50%, masih terdapat 1 kecamatan yang belum memiliki Puskesmas. Namun dari data yang ada, telah menunjukkan ketersediaan puskesmas hampir di setiap Kecamatandalam wilayah Kabupaten Donggalayang melayani masyarakat disetiap kecamatan. Tabel berikut menunjukkan cakupan puskesmas di Kabupaten Donggalatahun 2009-2013.
Tabel 2.63
 PersentaseCakupan PuskesmasTerhadap Jumlah Kecamatan
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Puskesmas
	14
	14
	14
	14
	15

	Jumlah Kecamatan
	16
	16
	16
	16
	16

	Donggala
	87,50
	87,50
	87,50
	87,50
	93,75


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

2.o) Cakupan Pustu
Cakupan Puskesmas pembantu(Pustu) di Kabupaten Donggala tahun 2013mencapai 0,36%, hal ini menunjukkan 36%Desadi Kabupaten Donggala telah memiliki atau tersedia Puskesmas pembantu(Pustu) dalam rangka pelayanan bidang kesahatan masyarakat hingga pelosok peDesaan. Tabel berikut menunjukkan cakupan puskesmas pembantu (Pustu) di Kabupaten Donggalatahun 2009-2013.
Tabel 2.64
 Persentase Cakupan Puskesmas Terhadap Jumlah Desa
Kabupaten  Donggala  Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Puskesmas Pembantu
	72
	73
	73
	74
	73

	Jumlah Seluruh Desa
	149
	149
	150
	150
	158

	 Persentase
	48,32
	48,99
	48,67
	49,33
	45,57


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

3). Pekerjaan Umum
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

3.a) Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehinggaKinerja Jaringan jalan berdasarkan kondisi dapat dikatagorikan dengan jalan kondisi baik, sedang, rusak dan rusak berat.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (8).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.16
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.b) Rasio Jaringan Irigasi
Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi tanaman pangan adalah ketersediaan Jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan penggunaannya. Secara operasional Jaringan irigasi dibedakan ke dalam empat kategori yaitu Jaringan irigasi teknis, setengah teknis, sederhana dan Non-PU. Data ketersediaan irigasi dan luas lahan budidaya di Kabupaten Donggalatersebut disajikan pada gambar berikut.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (9).png]
Sumber: BPS Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.17
Rasio Jaringan Irigasi Kabupaten Donggala
Tahun 2008–2013

3.c) Rasio Tempat Ibadah
Beribadah menurut agama dan kepercayaan yang dianut, merupakan wujud kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Beribadah sangat berguna dalam membentuk manusia seutuhnya terutama kaum generasi muda. Generasi muda mempunyai energi yang kuat yang dapat dimanfaatkan sebagai manusia yang produktif. Untuk itu diperlukan sarana/tempat ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama. Gambar berikut akan menyajikan Data Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 sebagai berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.18
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Kabupaten Donggala memeliki penduduk cukup heterogen, namun kerukunan hidup beragama nampaknya sangat terjaga dengan baik sehingga hubungan antar umat beragama terjalin dengan mesra. Hal ini terlihat dari tumbuhnya fasilitas peribadatan bagi semua pemeluk agama yang ada dan bertambahnya jumlah rohaniawan dari masing-masing agama. Data jumlah sarana ibadah menurut agama di Kabupaten Donggala tersaji pada Tabel berikut.
Tabel 2.65
Jumlah Sarana Ibadah Menurut Agama
Di Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Mesjid
	378
	388
	388
	388
	388

	Mushallah
	115
	127
	127
	127
	127

	Langgar
	2
	10
	10
	10
	10

	Gereja
	101
	152
	152
	152
	152

	Gereja (Katolik)
	8
	8
	8
	8
	8

	Pura
	22
	35
	35
	35
	35

	Wihara
	1
	1
	1
	1
	1

	Jumlah
	627
	721
	721
	721
	721


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Kabupaten Donggala adalah merupakan daerah yang didiami oleh berbagai suku bangsa dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Berdasarkan agama yang dianut, maka pada Tahun 2013ini diketahui 88,39% penduduk memeluk agama Islam, 7,47% memeluk Agama Protestan, 0,55% memeluk agama Khatolik, dan 3,55% memeluk agama Hindu dan sisanya memeluk agama Budha (0,04%).

3.d)  Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
Rumah tinggal yang sehat adalah rumah berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut; 1) Fasilitas air bersih, 2) Pembuangan air besar/tinja, 3) Pembuangan air limbah (air bekas) dan 4) pembuangan sampah. Keempat faktor tersebut merupakan prasyarat sebuah rumah tinggal sehat.
Tabel 2.66
 Persentase  Rumah  Tinggal  Bersanitasi
Kabupaten  Donggala  Tahun  2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	42,21
	46,89
	52,23
	57,51
	57,58

	Sulawesi Tengah
	44,36
	35,09
	40,72
	41,99
	-

	Nasional
	47,71
	44,19
	42,76
	41,11
	-


Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)

Kesadaran masyarakat akan pentingnya rumah tinggal berakses sanitasi dasar (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja) sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dengan makin bertambahnya jumlah rumah tinggal di Kabupaten Donggala yang mempunyai akses sanitasi (mempunyai fasilitas pembuangan air besar/tinja).
3.e) Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (11).png]
Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)

Gambar 2.19
Rasio Tempat Pemakaman Umum (TPU) Per Satuan Penduduk
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

3.f) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS)Per Satuan Penduduk
Pertumbuhan penduduk dan dinamika populasi penduduk di era global, diyakini akan meningkatkan kebutuhan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya cenderung menimbulkan ekses lain diantaranya berupa hasil sisa/sampah (west product). Masalah persampahan tersebut semakin menjadi luas dan memberikan pengaruh bagi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Selain pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan seluruh komponen yang ada, peran pemerintah daerah tetap diperlukan dalam rangka menyediakan fasilitas penanganan dan pengolahan persampahan dimaksud.Masalah persampahan sebagai bagian dari permasalahan lingkungan hidup juga menjadi fokus pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala.
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Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.20
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

3.g) Rasio Rumah Layak Huni
Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah perlu tetap berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak mampu, dengan tujuan untuk mendorong masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama. Rasio rumah layak huni merupakan jumlah rumah yang memenuhi kriteria layak huni untuk setiap 1000 penduduk. Kondisirumah penduduk yang dikelompokkan ke dalam rumah layak huni dan rumah tidak layak huni.
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Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.21
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

3.h) Rasio Pemukiman Layak Huni
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.22
Rasio Pemukiman Layak Huni
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013


3.i) Jalan Penghubung dari Ibukota KecamatanKe Kawasan Pemukiman Penduduk
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.23
Jalan Penghubung dari Ibukota Kecamatan
Ke Kawasan Pemukiman Penduduk Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.j) Panjang Jalan Dilalui Roda Empat

Tabel 2.67
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat
di Kabupaten Donggala Tahun 2009–2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Panjang Jalan
	1.096,09
	1.309,33
	1.343,22
	1.343,22
	1.350,52

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Rasio
	0,0040
	0,0047
	0,0048
	0,0047
	0,0047


Sumber: BPS Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 (diolah kembali)

3.k) Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.24
Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
3.l) Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran Pembuangan Air
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.25
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar dan Drainase/Saluran 
Pembuangan Air Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.m) Sempadan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau Bangunan Rumah Liar
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.26
Sempadan Jalan Jalan yang Dipakai Pedagang Kaki Lima atau 
Bangunan Rumah Liar di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.n) Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.27
Sempadan Sungai yang Dipakai Bangunan Liar
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.o) Drainasedalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (69).png]
Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.28
Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran
Air Tidak Tersumbatdi Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013



3.p) Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)

Gambar 2.29
Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan
Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013




3.q) Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.30
Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.r) Luas Lingkungan Pemukiman Kumuh
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.31
 Persentase Luas Pemukiman Kumuh
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

4). Perumahan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Perumahan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

4.a) Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Proporsi rumah tangga pengguna air bersih, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan urusan perumahan. Berdasarkan data perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Kabupaten Donggala periode waktu 2008-2013, mengalami perkembangan dimana pada tahun 2008 sebesar 51,11% kemudian meningkat menjadi 53,11% pada tahun 2009, lalu terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013 menjadi sebesar 70,67%. Lebih detail data Proporsi rumah tangga pengguna air bersih di Kabupaten Donggala disajikan pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.32
 Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Selanjutnya berdasarkan analisis relatifitas proporsi rumah tangga dengan air minum layak tercatat Kabupaten Buol memiliki posisi tertinggi sebesar 130,11%, yang kedua Kabupaten banggai Kepulauan sebesar 83,24%, yang ketiga Kabupaten Tojo Una-una sebesar 77,57% yang keempat Kabupaten Sigi sebesar 47,23%, yang kelima Kabupaten Morowali sebesar 35,40%, yang keenam Kabupaten Poso sebesar 34,93%, yang ketujuh Kota Palu sebesar 30,45%, yang kedelapan Kabupaten Donggala sebesar 28,15%, yang kesembilan Kabupaten Toli-toli sebesar 26,07%, yang kesepuluh Kabupaten Banggai sebesar 23,71%, yang kesebelas Kabupaten Parigi Moutong sebesar 18,68%.
Dari analisa diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian Kabupaten Donggala sebesar 33,84% berada pada zona merah, masih berada dibawah pencapaian provinsi sebesar 40,72% maupun nasional sebesar 42,76%.
Berdasarkan analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan air minum layak Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2008 sebesar 28,74% naik menjadi 34,19% tahun 2009 lalu menurun menjadi sebesar 24,42% ditahun 2010 dan mengalami kenaikan lagi menjadi 33,84% tahun 2011 kemudian terjadi penurunan menjadi sebesar 28.15% pada Tahun 2013. Dari analisa relevansi diatas dapat dijelaskan bahwa untuk tahun 2008-2013 pencapaian Kabupaten Donggala tidak relevan dengan pencapaian provinsi dan nasional,
Selanjutnya berdasarkan analisa efektifitas perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013, tampak trenline cenderung menurun walaupun tidak tajam dan pencapaian dari tahun ketahun masih berada dibawah 50,00%. Kondisi ini menggambarkan bahwa intervensi program untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan air minum layak belum berjalan efektif.

4.b) Rumah Tangga Pengguna Listrik
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Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.33
 Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Selanjutnya berdasarkan analisis relatifitas proporsi rumah tangga dengan akses listrik tercatat Kota Palu memiliki posisi tertinggi sebesar 99,74%, yang kedua Kabupaten Banggai sebesar 91,28%, yang ketiga Kabupaten Poso sebesar 89,10% yang keempat Kabupaten Parigi Moutong sebesar 88,66%, yang kelima Kabupaten Morowali sebesar 85,55% yang keenam Kabupaten Toli-toli sebesar 84,83%, yang ketujuh Kabupaten Sigi sebesar 78,40%, yang kedelapan Kabupaten Buol sebesar 78,01%, yang kesembilan Kabupaten Tojo Una-una sebesar 77,94%, yang kesepuluh Kabupaten Donggala sebesar 77,74%, yang kesebelas Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 74,21%.
Dari analisa diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian Kabupaten Donggala sebesar 77,74% berada pada zona merah karena masih berada dibawah pencapaian Provinsi sebesar 85,88% maupun Nasional sebesar 95,78%.
Sedangkan berdasarkan data perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses listrik Kabupaten Donggala periode 2008-2013, mengalami penurunan dari Tahun 2008 sebesar 76.48% sampai pata Tahun 2011 sebesar 72.09%, Kemudian meningkat menjadi 77,74% ditahun 2012.
Berdasarkan analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan akses listrik Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013 menunjukan perkembangan yang fluktuatif dimana pada tahun 2008 sebesar 76,48% menurun menjadi 75,75% tahun 2009 lalu menurun lagi menjadi 72,09% ditahun 2010 dan menurun menjadi 72,09% tahun 2011 kemudian meningkat hingga mencapai 77,74% tahun 2012.Dari analisa relevansi diatas dapat dijelaskan bahwa periode 2008-2013 pencapaian Kabupaten Donggala bila dibandingkan dengan pencapaian provinsi dan nasional tidak terjadi relevansi.
Selanjutnya berdasarkan analisa efektifitas perkembangan proporsi rumah tangga 

dengan akses listrik Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013, tampak trendline cenderung turun namun tidak signifikan. Kondisi ini menggambarkan bahwa intervensi program untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses listrik berjalan efektif dan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dan pencapaian dari tahun ketahun rata-rata antara 60,00% sampai 70,00%.

4.c) Rumah tangga ber-Sanitasi
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Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.34
 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Sedangkan Berdasarkan data perkembangan Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak, Kabupaten Donggala periode waktu 2008-2013, terus mengalami penurunan dari Tahun 2008 sebesar 43.76% sampai pata Tahun 2011 sebesar 48.39%, Kemudian meningkat menjadi 50,56% ditahun 2013.
Berdasarkan analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013 terjadi penurunan tiga tahun berturut-turut dari 40.04% Tahun 2008 menjadi sebesar 35,70% ditahun 2009, 35.02% ditahun 2010, dan 32.70% ditahun 2011, namun pada Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 36.65%.
Dari analisa relevansi diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Kabupaten Donggala belum relevan dengan pencapaian provinsi dan nasional.
Selanjutnya berdasarkan analisis relatifitas proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak tercatat Kota Palu memiliki posisi tertinggi sebesar 84,97%, yang kedua Kabupaten Poso sebesar 69,61%, yang ketiga Kabupaten Morowali sebesar 50,38%, yang keempat Kabupaten Buol sebesar 48,72%, yang kelima Kabupaten Banggai sebesar 48,66%, yang keenam Kabupaten Toli-toli sebesar 46,77%, yang ketujuh Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 43,83%, yang kedelapan Kabupaten Sigi sebesar 40,81%, yang kesembilan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 38,10%, yang kesepuluh Kabupaten Donggala sebesar 36,65%, yang kesebelas Kabupaten Tojo Una-una sebesar 36,51%.
Dari analisa diatas dapat digambarkan bahwa pencapaian Kabupaten Donggala sebesar 36,65% berada pada zona merah, masih berada dibawah pencapaian Provinsi sebesar 50,56% maupun Nasional sebesar 57,82%.
Berdasarkan analisis relevansi proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013 terjadi penurunan tiga tahun berturut-turut dari 40.04% Tahun 2008 menjadi sebesar 35,70% ditahun 2009, 35.02% ditahun 2010, dan 32.70% ditahun 2011, namun pada Tahun 2012 meningkat menjadi sebesar 36.65%
Dari analisa relevansi diatas dapat dijelaskan bahwa Pencapaian Kabupaten Donggala belum relevan dengan pencapaian provinsi dan nasional.
Selanjutnya berdasarkan analisa efektifitas perkembangan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013, tampak trenline cenderung menurun. Kondisi ini menggambarkan bahwa intervensi program untuk meningkatkan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak kurang berjalan efektif dan menunjukkan perkembangan yang kurang membaik juga pencapaian masih berada dibawah 50,00%.

4.d) Lingkungan Pemukiman Kumuh
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.35
Presentase Lingkungan Pemukiman Kumuh
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

4.e) Rumah Layak Huni
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.36
 Persentase Rumah Layak Huni
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
5). Penataan Ruang
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Urusan Pekerjaan Umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

5.a) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.37
Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

5.b) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.38
 Persentase Rumah Layak Hunidi Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

5.c) Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya
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Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.39
Jumlah Ruang Publik yang Berubah PeruntukannyaTahun 2008-2013
6). Perencanaan Pembangunan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Perencanaan Pembangunan Daerah salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

6.a) Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPDyang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
Tabel 2.68
Ketersediaan Dokumen Perencanaan RPJPD, RPJMD
dan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA / PERKADA
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber: BPS Kabupaten Donggalatahun 2009-2014 (diolah kembali)

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RenjaSKPD.	Ruang	lingkup	perencanaan pembangunan daerah yang ada harus memiliki prinsip satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan, perencanaan yang terintegrasi, serta perencanaan yang sesuai dinamika perkembangan serta kondisi dan potensi yang dimiliki.
Dalam kaitan tersebut seluruh produk perencanaan pembangunan di kabupaten Donggala selama 5(lima) tahun terakhir tersedia, Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) kabupaten donggala sebagai liding sektor dalam bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah terus melakukan tugas tersebut. 

7). Perhubungan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perhubungan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

7.a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Untuk jasa transportasi angkutan bis Kabupaten Donggala sebagai bagian dari memanfaatkan moda transportasi darat dengan Arus penumpang menggunakan kendaraan angkutan umum pada tahun ke tahun.
7.b) Rasio Izin Trayek
Seluruh angkutan umum yang beroperasi di Kota, wajib memiliki izin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum.Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 6(enam) bulan terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Donggala.

7.c) Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
Uji kelayakan operasional angkutan umum wajib dilakukan sebelum kendaraan dioperasikan baik kendaraan yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.
Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap jenis kendaraan, bak terbuka, angkutan umum, truk dan kendaraan bermotor yang dimodifikasi tipenya.Uji Kir ini dilakukan secara berkala untuk mobil yang layak beroperasi seperti, mobil bus, mobil barang dan yang lainnya dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji. Di Kabupaten Donggala, Uji Kir dilakukan di Dinas Perhubungan dan berdasarkan data yang ada menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun.

7.d) Jumlah Pelabuhan Laut /Terminal Bis
Fungsi perhubungan Laut adalah untuk memperlancar arus aksesibilitas antar daerah termasuk dalam hal pemasokan terhadap barang-barang kebutuhan dan pengiriman hasil produksi daerah. Sarana perhubungan Lautdi Kabupaten Donggala lebih bersifat untuk transportasi barang. Gambar berikut akan menyajikan jumlah pelabuhan Laut dan terminal bis di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.40
Jumlah Pelabuhan Laut dan Terminal Bis, tahun 2008-2013
7.e) Angkutan Darat
Tinggi rendahnya arus penumpang dan barang dalam suatu daerahmemberikangambaran dinamika perkembangan ekonomi dan perkembangan sosial daerah tersebut. Suatu daerah yang frekwensi arus perpindahan orang, barang dan jasanya rendah akan mengakibatkan daerah tersebut semakin tertutup, demikian sebaliknya. Gambaranarus penumpang dan barang di Kabupaten Donggala dalam beberapa tahun terakhir disajikan pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.41
 Persentase Angkutan Darat Terhadap Penumpang
Kabupaten Donggala tahun 2008-2013

7.f) Kepemilikan KIR Angkutan Umum
Kepemilikin Kir Anngkutan Umum merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh kendaraan umum sebelum beroperasi. Untuk itu kelayakan operasional angkutan umum wajib dilakukan sebelum kendaraan dioperasikan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum, keselamatan pemakai jalan dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.
Uji Kir dilakukan secara berkala setiap 6(enam) bulan untuk mobil penumpang, sama halnya yang berlaku terhadap mobil bus, mobil barang dan jenis kendaraan lainnya yang dioperasikan di jalan. Pemeriksaandan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil ujidilakukan oleh Dinas Perhubungan.

7.g) Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)
Dalam pengurusan Pengujian Kelayakan Angkutan Umum(Kir) tentunya membutuhkan waktu dalam melakukan pemeriksaan kelayakan sebelum dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala. 

7.h) Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum
Seluruh angkutan umum yang beroperasi diwajibkan untuk memiliki surat kelayakan laik jalan atau Kir. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan para pengguna jalan, sehingga ini dapat meminimalisir tingkat kecelakaan lalulintas. 
Biaya pengurusan Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (Kir) yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Donggala relatif bervariasi tergantung jenis kendaraan yang akan menjalan uji kelayakan.

7.i)  Persentase Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
Tingginya jumlah sarana transportasi baik kendaraan pribadi, angkutan darat dan kendaraan lainnya secara kuantitatif perlu ditunjang dengan ketersediaan rambu-rambu lalu lintas. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaann yang terjadi.

8). Lingkungan Hidup
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan lingkungan hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja penanganan sampah. Salah satu masalah yang dihadapi kota-kota di Indonesia khususnya di Kabupaten Donggala adalah masalah persampahan dan salah satu masalah persampahan yang cukup rumit dalam penyelesaiannya adalah pengadaan dan pengelolaan fasilitas tempat pembuangan sampah akhir (TPA) yang layak, baik secara teknis maupun non teknis.

8.a)  Persentase Penanganan Sampah
Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dinas Lingkungan dan Kebersihan telah melakukan upaya meningkatkan kebersihan lingkungan di Kabupaten Donggala. Upaya nyata yang dilakukan adalah dengan menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)di setiap Kecamatan, lokasi Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA) yang terfokus dan ketersediaan kendaraan pengangkut sampah.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.42
 Persentase Penanganan Sampah
Kabupaten Donggala tahun 2008-2013

8.b) Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat juga sangat tergantung kepada kemampuan layanan penyediaan air bersih ataupun tinggi rendahnya akses masyarakat untuk memperoleh air bersih, disamping usaha yang secara sadar dilakukan oleh masyarakat atas inisiatif sendiri. Secara umum kondisi terkini mengenai rumah tangga yang memperoleh akses air bersih di Kabupaten Donggala disajikan sebagai berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.43
 Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Kabupaten Donggala Tahun 2010-2013

8.c) Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
Pertumbuhan penduduk dan dinamika populasi penduduk di era global, diyakini akan meningkatkan kebutuhan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya cenderung menimbulkan ekses lain diantaranya berupa hasil sisa/sampah (west product). Masalah persampahan tersebut semakin menjadi luas dan memberikan pengaruh bagi sebagian besar aspek kehidupan manusia. Selain pentingnya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan seluruh komponen yang ada, peran pemerintah daerah tetap diperlukan dalam rangka menyediakan fasilitas penanganan dan pengolahan persampahan dimaksud.Masalah persampahan sebagai bagian dari permasalahan lingkungan hidup juga menjadi fokus pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala;
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Sumber: Donggala Dalam AngkaTahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.44
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
9). Pertanahan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanahan salah satunya dapat dilihat dari Persentase luas lahan bersertifikat. Indikator ini bertujuan untuk menggambarkantertib administrasi sebagai kepastian di dalam kepemilikan lahan. Semakin besar Persentase luas lahan bersertifikat menggambarkan semakin besar tingkat ketertiban administrasi kepemilikan lahan di suatu daerah. Administrasi pertanahan di Kabupaten Donggala sepertinya belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terbukti bahwa belum adanya data yang dapat menggambarkan hal tersebut sebagaimana berikut.

9.a)  Persentase Luas Lahan Bersertifikat
Total luas Lahan yang bersertifikat di Kabupaten Donggala tahun 2008 sampai tahun 2013 yaitu 5.816Ha. Dari luas lahan tersebut, terdapat 1588Ha lahan milik penduduk yang memiliki status atau berstatus sertifikat pada tahun 2008. Dengan demikian rasio penduduk memiliki lahan bersertifikat berkurang dari 0,42% pada tahun 2008 dari jumlah penduduk di Kabupaten Donggala. Data luas Lahan yang bersertifikat di Kabupaten Donggala tahun 2008 sampai tahun 2013 disajikan sebagaimana pada gambar berikut:
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.45
 PersentaseLuas Lahan Bersertifikat Kabupaten Donggala Tahun 2010-2013

9.b) Penyelesaian Kasus Tanah Negara
Dinas pertanahan Kabupaten Donggala dari tahun 2008 hingga tahun 2012 telah menyelesaikan kasus sengketa tanah sebanyak 64 kasus. Pencapaian tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan capaian penyelesaian 100%. Artinya seluruh kasus sengketa pertanahan yang terdaftar dapat terselesaikan. Jumlah Kasus yang terdaftar pada tahun 2012 sebanyak 35 kasus, dari jumlah kasus tersebut terselesaikan seluruhnya.

10). Kependudukan dan Catatan Sipil
Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Kabupaten Donggalaantara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, pasal 7 ayat (2) dan (3) disebutkan bahwa urusan administrasi kependudukan merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Kabupaten /Kota berkaitan dengan pelayanan dasar. Maksudnya adalah bahwa hasil kinerja dari urusan administrasi dan kependudukan tersebut, nantinya dapat dijadikan sebagai basis data untuk penyediaan pelayanan dasar, khususnya pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.
Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penanganan kependudukan di Kabupaten Donggalaantara lain: Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara terpadu, implementasi sistem administrasi kependudukan dimulai dari pembangunan, updating dan pemeliharaan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan, pemberian bimbingan dan supervisi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
Data tersebut menunjukkan bahwa tertib administrasi kependudukan belum berjalan secara optimal di Kabupaten Donggala. Akta yang lebih dominan dikeluarkan hanya berupa Akta Kelahiran, hal itupun proporsinya masih sangat rendah. Sementara akta-akta lainnya belum dapat berlangsung secara baik. Hal tersebut dapat terjadi karena masyarakat tidak melaporkan tentang perkawinan, kematian, maupun perceraian yang terjadi.Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kependudukan dan catatan sipil salah satunya dapat ditihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

10.a) Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Indikator untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Donggala, diantaranya adalah mengenai jumlah masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) terhadap jumlah penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kelompok tersebut yaitu warga negara berusia 17 tahun ke atas atau yang telah berkeluarga atau kurang dari 17 tahun yang telah menikah. Rasio tersebut hanya bisa disajikan data tahun 2011 dan 2012 hal ini disebabkan karena pada tahun sebelumnya pelaksanaan administrasi kependudukan yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2010 dilaksanakan oleh pihak ketiga.

Tabel 2.69
Rasio Penduduk Ber-KTP Per Satuan Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2019-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penduduk Usia > 17 yang Ber KTP
	10.587
	22.628
	9.267
	11.535
	5.687

	Jumlah Penduduk Usia > 17 atau Telah Menikah (wajib KTP)
	284.407
	288.087
	299.545
	313.888
	289.012

	Rasio
	0,04
	0,08
	0,03
	0,04
	0.02


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2009-2014 (diolah kembali)

10.b) Rasio Kartu Keluarga
Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat angka kelahiran. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk dalam suatu daerah dari waktu ke waktu.Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran lebih besar dari jumlah kematian.
Hingga tahun 2013 jumlah pengurusan akte kependudukan Kabupaten Donggala sebanyak 13.692 buah yang sudah terdaftar. Jumlah ini mengalamikenaikansecara signifikan dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 9.990 buah pada Tahun 2011. Sehingga jika dilihat dari Rasio Penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran tahun 2011sebesar 29 dan angka Rasio pada tahun 2012 sebesar 26. Gambar berikut akan disajikan Rasio Akta Kelahiran Per 1000 Pendudukdi Kabupaten Donggala selama kurun waktu tahun 2009-2013 sebagai berikut.
Tabel 2.70
Rasio Kepemilikan Kartu Keluarga
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penduduk Ber KK
	2.637
	11.336
	10.051
	9.990
	13.692

	Jumah Penduduk yang telah Menikah
	4.278
	4.394
	4.558
	4.749
	5.200

	Rasio
	0,0093
	0,0393
	0,0336
	0,0318
	0,047


Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka 2009-2014

10.c) Rasio Pasangan Berakte Nikah
Akte Nikah merupakan syarat mutlak kepemilikanya bagi pasangan yang telah menikah. Hal ini dilakukan dalam rangka petertiban administrasi kependudukandi Kabupaten Donggala. Berdasarkan data yang ada, tahun ke tahun jumlah pasangan nikah yang terdaftar terus memperlihatkan peningkatan. Hingga tahun 2012, jumlah pasangan menikah yang terdaftar sebanyak 399 pasangan. Dan yang memiliki akta nikah sebanyak 399 pasangan, sehingga dengan demikian rasio Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah dengan Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikahadalah 1,- Hal ini berarti bahwa setiap pasangan Nikah telah memiliki Akta Nikah. Gambaran kepemilikan akta nikah oleh pasangan yang menikah di Kabupaten Donggalatahun 2008-2013 secara detail disajikan sebagai berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.46
Rasio Pasangan Berakta Nikah
Kabupaten Donggala Tahun 2010-2013

10.d) Kepemilikan KTP
Seperti diketahui sebelumnya bahwa jumlah penduduk Kabupaten Donggala tahun 2011 sebesar 464.539 yang terdiri dari jumlah laki-laki 239.643 dan jumlah perempuan 224.896, dari tersebut terdapat sejumlah terdapat sebesar 303.417penduduk wajib memiliki KTP. Dari jumlah tersebut terdapat 125.339 jiwa memilik KTP.
Tabel  2.71
Data Persentase Kepemilikan KTP Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP
	 10.587 
	 22.628 
	 9.267 
	 11.535 
	5.687

	Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)
	178.769
	181.841
	188.321
	191.441
	289.012

	Rasio (1/2)
	 3,72 
	 7,85 
	 3,09 
	 3,67 
	0.02


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

10.e) Rasio Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk
Indikator ini merupakan gambaran tertib administrasi kependudukan.Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki Kelahiran.
Jumlah akte kelahiran dari tahun 2008-2013 sebanyak 50.811 buah. Tahun 2012 jumlah pengurusan akte kelahiran penduduk Kabupaten Donggala sebanyak 11.174 buah yang sudah terdaftar dan memiliki Akte Kelahiran. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu sebanyak 12.124 buah pada Tahun 2011. Penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran pada tahun 2008 sebanyak 6.321 jiwa, jumlah ini meningkat menjadi 6.680 buah pada tahun 2009. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai jumlah Akte kelahiran yang terdata pada dinas kependudukan di Kabupaten Donggala selama kurun waktu tahun 2008-2013.
Tabel 2.72
Rasio Akte Kelahiran Per Penduduk
Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran
	836
	12.600
	7.432
	9.523
	10.326

	Jumah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	289.012

	Rasio
	 3,04 
	 45,04 
	 26,28 
	 33,52 
	35,72


Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka Tahun 2008-2013

10.f) Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi
Tabel 2.73
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi 
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ketersediaan Database Kependudukan
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

10.g) Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Tabel 2.74
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK 
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
	Sudah
	Sudah
	Sudah
	Sudah
	Sudah


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

11). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, Tahun 2008 (16,66%), Tahun 2009 (16,66%), Tahun 2010 (16,66%), Tahun 2011 (16,66%), Tahun 2012 (16,66%), Tahun 2013 (16,66%).
b. Partisipasi perempuan di lembaga swasta, Tahun 2009 (47,66%), Tahun 2010 (48,35%), Tahun 2011 (49,25%), Tahun 2012 (50,2%), Tahun 2013 (51,87%).
c. Rasio KDRT, Tahun 2008 (0,15), Tahun 2009 (0,18), Tahun 2010 (0,53), Tahun 2011 (0,31), Tahun 2012 (0,58), Tahun 2013 (0,38).
d. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur, Tahun 2009 (8,18), Tahun 2010 (7,92), Tahun 2011 (7,75), Tahun 2012 (7,53), Tahun 2013 (7,30).. 
e. Partisipasi angkatan kerja perempuan, Tahun 2008 (88,90%), Tahun 2009 (74,67%), Tahun 2010 (37,13%), Tahun 2011 (100%), Tahun 2012 (92,60%), Tahun 2013 (95,30%).
f. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, Tahun 2008 s/d 2013 capaian 100%.

12). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera:
a. Rata-rata jumlah anak per keluarga dari Tahun 2008 s/d 2013 capaian 2 anak.
b. Persentase akseptor KB, Tahun 2009 (15,16%), Tahun 2010 (19,60%), Tahun 2011 (23,07%), Tahun 2012 (21,43%), Tahun 2013 (16,29%)
c. Cakupan peserta KB aktif, Tahun 2009 (33,748%), Tahun 2010 (36,662%), Tahun 2011 (36,038%), Tahun 2012 (41,062%), Tahun 2013 (42,342%)
d. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, Tahun 2008 (50,8%), Tahun 2009 (51,6%), Tahun 2010 (31,6%), Tahun 2011 (47,4%), Tahun 2012 (44,6%), Tahun 2013 (42,45%)

13). Sosial
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan sosial salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja:
a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (8 panti)
b. PMKS yang memperoleh bantuan sosial, Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (47,37%)
c. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, Tahun 2009 s/d Tahun 2013 (47,37%)
14). Ketenagakerjaan
Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) berbanding dengan penduduk usia kerja (15 tahun keatas) atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan ketenagakerjaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:


14.a) Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization), penduduk dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun atau lebih, seiring dengan program wajib belajar 9 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya selain bekerja).
Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.

14.b) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran yang menggambarkan perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dan dihitung dari jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100. Dengan kata lain bahwa, TPAK adalah rasio antara angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Semakin besar TPAK, maka semakin besar persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja, dan sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi TPAK antara lain: jumlah penduduk yang bersekolah, jumlah penduduk yang mengurus rumah tangga, struktur umur, dan tingkat pendidikan. 
Pada tahun  2012, jumlah penduduk usia kerja Kabupaten Donggala sebesar 172.132 jiwa. Dari angka jumlah penduduk usia kerja tersebut diketahui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Donggala pada tahun 2012 sebesar 58,52.  Angka tersebut menunjukan bahwa tingkat partisipasi dari angkatan kerja Kabupaten Donggala tergolong cukup tinggi. Artinya dari 100 orang penduduk berusia 15 tahun ke atas, sekitar 58,52 orang termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Tahun 2013 TPAK mengalami kenaikan satu point menjadi 59,87. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi dalam angkatan kerja serta banyaknya tenaga kerja yang tersedia di pasar kerja Kabupaten Donggala cukup tinggi. Dari angka tersebut mencerminkan pula bahwa sebagian penduduk usia kerja di Kabupaten Donggala tahun 2013 telah mendapatkan pekerjaan. TPAK kabupaten Donggala dari tahun 2008 hingga 2013 dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel 2.75
TPAK Kabupaten Donggala Tahun 2010-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	71,64
	68,61
	70,20
	74,69
	58,52
	59,87

	Sulawesi Tengah
	69,8
	69,3
	69,2
	73,8
	73,11
	-


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2011-2013 (diolah kembali)

14.c) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Pengangguran merupakan bagian dari dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja.Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenagakerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja.
Berdasarkan konsep tersebut, indikator ketenaga kerjaan yang digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka, yaitu jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Berdasarkan grafik berikut, diperoleh gambaran bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Donggala dalam tiga tahun terakhir (periode 2008-2013) berkisar sebesar 3,10-4,92%.
Tabel 2.76
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	TPT Donggala
	4,92
	3,39
	3,77
	3,14
	4,06
	6,01

	TPT Provinsi Sulteng
	5,45
	5,43
	4,61
	4,01
	3,93
	4,27

	TPT Nasional
	-
	-
	7,14
	6,56
	6,14
	5,92


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2011-2014 (diolah kembali)

15). Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Upaya mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan Usaha Ekonomi Rakyat dan Perkoperasian.Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut.

15.a)  Persentase Koperasi Aktif
Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.
Perkembangan lima tahun terakhirdapat disajikan dimana jumlah koperasi aktif pada tahun 2008 sebanyak 89 koperasi dari 181 koperasi yang terdaftar atau sebasar 49,17%. Angka tersebut menurunsecara jumlah menjadi 78 koperasi aktif dari 142 koperasi yang terdaftar, tetapi secara persentase mengalami kenaikan sebesar 54,93% pada tahun 2013.. Secara keseluruhan data jumlah koperasi yang aktif dari tahun 2008 hingga tahun 2013 terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 2.77
 Persentase Koperasi Aktif
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Koperasi Aktif
	89
	74
	74
	76
	76
	78

	Jumlah Koperasi
	181
	131
	132
	134
	138
	142

	Donggala
	49,17
	56,49
	56,06
	56,72
	55,07
	54,93

	Sulawesi Tengah
	67,91
	65,58
	68,44
	64,02
	64,45
	-


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Dalam rangka pemberdayan ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja, peran koperasi serta usaha kecil dan menengah sangat diperlukan. Semakin banyak koperasi aktif, maka diharapkan semakin berdaya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya angka kemiskinan serta angka pengangguran. Dengan kondisi menurunnya jumlah koperasi aktif dalam tahun terakhir, maka diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif agar pertumbuhan koperasi dapat menjadi lebih bergairah kembali.

15.b) Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM
Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan maupun badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM menunjukkan semakin besar kapsitas layanan pendukung yang tersedia untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Adanya kecenderungan peningkatan jumlah UKM di Kabupaten Donggala menunjukkan bahwa semakin banyak tersedianya layanan pendukung untuk menggerakkan perekonomian daerah.Sebagai gambaran ketersediaan UKM di Kabupaten Donggala disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.78
Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Donggala
	710
	594
	249
	289
	730
	1.933

	Sulawesi Tengah
	527.457
	646.272
	664.304
	672.913
	681.483
	-


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

15.c) Jumlah BPR/LKM
BPR sebgai salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu menjadikan penyaluran dana sebagai usaha. Sedangkan lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan non bank baik berupa koperasi maupun non koperasi yang bergerak pada usaha simpan pinjam atau di dalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil.
BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberi jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan usaha kecil. Semakin banyak ketersediaan BPR dan LKM akan semakin terbuka akses keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Adapun jumlah BPR/LKM di Kabupaten Donggala disajikan sebagai berikut.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (70).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.47
Jumlah Lembaga BPR/LKM
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

15.d) Usaha Mikro dan Kecil
Perkembangan jumlah koperasi dan UKM di Kabupaten Donggaladari tahun 2008 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2008, jumlah Usaha Mikro dan Kecilsebanyak 710Usaha Mikro dan Kecil, mengalami kenaikan sebanyak 1.933Usaha Mikro dan Kecilpada tahun 2013.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.48
Jumlah Usaha Mikro dan kecil Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

16). Penanaman Modal
Modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Pada prinsipnya penanaman modal diyakini akan dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak dan bukan hanya investor, tetapi juga bagi perekonomian local serta bagi Negara asal investor. Kebijakan daerah untuk mengundang investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi import, serta diharapkan akan terjasi alih teknologi dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta memberikan peluang bagi peningkatan mutu SDM daerah.
Gambaran urnum kondisi daerah terkait dengan urusan penanaman modal salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

16.a) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Hampir semua daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota membutuhkan modal baik modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka peningkatan pembangunan dalam suatu daerah karena baik modal dalam negeri maupun modal asing merupakan suatu hal yang semakin penting bagi pelaksanaan pembangunan suatu daerah. Sehingga kehadiran investor nampaknya tidak mungkin dihindari, namun kehadiran investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya.
Penanaman modal memberikan keuntungan kepada semua pihak, tidak banya bagi investor saja, tetapi juga bagi perekonomian di tempat modal itu ditanamkan serta bagi negara asal para investor.Kebijakan mengundang investor, terutama investor asing adalah untuk meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Donggala.

17). Kebudayaan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kebudayaan salah satunya dapat diiihat dari indikator kinerja "jumlah sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya serta jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan".Penyelenggaraanurusan kebudayaan di Kabupaten Donggala terlihat dari ketersediaan sarana prasarana penyelenggaraan seni dan budaya serta intensitas kegiatannya, dan keberadaan situs serta kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

18). Kepemudaan dan Olahraga
Pelaksanaan urusan kepemudaan dan keolahragaan didukung melalui beberapa program yaitu peningkatan peran serta kepemudaan, peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
Pembinaan terhadap generasi muda dilakukan dengan melakukan fasililtasi untuk memenuhi kebutuhan dalam pengembangan jiwa kewirausahan dan kemandirian bagi pemuda dengan harapan pemuda tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal sebagai pekerja/pegawai namun sanggup menjadi entrepreneur sejati yang dapat bertahan dalam persaingan di era global.
Untuk bidang olahraga pembinaan dilakukan dengan mengidentifikasi potensi dan bakat bidang olahraga baik bagi pelajar maupun masyarakat luas melalui proses seleksi, pembinaan dan kompetisi-kompetisi olahraga di tingkat provinsi yang akan dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi tingkat regional maupun nasional. Pembangunan dan pembinaan olahraga harus didukung dengan kesiapan tenaga pelatih, sarana dan prasarana, serta fasilitas lain yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

18.a) Jumlah Organisasi Pemuda
Pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan selama tahun 2008-2013 dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut: Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda, Program Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga.
Tabel 2.79
Jumlah Organisasi Pemuda
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Organisasi Pemuda 
	30
	120
	30
	75
	76
	60


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

18.b) Jumlah Organisasi Olahraga
Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Di Kabupaten Donggala terdapat 25 cabang olahraga yang secara formal organisasinya bernaung di bawah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cabang Donggala. Setiap cabang terdapat beberapa organisasi olahraga yang dibentuk oleh masyarakat dan secara formal diakui
Tabel 2.80
Jumlah Organisasi Olahraga
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah organisasi Olahraga
	8
	10
	18
	10
	12
	8


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

18.c) Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Jumlah kegiatan pemuda adalah kegiatan dalam bentuk formal yang dibentuk oleh sekelompok pemuda dalam bidang kepemudaan. Hingga tahun 2012 di Kabupaten Donggala terdapat 110 jumlah kegiatan kepemudaan. Data jumlah kegiatan kepemudaan Kabupaten Donggala Tahun 2008-2012 tersaji pada Tabel berikut.



Tabel 2.81
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2012
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	Jumlah organisasi olahraga
	4
	3
	4
	3
	2


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)


18.d) Jumlah Kegiatan Olahraga
Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olahraga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Secara umum frekwensi kegiatan kepemudaan di Kabupaten Donggala khususnya yang merupakan kegiatan bersifat tetap sebagai agenda rutin tahunan organisasi kepemudaan antara lain kegiatan yang dilaksanakan oleh KNPI, OKP-OKP, dan organisasi kepemudaan lainnya seperti kegiatan olahraga dapat dikatakan masih sangat rendah.
Tabel 2.82
Jumlah Kegiatan Olahraga
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah kegiatan Olahraga 
	8
	8
	26
	13
	15
	10


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)


18.e) Rasio Gelanggang/Balai Remaja

Tabel 2.83
Rasio Gelanggang Olahraga Per Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Gelanggang
	4
	4
	8
	8
	8
	8

	Jumlah Penduduk
	296.396
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Rasio
	0,013
	0,015
	0,029
	0,028
	0,028
	0,028


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)



18.f) Rasio Lapangan Olahraga
Tabel 2.84
Rasio Lapangan Olahraga Per Penduduk
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Lapangan Olahraga
	402
	402
	402
	402
	402
	402

	Jumlah Penduduk
	296.396
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	1,36
	1,46
	1,44
	1,42
	1,41
	1,40


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

19). Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Sebagai konsekuensi predikat miniatur Daerah Kabupaten merasakan dampak adanya kemajuan dan heterogenitas kelompok masyarakat yang ada baik dari sisi agama, etnis/suku, budaya, bahasa, adat kebiasaan. Heterogenitas masyarakat tersebut menyebabkan Kabupaten Donggalamenyimpan berbagai potensi konflik sosial terutama konflik yang bernuansa agama, konflik antar suku, konflik antar golongan, konflik antar pengikut partai, konflik antara kebijakan pemerintah daerah dengan keinginan sebagian masyarakat dan lain sebagainya, banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal di antaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial masyarakat yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial. Dengan semakin berkembangnya arus informasi dan teknologi, juga menjadi pemicu kecenderungan untuk melakukan tindak kriminalitas dan kerawanan sosial di masa-masa mendatang khususnya kasus cyber crime.
Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perUndang-Undangan lainnya di wilayah Kabupaten Donggaladilakukan dengan pendekatan prepentif, preventif, persuasif dan represif. Pendekatan prempetif, preventif dan persuasif lebih diutamakan daripada pendekatan represif. Penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perUndang- Undangan lainnya dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu dengan sosialisasi, pemantauan, operasi non yustisi dan operasi yustisi. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perUndang-Undangan lainnya yang menjadi target, disosialisasikan kepada masyarakat, selanjutnya dipantau apakah masyarakat sudah memahami dan menaati Peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta peraturan perUndang- Undangantersebut.

20). Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian dapat terlihat dari indikator Penyelesaian dan penegakan PERDA, Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan.
Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain IKM, faktor keberhasilan bidang otonomi juga di ukur dari tingkat stabilitas keamanan dan keberhasilan penentasan kemiskinan dalam satu daerah serta pelayanan lainnya.

20.a) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong Praja merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas PEMDA dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan suatu daerah.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (38).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.49
Rasio Polisi Pamong Praja
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

20.b) Jumlah Linmas
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiiiki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas. Rasio jumlah linmas dapat menggambarkan kapasitas Pemerintah dalam memelihara ketentraman/ketertiban masyarakat, serta mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif.
Semakin besar rasio jumlah Linmas maka akan semakin besar ketersediaan Linmas yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.50
Rasio Petugas Linmas
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

20.c) Rasio Pos Siskamling Desa
Rasio pos siskamling per Desa/kelurahan dapat menggambarkan ketersediaan pos siskamling pada setiap Desa/kelurahan. Semakin besar rasio jumlah pos siskamling, akan semakin besar ketersediaan kapasitas pemerintah daerah dalarn memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.51
Rasio Pos Siskamling
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

20.d) Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggalaselama lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Donggalasebesar 7,87%, pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar 7,99%. Kemudian pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi kembali meningkat menjadi 7,54%. Sementara pada tahun 2011 pertumbuhan menurun menjadi 8,81 dan tahun 2012 meningkat lagi menjadi 8,95% hingga tahun 2013 menjadi 9,10%. Data tersebut disajikan pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.52
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

20.e) Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin

[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (43).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.53
Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Dengan melihat gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2008-2013jumlah penduduk miskin di Kabupaten Donggala mengalami penurunan, dimana pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 62.273 jiwa  menurun menjadi 52.007 jiwadi tahun 2009. Namun pada tahun 2010 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu menjadi 54.357 jiwa (19,43)%, dan pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 50.980 jiwa. Dan tahun 2012  jumlah penduduk miskin mengalami penurunan yaitu 49.190 jiwa. Data tahun 2013 jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan yaitu menjadi 39.400 jiwa.Dari perkembangan tersebut maka rata-rata penurunan angka kemiskinan selang Tahun 2008-2013 sebesar  0,95%.
20.f) Angka Kemiskinan
Garis kemiskinan Indonesia ditentukan oleh fungsi kompleks yang merupakan merupakan fungsi dari apa yang dibelanjakan orang miskin untuk berbagai jenis makanan hingga mencapai 2.100 kalori per hari, serta biaya yang terkait dengan puluhan kebutuhannonmakanan,termasuk perumahan, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Persentase penduduk miskin menunjukkan banyaknya penduduk yang berada di bawah gariskemiskinan.Data angka kemiskinan kabupaten Donggala tahun 2008-2013 disajikan sebagaimana gambar berikut:
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (44).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)
Gambar 2.54
Angka Kemiskinan Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Sebagaimana tersaji pada gambar di atas, pada periode tahun 2008-2013tingkat kemiskinan di Kabupaten Donggala mengalami perkembangan yang relevan dengan perkembangan yang dialami oleh provinsi Sulawesi Tengahdan perkembangan data nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari garis linear yang searah dimana untuk Kabupaten Donggalarata-rata penurunan angka kemiskinan lima tahun terakhir sebesar 0,95%.

20.g) Perbandingan Tingkat Kemiskinan
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.55
Peringkat Kemiskinan Kabupaten Donggala
Terhadap Kabupaten Se-Sulawesi Tengah, Tahun 2012
Sebagaimana data yang tersaji pada gambar di atas, perkembangan kemiskinan antar wilayah Kabupaten /kota di Provinsi Sulawesi Tengah tercatat pada tahun 2012 dimana persetase tertinti Kabupaten Tojo-Una-Una memiliki jumlah penduduk miskin sebesar 20,97%, disusul yang kedua Kabupaten Poso sebesar 18,46%, yang ketigaKabupaten Parigi Moutong sebesar 17,36%, yang keempat Kabupaten Morowali sebesar 17,25%, yang kelima Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 17,03%, yang keenam Kabupaten Donggala sebesar 17,02%, yang ketujuh Kabupaten Buol sebesar 15,99%, yang kedelapan Kabupaten Toli-Toli sebesar 14,12%, yang kesembilan Kabupaten Sigi sebesar 13,20%, yang kesepuluh Kabupaten Banggai sebesar 10,48% dan yang kesebelas Kota Palu sebesar 8,58%. Dari analisa diatas menunjukkan bahwa angka penduduk miskin Kabupaten Donggala masih cukup tinggi sebesar 17,02% (zona merah) dan berada diatas rata-rata provinsi sebesar 14,94% dan rata-rata nasional sebesar 11,66%. Untuk itu perlu diturunkan, paling tidak mendekati atau sama dengan rata-rata provinsi maupun rata-rata nasional.

20.h) Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Tabel 2.85
Cakupan Patroli Petugas Satpol PP
Kabupaten Donggala, Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah patroli petugas Satpol PP pemantauan dan penyelesaian pelanggaran K3 dalam 24 Jam
	1 Kali
	2 Kali
	2 Kali
	3 Kali
	4 Kali


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

20.i)  PersentasePetugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
	Gambar 2.56
 Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)
Kabupaten Donggala, Tahun 2008-2013

20.j) Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (46).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.57
Posisi Indeks Keparahan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan 
Kabupaten Donggala, Tahun 2008-2013

20.k) Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa
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Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.58
Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa
Kabupaten Donggala, Tahun 2008-2013

20.l) Sistim Informasi Manajemen Pemda

Tabel 2.86
Ketersediaan Sistem Informasi Manajemen Pemda
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2014
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Sistem Informasi Manajemen yang telah dibuat oleh Pemda
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)
20.m) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka dari itu pemerintah perlu terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima layanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan atau diharapkan.
Berkaitan hal tersebut di atas, mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 telah disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur di dalam menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakan pemerintah. Di samping itu data IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih memerlukan perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan survey mengenai indeks kepuasan layanan masyarakat. Sebagai gambaran pelaksanaan survey tersebut di Kabupaten Donggala disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.87
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Survey IKM di Pemda
	Blm Ada
	Blm Ada
	Blm Ada
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

21). Ketahanan Pangan
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan.
Sebagaimana arahan UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan bahwa kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Sedangkan, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Adapun ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
Hal itu berarti bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, harus mengutamakan produksi wilayah setempat dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah;1) ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;2) keterjangkauan pangan (distribusi) dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, terutama pada daerah rawan pangan, serta 3) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Dari ketiga aspek tersebut, sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan ditetapkan empat jenis pelayanan dasar yaitu ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan keamanan pangan, dan penanganan kerawanan pangan. Keterpaduan SPM Bidang Ketahanan Pangan dengan tiga aspek strategis diatas merupakan rekonstruksi kebijakan pangan menuju ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan melalui kerjasama kolektif dan sinergis diantara pihak-pihak terkait.

21.a) Regulasi Ketahanan Pangan
Tabel 2.88
Regulasi Kebijakan Ketahanan Pangan
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Regulasi tentang Kebijakan Ketahanan Pangan
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)

21.b) Ketersediaan Pangan Utama
Ketahanan pangan merupakan agenda penting di dalam pembangunan ekonomi. Kejadian rawan pangan menjadi masalah yang sangat sensitif dalam dinamika kehidupan sosial politik. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting bagi kita untuk mampu mewujudkan ketahanan pangan, khususnya di Kabupaten Donggala dengan berbasiskan kemandirian penyediaan pangan domestik. Kemandirian ini semakin penting di tengah kondisi yang mengalami krisis pangan, energi dan finansial.
Tabel 2.89
Rasio Ketersediaan Pangan Utama dan Konsumsi (Ton)
Di Kabupaten Donggala Tahun 2009–2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ketersediaan Pangan Utama Per Tahun 
	59.974
	62.990
	66.767
	58.057
	58.057

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Konsumsi (ton)
	39.026
	39.444
	39.634
	38.366
	38.366

	Rasio
	154%
	160%
	168%
	151%
	151%


Sumber : Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

21.c) Informasi Distribusi dan Harga Pangan
Distribusi pasokan pangan merupakan sistim penyebaran pangan yang merata keseluruh wilayah kecamatan/desa agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses pangan dengan harga yang sesuai, wajar dan terjngkau.
Distribusi pangan juga memberikan informasi terhadap harga, pasokan pangan dan akses pangan untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis kebijakan yang terkait dengan masalah distribusi pangan (data informasi harga).Adapun hasil yang telah dicapai adalah sebagai berikut 
Tabel 2.90
Informasi Distribusi dan Harga
Di Kabupaten Donggala Tahun 2009–2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Ketersediaan Informasi Distribusi dan Harga Pangan 
	40
	45
	50
	50
	60


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2009 - 2013

21.d) Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
Pola Konsumsi pangan berfungsi untuk mengarahkan agar pola pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu keanekaragaman, kandungan gizi, keamanan dan kehalalan, disamping juga efisiensi untuk mencegah pemborosan. Pola konsumsi pangan juga mengarahkan agar pemanfaatan pangan dalam tubuh (food utility) dapat optimal, dengan peningkatan kesadaran atas petingnya pola konsumsi beragam dengan gizi seimbang mencakup energi, protein, vitamin dan mineral.
Pola konsumsi dalam rumah tangga di pengaruhi oleh berbagai vaktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat untuk itu penanaman kesadaran pola konsusmsi yang sehat perlu di lakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non formal. Kesadaran yang baik akan lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkat usia dan aktivitasnya.
Tabel 2.91
Capain Skor Pola Pangan Harapan dan Jumlah Sample Pangan Segar
Di Kabupaten Donggala Tahun 2009–2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Skor PPH
	0
	69,2
	76,3
	84,8
	87,7

	Jumlah Sample Pangan Segar
	0
	0
	0
	0
	5


Sumber: Donggala Dalam Angkatahun 2009 - 2013
22). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat lebih di titik beratkan pada aspek pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan kapasitas pengembangan lembaga masyarakat dan pengembangan pola pembangunan partisipatif, pemantapan nilai-nilai sosial dasar bagi masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pengembangan partisipasi masyarakat dalampengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa salah satunya dapat dilihat dari Kelompok Binaan LPM, Kelompok Binaan PKK, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Posyandu.

23). Statistik
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kondisi statistik dapat dilihat dari ketersediaan dokumen statistik daerah. Dokumen statistik tersebut sangat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan perencanaan, perumusan kebijakan strategis daerah, serta bahan untuk evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan daerah.

23.a) Ketersediaan Dokumen Statistik
Salah satu instrumen analisis sebagai bahan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan penentuan/perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah adalah data/informasi statistik (data statistik). Ketersediaan dokumen statistik memudahkan pemerintah dalam mendapatkan data potensi daerah secara umum sebagai bahan evaluasi atas kinerja/pelaksanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.Salah satu dokumen statistik sebagaimana dimaksud di atas adalah Donggala dalam Angka, PDRB, IPM, Suseda, KecamatanDslam Angka, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan INK. Berikut adalah ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Donggala selama kurun waktu tahun 2008-2013.Keterseediaandokumen statistik di Kabupaten Donggala sebagai berikut.
Tabel 2.92
Ketersediaan Dokumen Statistik
Di Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kabupaten Dalam Angka
	√
	√
	√
	√
	√

	PDRB
	√
	√
	√
	√
	√

	IPM
	√
	√
	√
	√
	√

	Suseda
	√
	√
	√
	√
	√

	Kecamatan Dalam Angka
	√
	√
	√
	√
	√

	Indeks Gini Ratio
	√
	√
	√
	√
	√

	Input Ouput
	√
	√
	√
	√
	√

	IKM
	√
	√
	√
	√
	√

	IHK
	√
	√
	√
	√
	√


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
24). Kearsipan
Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaan asrip sesungguhnya teramat sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan arsip secara baku. Pada jajaran pemerintahan daerah pengelolaan arsip secara baku dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan kumpulan arsip yang dipandang penting namun karena keterbatasan sarana penyimpanan di SKPD di sediakan lembaga Kantor Arsip Daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kearsipan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

24.a) Pengelolaan Arsip Secara Baku
Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan kembali peristiwa/kejadian/kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya dianggap penting agar semua SKPD memerlukan atau melakukan pengelolaan arsip secara baku.Tabel berikut menyajikan Rasio SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku di Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 sebagai berikut;. 
Tabel 2.93
Rasio SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	SKPD yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku
	7
	10
	10
	19
	19

	Jumlah SKPD
	37
	39
	39
	39
	39

	Donggala
	0,19
	0,26
	0,26
	0,49
	0,49

	Sulawesi Tengah
	0,44
	0,46
	0,48
	0,48
	-


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

24.b) Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Dalam rangka peningkatan pengelolaan dokumen dan kearsipan, perlu melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola Arsip melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan terhadap pegawai pengelolah arsip pada setiap SKPD.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (48).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.59
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola Kearsipan Tahun 2008-2013
25). Komunikasi dan Informatika
Sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Dengan teknologi komunikasi dan informasi segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, efektif dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih dalam mengelola dan menikmati kehidupan. Selain itu, semua proses pelaksanaaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan statis menjadi digital, mobile, virtual serta personal, dengan demikian kecepatan kinerja akan lebih meningkat.
Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data daiam berbagai cara untuk menghasifkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan komunikasi dan informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan sarana/prasarana (teknologi) komunikasi dan informasi sebagai berikut.

25.a) Jumlah  Jaringan  Komunikasi
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (49).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.60
Jumlah Jaringan Komunikasi Donggala Tahun 2008-2013

25.b) Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (50).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.61
Rasio Wartel/Warnet Donggala Tahun 2008-2013
25.c) Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (51).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.62
Jumlah Surat Kabar Lokal/NasionalDi Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

25.d) Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (52).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.63
Jumlah Radio/TV Lokal/NasionalKabupaten Donggala Tahun 2008-2013

25.e) Ketersediaan Web Site Milik Pemerintah Daerah
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (73).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.64
Ketersediaan Web Site Milik Pemerintah Daerah, Tahun 2008-2013
25.f) Kegiatan Pameran/Expo

[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (74).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.65
Jumlah Pameran/Expo di DonggalaTahun 2008-2013

26). Perpustakaan
Urusan perpustakaan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam suatu daerah. Perpustakaan Daerah Kabupaten Donggala berusaha untuk memperbaiki kualitas layanan dan selalu berupaya agar masyarakat tertarik berkunjung ke perpustakaan. Untuk lebih meningkatkan layanan perpustakaan pada masyarakatlayanan perpustakaan dengan melakukan perbaikan baik dari sisi fisik, fungsi, maupun administrasi. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perpustakaan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

26.a) Jumlah perpustakaan
Perpustakaan merupakan wadah di mana didalamnya terdapat bahan bacaan untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan.Kabupaten Donggala tersedia 1(satu) gedung perpustakaan dalam memberikan pelayanan.
Banyaknya jumlah perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan, juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

26.b) Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per tahun
Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah.
Tabel 2.94
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun
	4.091
	5.936
	4.531
	1.725
	2.340

	Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000
	6.000

	Donggala
	0,68
	0,99
	0,76
	0,29
	0,39


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana pada Tabel di atas, Jumlah pengunjung perpustakaan hingga tahun 2013 sebanyak 2.340 orang dengan kapasitas pelayanan 6.000 orang tiap tahunnya. Jumlah pengunjung tersebut mengalami penurunan di banding tahun-tahun sebelumnya (2011-2013), dimana jumlah pengunjung cukup tinggi dan hampir memenuhi kapasitas Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani perpustakaan pertahun. 
Jumlah dan Rasio pengunjung perpustakaan tahun 2009 sebanyak 4.091 orang (0,68), tahun 2010 meningkat menjadi 5.936 orang (0,99) selanjutnya menurun tahun 2011 hanya 4.531 orang (0,76),menurun tajam tahun 2012 menjadi 1.725 orang dengan rasio 0,29 dan tahun 2013 naik menjadi 2.340 per jumlah populasi yang harus dilayani perpustakaan pertahun yaitu 6.000 orang.

26.c) Jumlah Ketersediaan Buku pada Perpustakaan
Sama halnya dengan ketersediaan jumlah perpustakaan, banyaknya jumlah ketersediaan buku pada perpustakaan dapat menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam memberikan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakan. Selain itu juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.
Tabel 2.95
Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Daerah
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan
	1.290
	951
	987
	4.435
	5.154

	Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah
	1.290
	2.274
	2.141
	13.932
	13.932

	Donggala
	1,00
	0,42
	0,46
	0,32
	0,37


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Pada Tabel di atas, terlihat Rasio Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah terhadap Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio koleksi buku tahun 2009 

sebesar 1,00.- dengan Jumlah koleksi judul buku yang tersedia sebanyak 1290 buku dan Jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan sebanyak 1290 buku. Kemudian meningkat pada tahun 2013 dengan rasio mencapai 0,37 sementara jumlah koleksi judul buku yang tersedia sebanyak 5.154 buku dan jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan sebanyak 13.932 buku pada tahun yang sama tahun 2013.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Layanan Urusan Pilihan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) urusan, yaitu:

1) Pertanian
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pertanian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; Produktivitas Padi, Palawija dan Perkebunan, kontribusi sektor pertanian, Sub-sektor Palawija terhadap PDRB, Sub-sektor perkebunandan cakupan kelompok tani yang diuraikan secara detail sebagai berikut:

1.a) Produktivitas Padi, Palawijadan Perkebunan
Tanaman pangan terdiri dari komoditas padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.Produktivitas tanaman padi pada Tahun 2013 sebesar 43,5 kuintal/ha dengan produksi sebesar 113.733 ton.Data perkembangan produksi Padi dan Palawija tahun 2009-2013 sebagai berikut.
Tabel 2.96
Produktivitas Padi danBahan Pangan Utama Lokal Lainnya
di Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenis Tanaman
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Padi
	44,58
	44,90
	46,55
	47,16
	43,5

	Jagung
	34,38
	35,22
	35,71
	35,77
	87,29

	Kedelai
	12,09
	14,37
	13,27
	13,14
	248,83

	Kacang Tanah
	15,69
	16,23
	16,24
	17,86
	17,86

	Kacang Hijau
	8,37
	8,40
	8,29
	8,39
	8,39

	Ubi Kayu
	158,23
	210,20
	206,11
	199,13
	199,13

	Ubi Jalar
	49,57
	105,77
	111,28
	108,52
	108,52


Sumber: Donggala Dalam Angka 2011-2013 (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2012 beberapa jenis tanaman palawija mengalami penurunan baik luaspanen, produksi maupun produktivitasnya jika dibanding tahun sebelumnya. kecuali tanaman kacang kedelai yang cenderung mengalami peningkatan yang fluktuatif baik luas panen maupun produksinya sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2013.Sementara untuk Produksi jagung pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 87,29%, yaitu dari 7.748Ton pada tahun 2012 menjadi 14.578 ton.



1.b) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB
Kabupaten Donggala memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Donggala. Kontribusi sektor pertanian, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten DonggalaAtas Dasar Harga Berlaku sebesar 2.206.682juta rupiah. Angkat tersebut mengalami peningkatan di banding tahun sebelumnya tahun 2012 sebesar 1.949.739 juta rupiah. Data kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 disajikan pada Tabel berikut;
Tabel 2.97
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013
	Uraian
	Dalam Jumlah Rupiah

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sektor Pertanian:
	

	- ADH Berlaku
	1.254.783
	1.405.947
	1.542.817
	1.707.062
	1.949.739
	2.206.682

	- ADH Konstan
	631.490
	676.904
	686.989
	718.042
	772.007
	829.651

	Jumlah Total PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	44,83
	43,95
	41,14
	39,48
	38,73
	37,51

	- ADH Konstan
	43,11
	42,82
	40,38
	38,79
	38,28
	37,73


Sumber: PDRB Kabupaten Donggala, tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Sebagaimana tersaji pada Tabel di atas, nilai kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Donggala dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Namun jika dicermati Persentase dari sektor ini, tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Persentase kontribusi sektor pertanian tahun 2013 sebesar 37,51%, angka tersebut mengalami penurunan jika dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 38,73%. Persentase kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun 2008-2013 terjadi penurunan sebesar 1,22%.

1.c) Kontribusi Sub-sektor Palawija terhadap PDRB
Tingginya nilai kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Donggala, tidak terlepas dari kontribusi sub-sektornya. Seperti halnya sub-sektor tanaman bahan makanan sangat menunjang termasuk sektor-sektor lainnya seperti; subsektor tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Tabel berikut akan disajikan Nilai dan Persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB harga berlaku dan harga konstan khususnya sub-sektor tanaman bahan makanan di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 sebagaimana berikut;




Tabel 2.98
Kontribusi Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan
Terhadap PDRB Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Dalam Jumlah Rupiah

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan
	

	- ADH Berlaku
	437.040
	481.022
	513.898
	575.393
	663.705
	761.404

	- ADH Konstan
	207.417
	219.761
	219.725
	231.146
	252.208
	272.877

	Jumlah Total PDRB
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	15,61
	15,04
	13,70
	13,31
	13,18
	12,94

	- ADH Konstan
	14,16
	13,90
	12,92
	12,49
	12,51
	12,41


Sumber: PDRB Kabupaten Donggala, tahun 2009-2014 (diolah kembali)

Kontribusi sub-sektor tanaman bahan makanan pada tahun 2013Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 761.404juta rupiah atau sebesar 12,94% dari total PDRB harga berlaku Kabupaten Donggala sebesar 5.882.456 juta rupiah pada tahun yang sama. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 663.705 juta rupiah dari total PDRB harga berlaku sebesar 5.033.999 juta rupiah pada tahun 2012.

1.d) Kontribusi Sub-sektor Perkebunan terhadap PDRB
Sub-sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Donggala adalah sub-sektor perkebunan. Kontribusi sub-sektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Donggala tahun 2013Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 835.579 juta rupiah atau sekitar 14,20% dari total PDRB Kabupaten Donggala pada tahun yang sama. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai Kontribusi Sektor Perkebunan di Kabupaten Donggala selama kurun waktu tahun 2008-2013.
Tabel 2.99
Kontribusi Sektor Perkebunan
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Dalam Jumlah Rupiah

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sektor Perkebunan:
	

	- ADH Berlaku
	506.271
	568.663
	614.407
	660.275
	749.929
	835.579

	- ADH Konstan
	235.129
	253.655
	250.340
	257.561
	274.276
	291.173

	Jumlah Total PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Subsektor Perkebunan terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	18,09
	17,78
	16,38
	15,27
	14,90
	14,20

	- ADH Konstan
	16,05
	16,04
	14,72
	13,91
	13,60
	13,24


Sumber: PDRB Kabupaten Donggala, tahun 2009-2014 (diolah kembali)

1.e) Cakupan bina kelompok petani
Gambaran bina kelompok tani mencakup jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan Pemda per jumlah kelompok tani yang ada di Kabupaten Donggala. Pada tahun 2008, jumlah kelompok tani di Kabupaten Donggala sebanyak 970 kelompok tani kemudian meningkat menjadi 1.025 kelompok tani. Hal tersebut menggambarkan, makin bertambahnya jumlah kelompok tani yang terbentuk di Desa-Desa dalam wilayah Kabupaten Donggala. Data cakupan bina kelompok tani disajikan sebagaimana pada Tabel berikut.
Tabel 2.100
Cakupan Bina Kelompok Tani
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kelompok petani yang mendapatkan Bantuan PEMDA
	-
	285
	320
	351
	351

	Jumlah Kelompok Tani
	1.025
	1.137
	1.175
	1.215
	1.215

	 Persentase
	-
	-
	25,07
	28,89
	28,89


Sumber: PDRB Kabupaten Donggala, tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana tersaji pada Tabel di atas, jumlah kelompok tani yang menerima bantuan Pemda pada tahun 2013 sebanyak 351 kelompok atau 28,89% dari 1.215 kelompok tani yang telah terbentuk di Kabupaten Donggala. Data tersebut meningkat 1,65% dari tahun sebelumnya. Data tahun 2012, jumlah kelompok tani yang menerima bantuan Pemda sebanyak 351 kelompok atau 27,23% dari 1.215 kelompok tani. 

2) Kehutanan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.a)  Persentase Hutan menurut Fungsinya
Tingkat penggundulan dan kerusakan hutan sekarang ini menyebabkan keprihatinan yang besar bagi semua pihak. Praktek illegal logging dan illegal trade, perambahan hutan, kebakaran hutan, pembukaan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan, pengelolaan hutan yang belum menerapkan azas kelestarian merupakan faktor utama penyebab kerusakan hutan.
Luas kawasan hutan di Kabupaten Donggala tahun 2012 tercatat seluas 693.736,73 Ha (atau sama dengan tahun 2008) yang terdiri dari Kawasan hutan lindung seluas 527.568,84 Ha (76,05%), terdiri atas hutan negara seluas 302.257,17 (43,57%) dan hutan rakyat seluas 225.311,84 (32,48%). Sementara untuk Hutan Budidaya seluas 166.167,89Ha (23,95%) terdiri atas; lahan sawah, perkebunan, tambak/kolam/tebat/empang, tegal/kebun, ladang/huma dan sementara tidak diusahakan. Untuk lebih lengkapnya mengenai Persentase pemanfataan fungsi hutan Kabupaten Donggala tahun 2012 digambarkan secara lengkap sebagaimana pada Tabel berikut.

Tabel 2.101
Luas  dan Persentase Hutan Menurut Fungsi Hutan
Kabupaten Donggala Tahun 2013
	No.
	Jenis Penggunaan
	Hutan

	
	
	Luas
	Persentase

	I.
	[bookmark: RANGE!B13]Kawasan Hutan Lindung
	527.568,84
	76,05

	1.
	Hutan Negara
	302.257,17
	43,57

	2.
	Hutan Rakyat
	225.311,84
	32,48

	II.
	Kawasan Budidaya
	166.167,89
	23,95

	1.
	Lahan Sawah
	14.055,00
	2,03

	2.
	Perkebunan
	70.942,89
	10,23

	3.
	Tambak/Kolam/Tebat/Empang
	3.635,00
	0,52

	4.
	Tegal/Kebun
	22.255,00
	3,21

	5.
	Ladang/Huma
	28.412,00
	4,10

	6.
	Sementara tidak diusahakan
	26.868,00
	3,87

	Total
	693.736,73
	100,00


Sumber: Donggala Dalam Angka, tahun2013 (diolah kembali)

2.b) Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Donggala memiliki potensi kehutanan yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor kehutanan terhadap capaian PDRB Kabupaten Donggala. Pada tahun 2013 kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten DonggalaAtas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 118.844 Juta dan berdasarkan Harga Konstan mencapai Rp 55.301. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Donggala tahun 2013Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 5.882.456 juta dan berdasarkan Harga Konstan mencapai Rp 2.198.967 juta. Dengan demikian dapat diketahui bahwaPersentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Donggala tahun 2013 sebesar 2,02%Atas Dasar Harga Berlaku dan 2,51% berdasarkan harga konstan. Walau tidak terlalu signifikan  Persentase kontribusi ini meningkat bila pada tahun berikut tahun 2012 yang mencapai 2,10%Atas Dasar Harga Berlaku dan 2,57%berdasarkan Harga Konstan.
Tabel 2.102
Nilai Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Dalam Jumlah Rupiah

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sektor Kehutanan:
	

	- ADH Berlaku
	66.788
	76.782
	85.705
	93.531
	105.508
	118.844

	- ADH Konstan
	40.292
	43.885
	46.842
	48.396
	51.749
	55.301

	Jumlah Total PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	2,39
	2,40
	2,29
	2,16
	2,10
	2,02

	- ADH Konstan
	2,75
	2,78
	2,75
	2,61
	2,57
	2,51


Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2014 (diolah kembali)
Seperti pada Tabel di atas, Persentase kontribusi sub-sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Donggalatahun ke tahun mengalami penurunan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun berdasarkan Harga Konstan. Namun jika dilihat dari nilai kontribusi sektornya, kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Kabupaten Donggalaterus mengalami penurunan setiap tahunnya khusunya di tiga tahun terakhir. 

3) Energi dan Sumberdaya Mineral
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Donggala di tinjau dari beberapa indikator capaian kinerja antara lain; Persentase pertambangan tanpa izin dan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kabupaten .

3.a) Jumlah Pertambangan tanpa Izin

[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (54).png]
Sumber: Donggala Dalam Angka tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.66
Jumlah Pertambangan Tanpa IzinKabupaten Donggala Tahun 2008-2013

3.b) Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB
Sektor pertambangan dan penggalian merupakan salah satu sektor andalan Kabupaten Donggala dalam rangka peningkatan Produk Domestik Regional Bruto. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Kabupaten Donggala selama kurun waktu tahun 2008-2013.
Tabel 2.103
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian
Terhadap PDRB Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013
	Uraian
	Dalam Jumlah Rupiah
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian:
	

	- ADH Berlaku
	97.899
	119.602
	193.501
	248.030
	326.779
	412.493

	- ADH Konstan
	57.412
	63.965
	75.075
	83.697
	98.217
	109.072

	Jumlah Total PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	3,50
	3,74
	5,16
	5,74
	6,49
	7,01

	- ADH Konstan
	3,92
	4,05
	4,41
	4,52
	4,87
	4,96


Sumber: Donggala Dalam Angka, tahun 2009-2014 (diolah kembali)

 Persentase kontribusi sector pertambangan dan penggalian Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2010 meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2009, di mana pada tahun 2010 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 5,16%, pada tahun 2011 sebesar 5,74%, juga pada tahun 2012 sebesar 6,49% dan pada tahun 2013 juga sebesar 7.01%. Demikian pula berdasarkan Harga Konstan, Persentase kontribusi sector pertambangan dan penggalian pada tahun 2013 meningkat bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya. Persentase kontribusi sector pertambangan dan penggalian tahun 2013 sektor pertambangan dan penggalian berkontribusi sebesar 4,96%.

4) Pariwisata
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pariwisata salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

4.a) Jumlah Kunjungan Wisata
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan gambaran potensi keuangan daerah pada umumnya mengandalkan unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi, maka daerah dapat menggali potensi sumber daya alam yang berupa obyek wisata. Pemerintah menyadari bahwa sektor pariwisata bukanlah merupakan sektor penyumbang terbesar dalam pendapatan daerah, tetapi berpotensi dalam meningkatkan PAD. Kabupaten Donggala masih mempunyai potensi alam dan seni budaya yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Dalam era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian daerah. Sektor ini dicanangkan selain sebagai salah satu penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah daerah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor ini. Salah satu kebijakan tersebut adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata yang ada sebagai daya tarik utama bagi wisatawan. Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan, yaitu sebagai penghasil devisa, meratakan dan meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan, memperkokoh persatuan, dan kesatuan, serta mengenal budaya bangsa.

4.b) Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
Pembangunan sektor pariwisata Kabupaten Donggala, memiliki potensi untuk dikembangkan hal ini terlihat dari aspek sumberdaya alam dengan obyek wisata dapat dikatakan cukup memadai.Kabupaten Donggala juga memiliki peluang untuk mengembangkan destinasi unggulan pariwisata dengan pariwisata budayanya di Sulawesi Tengah.Pengembangan-pengembangan obyek wisata terus dilanjutkan, untuk menarik wisatawan lokal dan mancanegara sebagai salah satu upaya dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Sektor parawisata terhadap PDRB Kabupaten Donggala yang bersumber dari Hotel/Penginapan dan Restoran/Rumah makan dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatan. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten disajikan sebagai berikut.
Tabel 2.104
Kontribusi Sektor Parawisata
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sektor Pariwisata:
	

	- ADH Berlaku
	13.007
	14.677
	16.272
	17.760
	20.073
	22.424

	- ADH Konstan
	5.408
	5.745
	6.008
	6.324
	6.652
	7.019

	Jumlah Total PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Sektor Parawisata terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	0,46
	0,46
	0,43
	0,41
	0,40
	0,38

	- ADH Konstan
	0,37
	0,36
	0,35
	0,34
	0,33
	0,32


Sumber: Donggala Dalam Angka, tahun 2009-2014 (diolah kembali)

[bookmark: _GoBack]Sayangnya potensi pariwisata yang begitu besar belum memberikan kontribusi yang mamadai pada penciptaan PDRB Kabupaten Donggala pada lima tahun terakhir, hal ini dapat dialihat Persentase kontribusi sector PariwisataAtas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2013 menurun bila dibandingkan dengan tahun 2012, di mana pada tahun 2013 sektor pariwisata berkontribusi sebesar 0,38%, pada tahun 2012 sebesar 0,20%, juga pada tahun 2011 sebesar 0,41% dan pada tahun 2010 juga sebesar 0,43%. Demikian pula berdasarkan Harga Konstan, Persentase kontribusi sector pariwisata pada tahun 2013menurun bila dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

5) KeLautan dan Perikanan
Gambaran umum penyelenggaraan urusan keLautan dan perikanan di Kabupaten Donggala diantaranya dapat dilihat dari tingkat produksi perikanan Laut, perairan umum, perairan air tawar dan air payau serta kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Donggala sebagaimana disajikan berikut;

5.a) Jumlah Produksi Perikanan
Total Produksi Perikanan di Kabupaten Donggala tahun 2008 tercatat sebesar 12.920 ton, yang terdiri atas perikanan Laut sebesar 12.862,50 ton dan perikanan perairan umum sebesar 57,51ton. Produksi ini meningkat jika dibanding dengan produksi tahun tahun 2012sebesar 18.888,89 ton. Selanjutnya perkembangan produksi perikanan Kabupaten Donggaladari tahun 2008 hingga tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Jumlah Produksi Perikanan
Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013 (Ton)
	Tahun
	Perikanan Laut
	Perairan Umum
	Budidaya
	Jumlah

	2009
	14.261,42
	-
	65,96
	14.327,37

	2010
	18.128,78
	-
	561,02
	18.689,79

	2011
	36.115,00
	-
	1.750,72
	37.865,735

	2012
	17.778,52
	22,10
	1.088,27
	18.888,89

	2013
	21.323,3
	10.651
	5.857,45
	37.873,75


Sumber: Donggala Dalam Angka 2009-2013

5.b) Cakupan Bina Kelompok Nelayan
Data mengenai jumlah kelompok Nelayan di Kabupaten Donggalayang dapat disajikan merupakan jumlah kelompok Nelayan tahun 2010yaitu sebanyak 32.061 kelompok Nelayan dan hingga data terakhir yang disajikan belum mengalami penurunan ataupun peningkatan jumlah kelompok Nelayan. Sementara data jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan dari pemerinta daerah belum tersedia data yang akurat.

5.c) Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB
Sektor perikanan merupakan sub-sektor pertanian yang memiliki potensi yang sangat besar. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Donggala pada tahun 2009 Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp 26.018,- atau 0,49% dari total PDRB menurut Harga Berlaku sebesar 5.332.677 dan berdasarkan Harga Konstan mencapai Rp 17.407 atau 0,68% dari Total PDRB senilai 2.546.302,- dari tahun ke tahun secara keseluruhan baik PRDB ADH Berlaku maupun PDRB ADH Konstan menunjukkan Persentase kontribusi yang terus meningkat. Data peningkatan kontribusi sub-sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Donggala tahun 2008-2013secara lengkap disajikan pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala Dalam Angka, tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.67
 PersentaseKontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB
Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013
Seperti pada Tabel di atas, kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Donggalatahun 2008Atas Dasar Harga Berlakusebesar 6,24% dan Atas Dasar Harga Konstan mencapai sebesar 6,93% dari total PDRB Kabupaten Donggala. Capaian tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,19%Atas Dasar Harga Berlakumenjadi 6,43%pada tahun 2012 dan meningkat sebanyak 0,18%Atas Dasar Harga Konstan menjadi 7,11% pada tahun yang sama tahun 2012.
6) Perdagangan
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja:

6.a) Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Donggala. Kontribusisector perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten DonggalaAtas Dasar Harga Berlakudan Atas Dasar Harga Konstanterus menerus mengalami peningkatan meskipun secara Persentase mengalami penurunan. Tabel berikut akan menyajikan gambaran secara lengkap mengenai kontribusi sektor Perdagangan (Perdagangan, Hotel dan Restoran) terhadap PDRB Kabupaten Donggalaselama kurun waktu tahun 2008-2013.
Tabel 2.106
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sektor Perdagangan
	

	- ADH Berlaku
	374.697
	423.257
	479.533
	565.592
	655.608
	756.659

	- ADH Konstan
	213.161
	228.994
	249.366
	282.396
	309.893
	336.158

	Jumlah PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan
	

	- ADH Berlaku
	12,39
	13,23
	12,79
	13,08
	13,02
	12,86

	- ADH Konstan
	13,55
	14,48
	14,66
	15,26
	15,37
	15,29


Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka 2014

Seperti pada Tabel di atas, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Donggalatahun 2012Atas Dasar Harga Berlaku mencapai 13,02% dan Atas Dasar Harga Konstan mencapai 15,37% dari total PDRB Kabupaten Donggala. Sementara Kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan sebesar 0,16% untuk harga konstan dibanding hasil kontribusi pada tahun 2013 untuk harga berlaku, sementara untuk harga konstan pada tahun 2013 juga mengalami penurunan sebesar 0,08.

6.b) Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal
Gambaran bina kelompok Pedagang/Usaha Informal mencakup jumlah kelompok Pedagang/Usaha Informal yang mendapat bantuan Pemda per jumlah kelompok Pedagang/Usaha Informal yang ada di Kabupaten Donggala. Cakupan 

bina kelompok tahun 2012, jumlah kelompok Pedagang/Usaha Informal di Kabupaten Donggala mengalami penurunan, hal ini disebabkan makin bertambahnya jumlah kelompok Pedagang/Usaha Informal dari tahun ke tahun dan minimnya jumlah Pedagang/Usaha Informal yang menerima bantuan dari Pemda. Data mengenai cakupan Pedagang/Usaha InformalKabupaten Donggala tahun 2008-2013 disajikan sebagaimana Tabel berikut.
Tabel  2.107
Cakupan Bina Kelompok Usaha Informal
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan Pemda
	-
	11
	20
	18
	10

	Jumlah kelompok pedagang/usaha informal
	139
	169
	661
	758
	756


Sumber: PDRB Kabupaten Donggala, tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Sebagaimana tersaji pada Tabel di atas, jumlah kelompok Pedagang/Usaha Informal tahun 2012 sebanyak 758 kelompok. Jumlah tersebut mengalami penurunan menjadi sebanyak 756 kelompok. Namun jika dilihat dari PersentasePedagang/Usaha Informalyang menerima bantuan Pemda pada tahun 2011 sebanyak 20 kelompok dari total jumlah kelompok sebanyak 1.758 kelompok Pedagang/Usaha Informalyang telah terbentuk di Kabupaten Donggala.

7) Perindustrian
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perindustrian salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja antara lain; pertumbuhan Indsutri, kontribusi sektor industri terhadap PDRB, kontribusi sub-sektor industri rumah tangga terhadap PDRB dan cakupan bina kelompok pengrajin yang dijelaskan secara detail sebagai berikut.

8.a) Pertumbuhan Industri
Kecenderungan membaiknya perekonomian nasional dan regional merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan sektor industri.Keadaanini cukupmenggembirakan karena indikator tersebut menunjukkanpeningkatan dari tahun sebelumnya. Makin bertambahnya jumlah perusahaan industri akan mempengaruhi daya serap tenaga kerja dan berdampakpada peningkatannilai tambahsektor industriterhadap pendapatan regionalKabupaten Donggala. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan Industri di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013dapat diilhat pada gambar di bawah ini.
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Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka 2013 (diolah kembali)
Gambar 2.68
Pertumbuhan Industri di Kabupaten Donggala
Tahun 2008-2013

Sebagaimana pada gambar di atas, Jumlah usahaindustri di Kabupaten Donggalasesuai data yang diperoleh tahun 2012 tercatat sebanyak 139usahayang terdiridari:Industri Aneka, Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Kimia serta IndustriHasilPertaniandan Kehutanan.Dari data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatanjumlah usahajika dibanding tahun 2013 sebanyak 315usaha sehingga tumbuh 129,5%. 

8.b) Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB
Sektor perindustrian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Donggala. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai Persentase kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Donggalaselama kurun waktu tahun 2008-2013.
Tabel 2.108
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sub-sektor Industri Rumah Tangga
	

	- ADH Berlaku
	59.610
	151.464
	158.992
	181.542
	200.421
	223.918

	- ADH Konstan
	38.754
	78.935
	77.420
	83.373
	87.084
	91.853

	Jumlah Total PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Konstribusi Sub-sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	2,13
	4,73
	4,24
	4,20
	3,98
	3,81

	- ADH Konstan
	5,01
	4,99
	4,55
	4,50
	4,32
	4,18


Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka 2014(diolah kembali)

Seperti pada Tabel di atas, tahun 2013 Persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten DonggalaAtas Dasar Harga Berlaku mencapai 3,81% dan Atas Dasar Harga Konstan mencapai 4,18%. Bila 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya (2008-2013) Persentase kontribusi sector ini mengalami fluktuasi kontribusi di dalam penciptaan PDRB baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan.

8.c) Kontribusi Sub-Sektor Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB
Seperti yang dijelaskan pada point di atas tentang Persentase kontribusi Industri terhadap PDRB Kabupaten Donggala, meskipun kontribusinya terhitung kecil dari tahun ke tahun namun peran sektor ini tidak terlepas dari kontribusi sub-sektor dibawahnya. Dalam hal ini sub-sektor industri rumah tangga. Berikut ini akan disajikan kontribusi sub-sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlakudan Atas Dasar Harga KonstanKabupaten Donggala tahun 2008-2013.
Tabel 2.109
Kontribusi Sub-sektor Industrian Rumah Tangga Terhadap PDRB
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
	Uraian
	Tahun
	

	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Kontribusi Sub-sektor Industri Rumah Tangga
	

	- ADH Berlaku
	59.610
	151.464
	158.992
	181.542
	200.421
	223.918

	- ADH Konstan
	38.754
	78.935
	77.420
	83.373
	87.084
	91.853

	Jumlah PDRB:
	

	- ADH Berlaku
	2.798.887
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	- ADH Konstan
	1.464.884
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	Persentase Konstribusi Sub-sektor Industri Rumah Tangga terhadap PDRB
	

	- ADH Berlaku
	2,13
	4,73
	4,24
	4,20
	3,98
	3,81

	- ADH Konstan
	5,01
	4,99
	4,55
	4,50
	4,32
	4,18


Sumber: Kabupaten Donggala dalam Angka 2014 (diolah kembali)

Tabel di atas menunjukan bahwa, hingga tahun 2013 Persentase kontribusi sub-sektor industrian rumah tangga terhadap PDRB Kabupaten DonggalaAtas Dasar Harga Berlaku mencapai 3,81% dan Atas Dasar Harga Konstan mencapai 4,18%. Persentase tersebut mengalami penurunan baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan jika dibandingkan dengan tahun-2010 dan 2011. Persentasekontribusi sub-sektor ini mengalami penurunan dimana pada tahun 2008 Persentase kontribusi sub sektor industri rumah tangga Atas Dasar Harga Berlakusebesar 2,13% dan Atas Dasar Harga Konstan sebesar 5,01% pada tahun yang sama.

8.d) Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Gambaran bina kelompok pengrajin mencakup jumlah kelompok pengrajin yang mendapat bantuan Pemda per jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Donggala. Berikut ini akan disajikan Data cakupan bina kelompok pengrajin disajikan sebagaimana pada gambar berikut.
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Sumber: PDRB Kabupaten Donggala, tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.69
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Sebagaimana tersaji pada gambar di atas, jumlah kelompok pengrajin di Kabupaten Donggala tahun 2008 sebanyak 81 kelompok pengrajin dan dari jumlah tersebut seluruhnya telah menerima bantuan dari pemerintah daerah. Perkembangan jumlah kelompok pengrajin hingga tahun 2013 telah mencapai 100 kelompok pengrajin. Dari data jumlah kelompok pengrajin yang tersaji sebagaimana pada gambar di atas, tahun ke tahun seluruhnya menerima bantuan dari Pemda. Dengan demikian, capaian cakupan bina kelompok pengrajin mencapai 100%.

8) Transmigrasi
Transmigrasi pada dasarnya merupakan strategi pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup dan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara terintegrasi dan lintas sektoral, dalam rangka pemerataan penyebaran penduduk dan tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Gambaran umum daerah terkait urusan transmigrasi diantaranya dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti perkembangan transmigran, perkembangan jumlah lokasi (UPT) dan peningkatan KTM.

8.a) Transmigrasi Umum
Kabupaten Donggalamerupakan salah satu daerah penerima transmigrasi yang sangat potensial di Sulawesi Tengah. Sebagai salah satu daerah penerima transmigrasi yang sangat potensial di Sulawesi Tengah, Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala hingga Tahun 2012 telah menempatkan sebanyak 9.102 Kepala Keluarga (KK) atau 37.269 jiwa transmigran.Jumlah tersebut terdiri dari 6.837 KK (27.967 Jiwa) Transmigran Umum dan 2.291 KK (9.302 Jiwa) Transmigran Swakarsa yang tersebar di Kecamatan Rio Pakava 3.472 KK, Kecamatan Banawa Selatan 392 KK, Kecamatan Tanantovea 50 KK, Kecamatan 

Sindue Tobata 50 KK, Kecamatan Sirenja 200 KK, Kecamatan Balaesang 255 KK, Kecamatan Balaesang Tanjung 200 KK, KecamatanDampelas 3.482 KK dan Kecamatan Sojol sebanyak 781 KK. Data Persentase transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Donggala tahun 2009-2013 dapat dilihat pada Tabel berikut ;
Tabel 2.110
 PersentaseTransmigrasi Swakarsa
Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Transmigran Umum
	9.137
	9.347
	9.547
	9.941
	10.141

	Jumlah Transmigran
	25.436
	25.646
	26.057
	26.451
	26.651

	Persentase
	35,92
	36,45
	36,64
	37,58
	37,58


Sumber: Donggala Dalam Angka, tahun2008-2013 (diolah kembali)

Berdasarkan data pada Tabel di atas, hingga tahun 2013 jumlah transmigrasi Swakarsa di Kabupaten Donggala sebanyak 10.141 jiwa atau sebesar 37,58%dari total transmigrasi di Kabupaten Donggala sebanyak 26.651 jiwa pada tahun yang sama. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya tahun 2012  yang jumlahnya hanya 9.941 jiwa. Jika dilihat dengan cermat peningkatan jumlah transmigrasi swakarsa juga terus meningkat dalam kurun waktu 2009-2013, dimana jumlah transmigran swakarsa yang ditempatkan sebanyak 9.137 jiwa pada tahun 2009 dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.141 jiwa.

2.4.Aspek Daya Saing Daerah
Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, ciri khas dan keunggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.
Gambaran umum kondisi daerah terkait Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah salah satunya dapat dilihat dari; Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga Per Kapita Sebulan (Pangan dan Non Pangan) dan Produktivitas Total Daerah :


a). Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita 
Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional, konsumsi penduduk dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi untuk makanan dan bukan makanan. Penggolongan ini digunakan untuk melihat tingkat urgensi kebutuhan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan masyarakat untuk mendahulukan kebutuhan makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, terjadi penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan atau peningkatan porsi yang dibelanjakan bukan untuk makanan.Dapat disimpulkan bahwa pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk menilai tingkat kesejahteraan (ekonomi) masyarakat dan perubahan komposisinya sebagai indikasi perubahan tingkat kesejahteraan.
Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.Untuk lebih jelasnya mengenai Angka KonsumsiRumah Tangga per Kapita (Pangan) Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Sumber: Donggala dalam Angka, tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.70
Angka KonsumsiRumah Tangga per Kapita (Pangan)
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Jika dilihat dengan seksama gambar di atas menunjukan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk pengeluaran makanan di Kabupaten Donggala mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2013Angka KonsumsiRumah Tangga per Kapita (Pangan) sebesar 1855%. Angka tersebut mengalami peningkatan jika dibanding Angka KonsumsiRumah Tangga per Kapita (Pangan)tahun 2008 yang hanya sebesar 10,39%.

b). Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Per Kapita 
Selain Indikator pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi Rumah Tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.Adapun Angka konsumsi rata-rata rumah tangga perkapita non pangan Kabupaten Donggala tahun 2008-2013ditunjukkan pada gambar berikut.
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Sumber: Donggala dalam Angka, tahun 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar 2.71
Angka Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan per Kapita
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Dari data yang tersaji pada gambar di atas, terlihat bahwa Persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita penduduk Kabupaten Donggala mengalami peningkatan pada periode 2008-2013 dengan peningkatan rata-rata sebesar 0,53% pertahun. Data pada tahun 2013Angka Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan per Kapita sebesar 47.75%, lebih tinggi jika dibanding Angka Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan per Kapita tahun 2008 sebesar 46.73%.

c). Produktivitas Total Daerah
Produktivitas total daerah dapat menggambarkan seberapa besar tingkat produktivitas tiap sektor dalam rangka mendorong perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kabupaten Donggala yang menunjang PDRB Kabupaten Donggala terdiri dari 9(sembilan) Sektor atau Lapangan Usaha, yaitu; Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Sewa dan Jasa Perusahaan, serta Jasa-Jasa. Dari ke-9(sembilan) Sektor tersebut, yang berkontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Donggala adalah Sektor Pertanian, disusul kemudian oleh Sektor Jasa-jasa, Perdagangan, Hotel dan Restoran. Sektor yang kontribusinya paling kecil adalah sektor/lapangan usaha listrik dan air bersih. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai produktivitas total daerah Per Sektor (ADH berlaku) di Kabupaten Donggala tahun 2010-2013.
Tabel 2.111
Produktivitas Total Daerah Persektor (ADH Berlaku)
Di Kabupaten Donggala Tahun 2010-2013
	No.
	Kabupaten/Kota
	2  0  1  0
	2  0  1  1
	2  0  1  2
	2  0  1 3

	
	
	( Rp Jutaan )
	%
	( Rp Jutaan )
	%
	( Rp Jutaan )
	%
	( Rp Jutaan )
	%

	1
	P D R B (Atas Dasar Harga Berlaku)
	3.750.271
	100
	4.430.109
	100
	5.033.999
	100
	5.882.456
	100,00

	
	Pertanian
	1.542.817
	41,14
	1.707.062
	38,86
	1.949.739
	36,45
	2.206.682
	36,45

	
	Pertambangan dan Penggalian
	193.501
	5,16
	248.030
	5,94
	326.779
	7,02
	412.493
	7,02

	
	Industri Pengolahan
	158.992
	4,24
	181.542
	3,92
	200.421
	3,56
	223.918
	3,56

	
	Listrik, Gas, dan Air Bersih
	10.986
	0,29
	11.757
	0,3
	13.112
	0,31
	14.505
	0,31

	
	K o n s t r u k s i
	300.358
	8,01
	366.599
	8,75
	438.250
	9,82
	526.750
	9,82

	
	Perdagangan, Hotel, dan Restoran
	495.805
	13,22
	583.352
	13,29
	675.681
	13,21
	779.083
	13,21

	
	Pengangkutan dan Komunikasi
	253.067
	6,75
	299.837
	6,73
	347.590
	6,76
	409.699
	6,76

	
	Keuangan, Sewa, dan Jasa Perusahaan
	83.888
	2,24
	95.678
	2,26
	105.379
	2,18
	119.349
	2,18

	
	Jasa-Jasa
	710.857
	18,95
	830.109
	19,95
	977.047
	20,69
	1.189.977
	20,69

	2
	Jumlah Angkatan Kerja
	135.530
	
	136.469
	
	136.469
	
	136.469
	


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2014 (diolah kembali)

2.4.2 Fasilitas Wilayah/lnfrastruktur
Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin lengkap ketersediaan infrastruktur, maka semakin kuat dalam menghadapi daya saing daerah.
Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari; aksesibilitas daerah, penataan wilayah, fasilitas bank dan non bank, ketersediaan air bersih, fasilitas listrik, ketersediaan Rumah Makan/Restoran serta ketersediaan penginapan.

a). Perhubungan
Ketersediaan fasilitas/infrastruktur perhubungan merupakan salah satu faktor salah satunya dapat dilihat dari indikator yang mempengaruhi dalam aspek Daya Saing daerah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu darah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi pula. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).
Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.
Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu darah menyebabkan jumlah perjalanan/mobilisasi yang dilakukan setiap individu semakin meningkat Oleh karenanya kebutuhan akan transportasi umum akan semakin tinggi pula. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana/prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel  2.112
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Di Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Panjang Jalan
	1.096,09
	1.309,33
	1.343,22
	1.343,22
	1.350,52

	Jumlah Kendaraan
	932
	1.540
	2.736
	4.804
	5.106

	Rasio
	1,18
	0,85
	0,49
	0,28
	0,27


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)

b). Penataan Ruang
Penataan wilayah di Kabupaten Donggala diatur di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Donggala tahun 2010-2030. Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan dan penataan kawasan. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Donggala, rencana pemanfaatan lahan dan penataan kawasan di Kabupaten Donggala terbagi ke dalam 2 (dua) kawasan, yaitu; kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi; hutan konservasi, sempadan, hutan lindung, ruang terbuka hijau dan perairan. Kawasan budidaya meliputi: kawasan budidaya berfungsi lindung (hutan produksi, tanaman tahunan/perkebunan, hutan rakyat); kawasan budidaya pertanian (pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, peternakan) dan kawasan budidaya non pertanian (kawasan pariwisata, kawasan peruntukan industri, kawasan pemerintahan/fasilitas umum, kawasan permukiman, kawasan perdagangan.

b.1). Ketaatan RTRW
Seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan, terdapat konsekuensi yang tidak bisa dihindari dalam pemanfaatan/tata guna lahan, yaitu tingginya rasio perubahan alih fungsi lahan. Hal ini ditandai dengan timbulnya pusat-pusat kegiatan baru seperti; kawasan industri, perdagangan/jasa dan tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman.
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Sumber: RTRW Kabupaten Donggala (diolah kembali)
Gambar 2.72
 Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah
Di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

Data sebagaimana pada gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini Persentaseketaatan terhadap rencana Tata Ruang Wilayah yaitu kesesuaian pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan RTRW sudah mencapai 80,00% yang diindikasikan dengan telah dilaksanakannya program pembangunan utama pada indikasi program utama RTRW di Kabupaten Donggala.

b.2). Luas Wilayah Produktif
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Sumber: RTRW Kabupaten Donggala (diolah kembali)
Gambar 2.73
Luas Wilayah Produktif di Kabupaten Donggala, Tahun 2008-2013

Gambar di atas memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan Persentase Luas wilayah produktif di Kabupaten Donggala berdasarkan RTRW Kabupaten tahun 2008-2013. Luas wilayah produktif di Kabupaten Donggala berdasarkan RTRW Kabupaten tahun 2008 mencapai 25,35% meningkat menjadi 29,68% pada tahun 2012 dan terus meningkat hingga tahun2013 menjadi 29,80%.

b.3). Luas Wilayah Industri
Peraturan Daerah tentang RTRWmenetapkan luasan kawasan menurut peruntukan dan fungsinya termasuk wilayah Industri, yang diutamakan untuk pengembangan kawasan yang mendukung komoditas unggulan Kabupaten Donggala. Kebijakan pengembangan komoditas unggulan pada pengembangan wilayah Kabupaten Donggaladiarahkan pada pengembangan agroindustri komoditas unggulan. PersentaseLuas wilayah industri di Kabupaten Donggala yang merupakan realisasi luas wilayah industri terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW tahun 2008 sampai tahun 2013dapat dilihat pada gambar berikut.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (62).png]
Sumber: RTRW Kabupaten Donggala (diolah kembali)
Gambar 2.74
 Persentase Wilayah Industri di Kabupaten DonggalaTahun 2008-2013

Seperti pada Gambar di atas, Luas wilayah industri di Kabupaten Donggala sesuai dengan RTRW sampai tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2008 baru mencapai 0,14% kemudian meningkat tahun 2009 menjadi 0,27% dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 0,29% kemudian meningkat lagi pada tahun 2011 sebesar 0,31% dan tahun 2012 mencapai 0,32% serta terakhir tahun 2013 mencapai 0,33%.

b.4). Luas Wilayah Kebanjiran
Peristiwa banjir erat kaitannya dengan musim penghujan dan pola penggunaan/pengelolaan lahan atas hinterland-nya. Persentase luas wilayah kebanjiran terhadap luas wilayah budidaya di Kabupaten Donggala yang pada umumnya melanda wilayah yang memang merupakan kawasan rawan banjir sebagaimana ditetapkan pada RTRWP Kabupaten dan merupakan kawasan sentra produksi pangan sehingga jika tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat menurunkan produktifitas komoditas pertanian dan perikanan. Data wilayah kebanjiran sesuai dengan RTRW tahun 2008 sampai tahun 2013dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber: RTRW Kabupaten Donggala (diolah kembali)
Gambar 2.75
 Persentase Wilayah Kebanjiran
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013
b.5). Luas Wilayah Kekeringan
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Sumber: RTRW Kabupaten Donggala (diolah kembali)
Gambar 2.76
 Persentase Wilayah Kekeringan
di Kabupaten Donggala Tahun 2008-2013

b.6). Luas Wilayah Perkotaan
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Sumber: RTRW Kabupaten Donggala (diolah kembali)

Gambar 2.77
 Persentase Wilayah Perkotaan di Kabupaten Donggala
Tahun 2008-2013

c). Infrastruktur Penunjang
Ketersediaan infrastruktur penunjang pembangunan, khususnya bidang ekonomi seiring dengan pesatnya perkembangan pembangunan. Tingginya dinamika suatu daerah akan dipenguruhi oleh banyak faktor penunjang termasuk ketersediaan bank, asuransi dan lembaga keuangan lainnya.

c.1). Jenis dan Jumlah Bank
Ketersediaan fasilitas bank dan non bank sangat penting dalam rangka menunjang aspek daya satng daerah. Dengan adanya fasilitas tersebut segala urusan berkaitan dengan jasa dan lalu lintas keuangan dapat berjalan dengan lancar. Indikator kinerja berkaitan dengan fasilitas bank dan non bank salah satunya dapat dilihat dari jenis dan jumlah bank serta cacang-cabangnya.
Jumlah Kantor Bank di Kabupaten Donggala sampai dengan tahun 2012 tercatat sebanyak 11(sebelas) unit Bank yang terdiri dari 3(tiga) Kantor Cabang Pembantu dan 8(delapan) Kantor Unit Pembantu yang tersebar di beberapa daerah Kecamatan di Kabupaten Donggala yaitu; Kecamatan Rio Pakava, Banawa, Banawa Selatan, Sirenja, Dampelas dan Sojol. Untuk lebih jelasnya jumlah dan status Bank di Kabupaten Donggaladapat dilihat pada Tabel di bawah ini.
Tabel 2.113
Jumlah dan Status Bank di Kabupaten Donggala
Tahun 2008-2013
	Nama Bank
	Status Bank
	Jumlah

	
	KCP
	KK
	Unit
	

	PT. BRI (Persero) Tbk.
	-
	-
	1
	1

	PT. BNI (Persero) Tbk.
	1
	-
	-
	1

	PT Bank Mandiri
	1
	-
	-
	1

	Bank Sulteng
	1
	-
	-
	2

	PT. BRI (Persero) Tbk.
	-
	-
	1
	1

	PT. Bank Danamon
	-
	-
	1
	1

	PT. BTN (Persero)
	-
	-
	-
	-

	PT. BRI (Persero) Tbk.
	-
	-
	2
	2

	PT. BRI (Persero) Tbk.
	-
	-
	1
	1

	PT. BRI (Persero) Tbk.
	-
	-
	1
	1

	PT BRI (persero) Tbk
	-
	-
	1
	1

	2013
	3
	-
	8
	11

	2012
	3
	-
	8
	11

	2011
	3
	1
	7
	11

	2010
	3
	1
	7
	11

	2009
	4
	1
	6
	11


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)

d) Lingkungan Hidup
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari Rumah tangga penggunaair bersih sebagaimana dijelaskan berikut;

d.1).  Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
Banyaknya Air Bersih yang diproduksi oleh perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Donggala Tahun 2013 sebesar 8.131.065 m³. Banyaknya air yang disalurkan kepada pelanggan sebanyak 7.726.456 m³, atau 95,02% dari total air yang di produksi. Data tahun 2013, Jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM Kabupaten Donggala sampai akhir Tahun 2013 tercatat sebanyak 55.380 pelanggan. Data Jumlah dan Persentaserumah tangga pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Donggala tahun 2008-2013 di sajikan sebagaimana Tabel berikut;



Tabel   2.114
 Persentase Rumah Tangga yang Mengunakan Air Bersih 
di Kabupaten DonggalaTahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Air Bersih
	22.842
	16.977
	23.773
	19.924
	55.380

	Jumlah Rumah Tangga
	66.808
	69.522
	70.252
	70.777
	71.302

	 Persentase
	53,14
	57,62
	62,21
	66,71
	70,67


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel di atas, terlihat jumlah rumah tangga pengguna Air Minum Bersih di Kabupaten Donggala sebanyak 55.380 rumah tangga atau sebanyak 70,67% dari jumlah rumah tangga di Kabupaten Donggala. Capaian tersebut naik sebesar 3.96% dari tahun 2012 sebesar 66,71%.

e) Komunikasi dan Informatika
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Komunikasi dan Informatika salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan daya listrik, Rumah tangga pengguna listrik dan penggunaan sarana telekomunikasi sebagaimana dijelaskan berikut;

e.1). Ketersediaan Daya Listrik
Penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk meningkatkan perekonomian serta memajukan kesejahteraan masyarakat Bila tenaga listrik telah dicapai pada suatu daerah atau wilayah maka kegiatan ekonomi dan kesejateraan pada daerah tersebut dapat meningkat. Terwujudnya pembangunan bidang ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan energi listrik. 
Hingga tahun 2012 tenaga listrik di Kabupaten Donggala masih di suplai dari PLTD Silae Palu. Jumlah pelanggan PLN di daerah ini sebanyak 44.289 pelanggan. Jumlah tenaga listrik yang terpakai/terjual pada Tahun 2012 sebanyak 62.503.429 KwH dengan nilai terjual sebesar 38,65 milyar rupiah.

e.2).  Rumah Tangga Menggunakan Listrik
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan fasilitas listrik salah satunya dapat dilihat dari Persentase jumlah rumah tangga yang mengunakan listrik. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai data rumah tangga yang menggunakan listrik selama tahun 2009-2013.
Tabel 2.115
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
di Kabupaten Donggala  Tahun   2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Listrik
	34.550
	27.903
	39.867
	44.289
	55.458

	Jumlah Rumah Tangga
	66.808
	69.522
	70.252
	70.777
	71.302

	Donggala
	74.12
	75,75
	76,48
	77,74
	77,78


Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)
e.3).  Telekomunikasi (HP/Telpon)
Perkembangan kegiatan pelayanan jasa telekomunikasi sangat tergantung pemanfaatannya pada tingkat masyarakat. Sub sektor telekomunikasi, kebutuhan akan informasi yang cepat menuntut tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hingga tahun 2012, ketersediaan sarana telekomunikasi seperti telepon genggam (HP) dan jasa telepon telah menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Donggala.
[image: C:\Users\ucer\Documents\Rinto\New Picture (66).png]
Sumber: Donggala dalam Angka 2009-2013 (diolah kembali)
Gambar  2.78
 Persentase Rumah Tangga yang  Menggunakan HP/Telpon
di Kabupaten Donggala Tahun  2008-2013

3.4.3. Iklim Berinvestasi
Investasi merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan pembangunan perekonomian. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Masuknya investor asing ke suatu wilayah, sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik dalam negeri suatu wilayah. Kondisi keamanan dan politik dalam negeri yang stabil merupakan modal penting dalam menarik minat investasi asing di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kabupaten Donggala.
Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja; Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha dan Status Desa ( PersentaseDesa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa).

a). Angka kriminalitas
Tindak kriminalitas akan memunculkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan seperti pencurian, penipuan, dan perampokan, maupun kekerasan dan kejahatan susila masih sering terjadi. Dengan masih adanya jumlah kejahatan yang tinggi ini, keleluasaan masyarakat untuk melakukan kegiatannya masing-masing menjadi terganggu. Oleh sebab itu upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama menjaga iklim berinvestasi di daerah.
Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga secara kuantitas dan kualitas tindak kriminalitas dapat diminimalisir.Angka kriminalitas dapat menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah angka kriminatitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat dalam suatu daerah.
Tabel 2.116
Angka Tindak Kriminal Menurut Jenisnya
di Kabupaten Donggala Tahun 2009-2013
	Jenis Tindak Kriminal
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Tindak kriminal yang terjadi
	377
	383
	316
	908
	908

	Jumlah Penduduk
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Rasio
	13,71
	13,69
	11,18
	31,96
	31,53


Sumber: Donggala dalam Angka 2011-2013 (diolah kembali)

b). Jumlah Demonstrasi
Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") merupakan sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Semakin sedikit jumlah demonstrasi, maka semakin tinggi tingkat kesepahaman dan semakin tinggi pula tingkat kestabilan kondisi keamanan suatu wilayah.

c). Kemudahan Perizinan
Investasi asing yang akan masuk ke suatu wilayah/daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh wilayah/daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kemudahan perizinan. Kemudahan perizinan suatu wilayah/daerah sangat menunjang dalam pembuatan proses administrasi suatu investasi.

d). Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak Daerah)
Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan usaha (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Sedangkan Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan).

e). Status Kelurahan 
Pembangunan Desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan mempercepat pertumbuhan Desa menjadi Desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional.Pembangunan Desa/kelurahan dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi perDesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Berdasarkan statusnya, Desa atau kelurahan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni Desa/kelurahan swadaya; Desa/kelurahan swakarya; dan Desa/kelurahan swasembada (berkembang). Di kabupaten Donggala tahun 2013  terdapat 9 (sembilan) kelurahan yang seluruhnya terdapat di wilayah Kecamatan Banawa yaitu Kelurahan Tanjung Batu, kelurahan Boya, kelurahan Labuan Bajo, kelurahan Maleni, kelurahan Ganti, kelurahan Gunung Bale.kelurahan Kabonga Kecil, kelurahan Kabonga Besar dan kelurahanBoneoge.
2.4.4 Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Manusia merupakan subyek dan obyek dalam pembangunan. Oleh karenanya pembangunan SDM harus benar-benar diarahkan dan ditingkatkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional dan mampu memanfaatkan, mengembangkan serta menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia salah satunyadapat dijelaskan sebagai berikut;

a). Kualitas Tenaga Kerja
Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

b). Tingkat Ketergantungan Penduduk
Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Sementara penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.
Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong daerah maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi Persentasedependency ratio maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan Persentasedependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Donggala tahun 2008-2013disajikan pada Tabelberikut.
Tabel  2.117
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Donggala
Tahun 2009-2013
	Uraian
	Tahun

	
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Jumlah penduduk Usia < 15 tahun
	108.836
	100.100
	101.174
	101.646
	103.011

	Jumlah penduduk Usia > 64 tahun
	8.231
	10.182
	10.292
	10.336
	10.480

	Jumlah Penduduk usia tidak produktif
	117.067
	110.282
	111.466
	111.982
	113.461

	Jumlah penduduk Usia 15-64 Tahun
	157.960
	169.473
	171.286
	172.132
	174.439

	Jumlah Penduduk 
	275.029
	279.756
	282.752
	284.113
	287.900

	Donggala
	74,11
	65,07
	65,08
	65,06
	65,04


Sumber: Donggala dalam Angka, tahun 2009-2013 (diolah kembali)

Rasio ketergantungan pada tahun 2013 mengalami penurunan, yakni dari 65.06% pada tahun 2012 menjadi 65.04% pada tahun 2013 atau menurun sebesar 0.02% dari tahun sebelumnya. artinya pada tahun 2013, setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang penduduk yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2012 penduduk usia kerja di Kabupaten Donggalamasih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah, sedangkan yang dimaksud struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  72  Tahun  2013 Tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (PWT). Dimana, PWT adalah pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
Kategori wilayah perencanaan atau wilayah program sangat penting artinya apabila dikaitkan dengan masalah-masalah kebijaksanaan wilayah, pada tingkat nasional atau wilayah, tata ruang perencanaan oleh penguasa nasional, wilayah difungsikan sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pembagian wilayah perencanaan disusun berdasarkan pada analisis kegiatan wilayah pembangunan sektoral yang terlokalisasi pada satuan lingkungan geografis. Wilayah perencanaan menetapkan suatu wilayah pengembangan dimana program-program pembangunan dilaksanakan. Dalam hal ini yang penting diperhatikan adalah pasokan koordinasi dan desentralisasi pembangunan wilayah dapat ditingkatkan dan dikembangkan. Wilayah perencanaan bisa dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota juga dapat antar wilayah Kabupaten misalnya Daerah Aliran Sungai (DAS) yang melalui dua Kabupaten.
Berdasarkan pembagian Satuan Wilayah Pembangunan di singkat SWP, Kabupaten Donggala terdiri dari empat satuan wilayah pembangunan 16 Kecamatan, 158 Desa, 9 Kelurahan dan 2 UPT. Jumlah desa yang terbanyak di Kecamatan Rio Pakava 14 Desa dan yang terkecil 5 Desa masing-masing di Kecamatan Banawa dan Sojol Utara. Lebih lengkapnya pada tabel dibawah ini disajikan jumlah wilayah Desa, Kelurahan dan UPT pada masing-masing wilayah Kecamatan pada tabel dibawah ini.
Tabel   2.118
Banyaknya Kecamatan, Desa, Kelurahan, UPT 
Menurut Satuan Wilayah Pembangunan
	No
	Kecamatan
	Status
	Jumlah
	Persentase
	Wilayah  Pembangunan
(WP)

	
	
	Desa
	Kelurahan
	UPT
	
	
	

	
1.
2.
	WP I Pusat Kota Donggala
Banawa 
Banawa Tengah
	
5
8
	
9
-
	
-
-
	
14
8
	
	
WP I

	Jumlah WP I
	13
	9
	-
	22
	13,02
	

	
3.
4.
5.
	WP II Pusat Kota Watatu
Banawa Selatan
Rio Pakava
Pinembani
	
19
14
9
	
-
-
-
	
-
-
-
	
19
14
9
	
	
WP II

	Jumlah WP II
	42
	-
	-
	42
	24,85
	

	
6.
7.
8.
9.
10.
	WP III Pusat Kota Toaya
Tanantovea
Labuan
Sindue
Sindue Tombusabora
Sindue Tobata
	
10
7
13
6
6
	
-
-
-
-
-
	
-
-
-
-
-
	
10
7
13
6
6
	
	

WP III

	Jumlah WP III
	42
	-
	-
	42
	24,85
	

	
11.
12.
13.
14.
15.
16.
	WP IV Pusat Kota Tambu
Sirenja
Balaesang
Balaesang Tanjung
Damsol
Sojol
Sojol Utara
	
13
13
8
13
9
5
	
-
-
-
-
-
-
	
1
-
-
1
-
-
	
14
13
8
14
9
5
	
	


WP IV




	Jumlah WP IV
	61
	-
	2
	63
	37,28
	

	Kabupaten Donggala
	-
	-
	-
	169
	100
	


 Sumber : BPS Kabupaten Donggala Dalam Angka 2013 (Diolah)
Gambaran data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa di WP IV berpusat di Kota tambu dengan 6 kecamatan, jumlah desa ditambah UPT 63 (37,28%), di WP III berpusat di Kota Toaya dengan 5(lima) jumlah kecamatan  jumlah 42 desa dengan nilai persentase masing-masing 24,85%, dan WP II berpusat di Kota Watatu dengan 3(tiga) jumlah 42 desa dengan nilai persentase masing-masing 24,85%, dan 2 (dua) Kecamatan, 22 desa/kelurahan (13,02%) yang berada di WP I. 
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Tabel  2.118
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
	No.
	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
	Capaian Pembangunan
	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
2013 

	
	
	
	

	
	
	2009
	2010
	2011
	2012
	

	 
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Pertumbuhan PDRB (%)
	7,92
	7,60
	8,81
	8,95
	9,04

	1.2
	PDRB Harga Berlaku (juta Rp)
	3.199.032
	3.750.271
	4.323.966
	5.033.999
	5.882.456

	1.3
	PDRB Harga Konstan (juta Rp)
	1.580.915
	1.701.128
	1.851.076
	2.016.656
	2.198.967

	1.4
	PDRB per kapita (juta Rp)
	11.72
	13.46
	15.34
	17.67
	20,43

	1.5
	Laju inflasi (%)
	6,05
	6,41
	3,52
	4,50
	6.88

	1.6
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan (%)
	81.09
	80.58
	81.97
	82.98
	83.78

	1.7
	Angka kriminalitas 
	4.69
	4.21
	4.06
	13.76
	8,71

	 
	 Fokus Kesejahteraan Sosial
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	69.4
	69.78
	70.32
	70.94
	71,10

	1.
	 Pendidikan
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.
	Angka melek huruf 
	94.14
	94.66
	94.69
	94.71
	95,85

	1.2.
	Angka rata-rata lama sekolah 
	7.52
	7.52
	7.54
	7.65
	7,65

	1.3.
	Angka partisipasi kasar :
	 
	 
	 
	 
	

	1.3.1
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
	119
	111.42
	104.74
	104.81
	119

	1.3.2
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
	70.63
	64.46
	77.21
	77.41
	81

	1.3.3
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
	48.1
	53.63
	43.63
	69.9
	51

	1.5
	Angka Partisipasi Murni :
	 
	 
	 
	 
	

	1.5.1
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
	95.15
	93.25
	91
	91.71
	97

	1.5.2
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
	62.99
	53.27
	58.92
	59.03
	60

	1.5.3
	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/MA/SMK/Paket C
	31.13
	34.76
	34.44
	44.31
	47,47

	2.
	Kesehatan
	 
	 
	 
	 
	

	2.1.
	Angka Kematian Bayi
	48.88
	32.00
	44.00
	31.00
	30,00

	2.2.
	Angka usia harapan hidup 
	64.90
	65.27
	67.93
	66.01
	66,82

	2.3.
	Persentase balita gizi buruk
	0
	1.14
	0.70
	2.13
	3,45

	3.
	Pertanahan
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Persentase penduduk yang memiliki lahan
	74
	74
	75
	75
	76


	4.
	 Ketenagakerjaan 
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	3.39
	3.77
	3.14
	4.06
	4,84

	4.2
	Jumlah Angkatan kerja (Jiwa)
	244,891
	135,530
	136,469
	136,469
	136,469

	 
	 Fokus Seni Budaya dan Olahraga
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Kebudayaan
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Jumlah grup kesenian
	29
	32
	35
	38
	18

	1.2
	Jumlah gedung kesenian
	1
	1
	1
	1
	1

	2.
	Pemuda dan Olahraga
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Jumlah klub olahraga
	48
	48
	52
	54
	54

	2.2
	Jumlah gedung olahraga
	3
	3
	3
	3
	3

	 
	ASPEK PELAYANAN UMUM
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Pelayanan Urusan Wajib
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Pendidikan
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.1
	Pendidikan dasar : 
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.1.1
	Angka partisipasi sekolah 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI
	94.61
	89.58
	103.04
	111.62
	119,3

	 
	- Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs
	78.81
	63.23
	64.23
	58.70
	84,81

	1.1.1.2
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah :
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- SD/MI
	76.77
	74.57
	69.40
	65.88
	1 : 118

	 
	- SMP/MTs
	54.07
	33.25
	38.69
	35.43
	1 :142

	1.1.1.3
	Rasio murid terhadap guru
	 
	 
	 
	 
	

	 
	- SD/MI
	19
	16
	27
	16
	1 : 32

	 
	- SMP/MTs
	20
	28
	11
	11
	1  : 36

	1.1.1.4
	Rasio guru/murid per kelas rata-rata Pendidkan dasar
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.2.
	Pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK )
	 
	 
	 
	 ;
	

	1.1.2.1
	Angka partisipasi sekolah
	57.66
	50.18
	64.95
	53.36
	57,60

	1.1.2.2
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah
	25.39
	12.78
	19.11
	17.44
	1 : 308

	1.1.2.3
	Rasio murid terhadap guru
	25.23
	20.96
	19.91
	17.50
	1 : 36

	1.1.2.4
	Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata 
	57,66
	57,70
	57,74
	57,80
	57,84

	1.1.2.5
	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)
	95.00
	95.01
	95.00
	95.00
	95

	1.1.3.
	Fasilitas Pendidikan:
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.3.1
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
	87.94
	91.10
	99.06
	99.03
	99,03

	1.1.3.2
	Sekolah pendidikan SMP/MTs. kondisi bangunan baik
	53.92
	95.31
	98.68
	97.18
	97.18

	1.1.3.3
	Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi bangunan baik
	18.92
	47.37
	41.38
	51.85
	51,85

	1.1.4
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 
	18.24
	18.53
	16.40
	21.87
	21,87

	1.1.5
	Angka Putus Sekolah :
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.5.1
	Angka Putus Sekolah SD/MI
	14.29
	15.79
	11.11
	9.68
	9,58

	1.1.5.2
	Angka Putus Sekolah SMP/MTs
	26.92
	27.20
	30.00
	32.63
	31,63

	1.1.5.3
	Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK
	10.57
	12.13
	13.08
	17.78
	42,4

	1.1.6
	Angka Kelulusan:
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.6.1
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI
	90.52
	90.52
	64.61
	69.41
	69,41

	1.1.6.2
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs
	70.76
	70.75
	90.52
	90.52
	90,52

	1.1.6.3
	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA/SMK
	70.77
	70.76
	70.75
	70.77
	70,77

	1.1.7
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
	86.51
	87.26
	87.25
	87.25
	87,25

	1.1.8
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
	98.29
	98.29
	98.29
	98.29
	98,29

	1.1.9
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
	87.77
	79.63
	98.37
	78.48
	78,48

	2.
	Kesehatan
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Rasio posyandu per satuan balita 
	12.89
	12.26
	12.73
	13.44
	14,7

	2.2
	Rasio puskesmas per satuan penduduk 
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0,05

	2.3
	Rasio Pustu per satuan penduduk 
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26
	0.26

	2.4
	Rasio Polindes per satuan penduduk 
	0.21
	0.20
	0.24
	0.22
	0.22

	2.5
	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 
	0.0036
	0.0035
	0.0035
	0.0035
	0,004

	2.6
	Rasio dokter per satuan penduduk 
	0.08
	0.08
	0.18
	0.17
	0,12

	2.7
	Rasio tenaga medis per satuan penduduk
	0.99
	1.05
	1.10
	1.60
	1,58

	2.8
	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
	69.92
	25.49
	61.09
	86.80
	89,54

	2.9
	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
	80.10
	85.60
	83.20
	83,20
	83,20

	2.10
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	69.50
	60.20
	78.10
	82.00
	86,00

	2.11
	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100

	2.12
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100

	2.13
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100

	2.14
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
	93.55
	98.68
	81.36
	81,36*
	81,36

	2.15
	Cakupan kunjungan bayi
	75.01
	80.5
	93.72
	93,72*
	85,72

	2.16
	Cakupan puskesmas
	87.50
	87.50
	87.50
	87.50
	93,75

	2.17
	Cakupan puskesmaspembantu
	48.32
	48.99
	48.67
	49.33
	48,00

	3.
	Pekerjaan Umum
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 
	56.16
	61.77
	67.95
	74.74
	75,79

	3.2
	Rasio Jaringan Irigasi
	0.07
	0.08
	0.09
	0.1
	0,11

	3.3
	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk 
	2.28
	2.58
	2.55
	2.54
	2,65

	3.4
	Persentase rumah tinggal bersanitasi 
	42.21
	46.89
	52.23
	57,51
	57,58

	3.5
	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk 
	27
	27
	28
	28
	28

	3.6
	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk 
	60
	64
	76
	80
	80

	3.7
	Rasio rumah layak huni 
	68
	70
	72
	74
	75

	3.8
	Rasio permukiman layak huni 
	65
	66
	67
	68
	70

	3.9
	Panjang jalan dilalui Roda 4 
	1.096,09
	1.309,33
	1.343,22
	1.343,22
	1.350,52

	3.10
	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)
	0.55
	0.61
	0.66
	0.71
	0,75

	3.11
	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam)
	56.16
	61.17
	67.95
	74.04
	75,02

	3.12
	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)
	47
	51
	55
	61
	61

	3.13
	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar
	16
	15
	14
	13
	12

	3.14
	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar
	18
	17
	16
	15
	14

	3.15
	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat
	62
	63
	64
	65
	65

	3.16
	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota
	72
	74
	76
	78
	78

	3.17
	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik
	62
	64
	69
	71
	71

	3.18
	Lingkungan Pemukiman kumuh
	35
	34
	33
	32
	31

	4.
	Perumahan
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Persentase Rumah tangga pengguna air bersih
	53.11
	57.62
	60.21
	63.71
	66,71

	4.2
	Persentase Rumah tangga pengguna Listrik
	74.12
	75.75
	76.48
	77.74
	77,78

	4.3
	Persentase Rumah tangga Ber-Sanitasi
	42.21
	46.89
	52.23
	57,51
	57,58

	4.4
	Persentase Lingkungan pemukiman kumuh
	35
	34
	33
	32
	31

	4.5
	Persentase Rumah layak huni
	68
	70
	72
	74
	74

	5.
	Penataan Ruang
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB 
	83
	87
	91
	94
	95

	5.2
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
	71
	74
	77
	80
	82

	5.3
	Ruang publik yang berubah peruntukannya 
	13
	10
	7
	5
	5

	6.
	Perencanaan Pembangunan
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	6.2
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	6.3
	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PEBUP
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	6.4
	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %
	90 %

	7.
	Perhubungan
	 
	 
	 
	 
	

	7.1
	Jumlah arus penumpang angkutan umum 
	
	
	
	
	

	7.1.1
	Penumpang Masuk
	5.220
	5.192
	5.374
	5.521
	5.756

	7.1.2
	Penumpang Keluar
	5.240
	5.174
	5.338
	5.696
	5.972

	7.2
	Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas
	
	
	
	
	

	7.2.1
	Kepemilikan KIR Angkutan Barang dan Penumpang
	416
	750
	875
	952
	1075

	7.2.2
	Ketersediaan Alat/Perlengkapan Keselamatan Jalan 
	0
	33
	33
	133
	233

	7.3
	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	
	
	
	
	

	7.3.1
	Jumlah Pelabuhan Laut / Tamabatan Perahu
	2
	2
	2
	6
	10

	7.3.2
	Jumlah Terminal
	9 
	5 
	5
	5
	5

	7.4
	Angkutan darat 
	1.655
	3.527
	3.627
	4.815
	5.106

	8.
	Lingkungan Hidup
	 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Persentase penanganan sampah 
	75
	78
	82
	85
	87

	8.2
	Persentase Penduduk berakses air minum
	53.11
	57.62
	60.21
	63.71
	66,71

	8.3
	Persentase Luas pemukiman yang tertata
	65
	66
	67
	68
	69

	8.4
	Pencemaran status mutu air
	Sesuai SKMT
	Sesuai SKMT
	Sesuai SKMT
	Sesuai SKMT
	Sesuai SKMT

	8.6
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.
	50 % 
	60 % 
	70 % 
	80 % 
	90%

	8.7
	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
	1/40 KK
	1/40 KK
	1/40 KK
	1/40 KK
	1/40KK

	8.8
	Penegakan hukum lingkungan 
	  90 %
	  90 %
	 90 % 
	 90 % 
	90%

	9.
	Pertanahan
	 
	 
	 
	 
	

	9.1
	Persentase luas lahan bersertifikat 
	51.26
	53.82
	55.43
	57.1
	58,18

	9.2
	Penyelesaian kasus tanah Negara
	 -
	5 
	1 
	3 
	1

	9.3
	Penyelesaian izin lokasi
	- 
	12 
	10 
	10 
	10

	10.
	Kependudukan dan Catatan Sipil
	 
	 
	 
	 
	

	10.1
	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk 
	0.0372
	0.0785
	0.0309
	0.0367
	0,0367

	10.2
	Rasio Penduduk Memiliki KK
	0.0093
	0.0393
	0.0336
	0.0318
	0,031

	10.3
	Jumlah pasangan berakte nikah
	37
	118
	37
	67
	67

	10.4
	Kepemilikan KTP
	3.72
	7.85
	3.09
	3.67
	3,67

	10.5
	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk 
	3.04
	45.04
	26.28
	33.52
	33,52

	10.6
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	10.7
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
	Belum
	Belum
	Sudah
	Sudah
	Sudah

	11.
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	 
	 
	 
	 
	

	11.1
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 
	16.66
	16.66
	16.66
	16.66
	16.66

	11.2
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta 
	47,66 
	48,35 
	49,25 
	50,2 
	51,87

	11.3
	Rasio KDRT 
	0.18
	0.53
	0.31
	0.58
	0,38

	11.4
	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur 
	8,18
	7,92 
	7,75 
	7,53 
	7,30

	11.5
	Partisipasi angkatan kerja perempuan
	74.67
	37.13
	100.00
	92.60
	95,30

	11.6
	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan 
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100,00

	12.
	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
	 
	 
	 
	 
	

	12.1
	Rata-rata jumlah anak per keluarga 
	 2
	2 
	2 
	2 
	2

	12.2
	Persentase akseptor KB 
	15,16
	19.60
	23.07
	21.43
	16,29

	12.3
	Cakupan peserta KB aktif
	33.748
	33.662
	36.038
	41.062
	42,342

	12.4
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
	51.6
	31.6
	47.4
	44.6
	42,45

	13.
	Sosial
	 
	 
	 
	 
	

	13.1
	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi
	8
	8
	8
	8
	8

	13.2
	PMKS yang memperoleh bantuan social
	47.37
	47.37
	47.37
	47.37
	47.37

	13.3
	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan social
	47.37
	47.37
	47.37
	47.37
	47.37

	14.
	Ketenagakerjaan
	 
	 
	 
	 
	

	14.1
	Angka partisipasi angkatan kerja 
	73.71
	76.19
	74.69
	74.69
	74,69

	14.2
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun 
Persentase jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan
	13.23
	9.33
	19.13
	31.15
	
31,15

	14.3
	Tingkat partisipasi angkatan kerja 
	73.71
	76.19
	74.69
	74.69
	74,69

	14.4
	Pencari kerja yang ditempatkan
	2.04
	15.07
	14.03
	9.39
	9,39

	14.5
	Tingkat pengangguran terbuka
	4.39
	3.67
	3.14
	4.84
	4,84

	14.6
	Keselamatan dan perlindungan
Persentase perusahaan yang mengikuti jmsostek
Program Pekerja yang mengikuti jamsostek
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	14.7
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00
	100.00

	15.
	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	 
	 
	 
	 
	

	15.1
	Persentase koperasi aktif 
	15,59
	16,26
	21,03
	52,88
	52,88

	15.2
	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 
	 6
	 6
	6 
	6
	6

	15.3
	Jumlah BPR/LKM 
	3
	3
	3
	3
	3

	15.4
	Usaha Mikro dan Kecil 
	591
	226
	258
	1.784
	1784

	16.
	Penanaman Modal
	 
	 
	 
	 
	

	16.1
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) 
	0
	12
	14
	15
	16

	16.2
	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) 
	0 
	 189  M
	200 M 
	 211 M
	 222 M

	16.3
	Rasio daya serap tenaga kerja
	0.00
	2.86
	5.10
	8.29
	8.29

	16.4
	Kenaikan Nilai Investasi PMDN/PMA
	 0
	 0
	 5 %
	 5 %
	 5 %

	17.
	Kebudayaan
	 
	 
	 
	 
	

	17.1
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya
	- 
	1 
	1 
	2
	3

	17.2
	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya
	3 
	3 
	3 
	3 
	3

	17.3
	Benda, Bangunan, struktur,Situs dan Kawasan yang diduga  Cagar Budaya yang dilestarikan
	- 
	- 
	- 
	1 
	1

	18.
	Kepemudaan dan Olahraga
	 
	 
	 
	 
	

	18.1
	Jumlah organisasi pemuda 
	22
	33
	45
	56
	60

	18.2
	Jumlah organisasi olahraga 
	10
	12
	14
	16
	18

	18.3
	Jumlah kegiatan kepemudaan 
	3
	4
	6
	6
	7

	18.4
	Jumlah kegiatan olahraga 
	8
	8
	8
	9
	10

	18.5
	Gelanggang/balai remaja (selain milik swasta)
	0.01
	0.03
	0.03
	0.03
	0.03

	18.6
	Lapangan olahraga
	1.46
	1.44
	1.42
	1.41
	1.41

	19.
	Kesatuan Bangsadan Politik Dalam Negeri
	 
	 
	 
	 
	

	19.1
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP
	7,45 
	8,12 
	8,80 
	9,49 
	12

	19.2 
	Kegiatan pembinaan politik daerah
	1 
	1 
	1 
	1 
	1

	20.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	 
	 
	 
	 
	

	20.1
	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk 
	5.3
	5.5
	5.6
	5.7
	6,2

	20.2
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk 
	26
	26
	27
	27
	28

	20.3
	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
	2.9
	3.1
	3.2
	3.3
	3,4

	20.4
	Pertumbuhan ekonomi 
	7.99
	7.54
	8.81
	8.95
	9-10

	20.5
	Kemiskinan 
	 
	 
	 
	 
	

	20.5.1
	Jumlah Penduduk Miskin
	52,007
	54,357
	50,980
	49,190
	39400

	20.5.2
	Persentase Penduduk Miskin
	18.91
	19.42
	18.03
	17.02
	16,59

	20.6
	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah
	ada
	ada
	ada
	ada
	
ada

	20.7
	Penegakan PERDA
	100
	100
	100
	100
	100

	20.8
	Cakupan patroli petugas Satpol PP
	1 Kali
	2 Kali
	2 Kali
	3 Kali
	4 Kali

	20.9
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten
	100
	100
	100
	100
	100

	20.10
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten
	0.51
	0.52
	0.53
	0.54
	0,56

	20.11
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001
	0.001

	20.12
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)
	83
	87
	91
	93
	93

	20.13
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik
	47
	51
	54
	57
	57

	20.14
	Sistim Informasi Manajemen Pemda
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	20.15
	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
	Belum Ada
	Belum Ada
	Belum Ada
	Belum Ada
	Belum Ada

	21.
	Ketahanan Pangan
	 
	 
	 
	 
	

	21.1
	Regulasi ketahanan pangan
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	21.2
	Ketersediaan pangan utama 
	21.11
	21.44
	22.28
	23.50
	23,50

	21.3
	Ketersedian informasi distribusi dan harga pangan
	40
	45
	50
	55
	45%

	21.4
	Skor PPH 
	0
	69,2
	76,3
	84,8
	68,18

	21.5
	penurunan konsumsi beras
	116/kg/kapita/ th
	116/kg/kapita/ th
	116/kg/kapita/ th
	116/kg/kapita/ th
	116/kg/kapita/ th

	21.6
	Presentase Sample Pangan Segar yang aman 
	0
	0
	0
	0
	10

	21.7
	Penurunan jumlah penduduk/daerah rawan pangan
	0
	23,1
	20,7
	18,9
	16,35

	22.
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	 
	 
	 
	 
	

	22.1
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) 
	148 
	148 
	148 
	167 
	167

	22.2
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 
	164 
	164 
	164 
	167 
	184

	22.3
	Jumlah LSM 
	 5
	6 
	7 
	7 
	7

	22.4
	LPM Berprestasi
	 -
	 -
	1 
	2 
	2

	22.5
	PKK aktif
	82 
	93 
	101 
	120 
	118

	22.6
	Posyandu aktif
	59 
	73 
	92 
	101 
	101

	23.
	Statistik
	 
	 
	 
	 
	

	23.1
	Buku ”kabupaten dalam angka”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.2
	Buku ”kecamatan dalam angka”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.3
	Buku ”PDRB kabupaten”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.4
	Buku ”PDRB kecamatan”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.5
	Buku ”IPM”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.6
	Buku ”Inkesra”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.7
	Buku ”Statistik Pertanian”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.8
	Buku ”Inflasi Kabupaten”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.9
	Buku ”Indikator Ekonomi”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	23.10
	Buku ”Indikator Kesejahteraan Rakyat”
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada
	Ada

	24.
	Kearsipan
	 
	 
	 
	 
	

	24.1
	Persentase SKPD Pengelolaan arsip secara baku 
	0.19
	0.26
	0.26
	0.49
	0,49

	24.2
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan
	4
	4
	4
	4
	4

	25.
	Komunikasi dan Informatika
	 
	 
	 
	 
	

	25.1
	Rasio Ketersediaan Akses Informasi dan komunikasi Pada Desa
	
	
	
	
	

	25.1.1
	Jumlah Desa yang dapat diakses memlaui Tlp/HP
	50
	60
	75
	80
	85

	25.1.2
	Jumlah Desa yang Memiliki Akses Internet/Warnet
	8
	9
	12
	12
	12

	25.1.3
	Jumlah Desa yang memiliki siaran radio/TV Lokal
	2
	3
	4
	5
	5

	25.2
	Transparansi Informasi Publik 
	2
	3
	4
	5
	5

	25.2.1
	Jumlah Website Kabupaten dan SKPD
	5
	5
	6
	6
	6

	25.2.2
	Pelaksanaan E- Government
	-
	-
	-
	60
	60

	26.
	Perpustakaan
	 
	 
	 
	 
	

	26.1
	Jumlah perpustakaan
	1
	1
	1
	1
	1

	26.2
	Rasio jumlah pengunjung terhadap populasi yang harus dilayani perpustakaan per tahun 
	0.68
	0.99
	0.76
	0.29
	0,39

	26.3
	Rasio Koleksi buku terhadap jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah
	1.00
	0.42
	0.46
	0.32
	0,37

	 
	Pelayanan Urusan Pilihan
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Pertanian
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya (Ton/Hektar)
	 
	 
	 
	 
	

	1.1.1
	Padi
	103.101
	106.505
	111.861
	118.567
	113.773

	1.1.2
	Jagung
	10.953
	10.838
	6.492
	7.784
	14.578

	1.1.3
	Kedelai
	100
	159
	169
	181
	633

	1.1.4
	Kacang Tanah
	513
	836
	1.064
	861
	884

	1.1.5
	Kacang Hijau
	106
	166
	192
	132
	113

	1.1.6
	Ubi Kayu
	14.167
	11.162
	9.131
	6.173
	7.404

	1.1.7
	Ubi Jalar
	4.613
	1.978
	2.192
	1.617
	1.414

	1.2
	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	43,95
	41,14
	39,48
	38,73
	37,51

	1.3
	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	42,82
	40,38
	38,79
	38,28
	37,73

	1.4
	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	17,78
	16,38
	15,27
	14,90
	14,20

	1.5
	Kontribusi sektor Perkebunan terhadap PDRB (ADH-Kontan)
	16,04
	14,72
	13,91
	13,60
	13,24

	1.6
	Kontribusi sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	15,04
	13,70
	13,31
	13,18
	12,94

	1.7
	Kontribusi sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	13,90
	12,92
	12,49
	12,51
	12,41

	1.8
	Cakupan bina kelompok petani
	0.00
	25.07
	27.23
	28.89
	29.02

	2.
	Kehutanan
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
	-
	95,35
	110,35
	87,22
	87,22

	2.2
	Kerusakan Kawasan Hutan
	-
	25,744,3
	25,744,3 
	25,744,3 
	25.744,3

	2.3
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	2,40
	2,29
	2,16
	2,10
	0,37

	2.4
	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	2,78
	2,75
	2,61
	2,57
	2,51

	3.
	Energi dan Sumber Daya Mineral
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Pertambangan tanpa ijin
	15
	12
	10
	8
	7

	3.2
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	3,74
	5,16
	5,74
	6,49
	7,01

	3.3
	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	4,05
	4,41
	4,52
	4,87
	4,96

	4.
	Pariwisata
	 
	 
	 
	 
	

	4.1
	Kunjungan wisata
	6.295 
	48.169 
	50.512 
	58.780 
	65.590

	4.2
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	0.46
	0.43
	0.41
	0.39
	0,38

	4.3
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	0.36
	0.35
	0.34
	0.32
	0,32

	5.
	Kelautan dan Perikanan
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Produksi perikanan
	0.00
	127.12
	120.99
	121.73
	121,73

	5.2
	Konsumsi ikan
	22,3
	24,1
	28,2
	30,1
	30,1

	5.3
	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	6.17
	6.38
	6.40
	6.43
	6,43

	5.4
	Kontribusi sektor Perikanan terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	6.91
	7.02
	7.05
	7.11
	7,11

	5.5
	Cakupan bina kelompok nelayan dan Budidaya
	32,050
	32,061
	32,061
	32,061
	32,061

	5.6
	Produksi perikanan kelompok nelayan
	23,245 
	24,469 
	25,756 
	27.112 
	27,112

	6.
	Perdagangan
	 
	 
	 
	 
	

	6.1
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADH-Berlaku)
	13,23
	12,79
	13,08
	13,02
	12,86

	 
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (ADH-Konstan)
	14,48
	14,66
	15,26
	15,37
	15,29

	6.2
	Ekspor Bersih Perdagangan
	692.173
	722.173
	752.173
	782.173
	812.173

	6.3
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
	0.00
	6.51
	3.03
	1.02
	1,02

	7.
	Perindustrian
	 
	 
	 
	 
	

	7.1
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADH Berlaku)
	4,73
	4,24
	4,20
	3,98
	3,81

	7.2
	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (ADH Konstan)
	4,99
	4,55
	4,50
	4,32
	4,18

	7.3
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (ADH Berlaku)
	4,73
	4,24
	4,20
	3,98
	3,81

	7.4
	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri (ADH Berlaku)
	4,99
	4,55
	4,50
	4,32
	4,18

	7.5
	Pertumbuhan Industri
	78
	24
	29
	39
	39

	7.6
	Cakupan bina kelompok pengrajin
	10
	5
	6
	6
	6

	8.
	Ketransmigrasian
	 
	 
	 
	 
	

	8.1
	Transmigran swakarsa 
	35.92
	36.45
	36.64
	37.58
	37,58

	 
	ASPEK DAYA SAING DAERAH
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
	11.73
	13.35
	15.67
	18.44
	18

	1.2
	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita
	47.07
	47.29
	47.5
	47.72
	47

	1.3
	Produktivitas total daerah 
	- 
	 -
	 -
	- 
	98,39

	2.
	Pertanian
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Nilai tukar petani (NTP)
	-
	-
	-
	- 
	98,39

	 
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Perhubungan
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan 
	1.18
	0.85
	0.49
	0.28
	0.28

	1.2
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum
	5.220
	5.192
	5.374
	5.521
	5.756

	2.
	Penataan Ruang
	 
	 
	 
	 
	

	2.1
	Ketaatan terhadap RTRW 
	80
	80
	80
	80
	80

	2.2
	Luas wilayah produktif 
	26.37
	27.43
	28.53
	29.68
	29,80

	2.3
	Luas wilayah industri 
	0.27
	0.29
	0.31
	0.32
	0,33

	2.4
	Luas wilayah kebanjiran
	1.57
	1.65
	1.72
	1.79
	1,89

	2.5
	Luas wilayah kekeringan
	15.5
	14.9
	14.32
	13.76
	8,10

	2.6
	Luas wilayah perkotaan 
	1.89
	1.97
	2.05
	2.14
	2-4

	3.
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
	 
	 
	 
	 
	

	3.1
	Jenis dan jumlah bank dan cabang
	11
	11
	11
	11
	11

	4.
	Lingkungan Hidup
	 
	 
	 
	 
	

	4.1 
	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih
	53.11
	57.62
	60.21
	63.71
	66,71

	5.
	Komunikasi dan Informatika
	 
	 
	 
	 
	

	5.1
	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon 
	44.12
	49.11
	53.01
	55.02
	60

	 
	Fokus Iklim Berinvestasi
	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian dan Persandian
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Angka kriminalitas 
	13.71
	13.69
	11.18
	31.96
	20,56

	1.2
	Jumlah demo
	 3
	3 
	3 
	3 
	5

	1.3
	Lama proses perijinan 
	- 
	15 
	13 
	13 
	13

	1.4
	Jumlah dan macam pajak daerah 
	11 
	11 
	11 
	11 
	11

	1.5
	Jumlah dan macam retribusi daerah 
	23
	23 
	23 
	23 
	23

	1.6
	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha 
	- 
	- 
	4 
	4 
	4

	 
	Fokus Sumber Daya Manusia
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Ketenagakerjaan
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Rasio ketergantungan
	74.11
	65.07
	65.08
	65.06
	64,52
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